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Mengingat 

BUPATILAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 90 TAHUN 2016 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu 
menetapkan sistem dan prosedur akuntansi 
berbasis akrual; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka guna efektifitas dan 
efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, 
perlu menetapkan Sistem dan Prosedur 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan 
dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemrintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 123); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
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153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan 
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Sarang Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SUPATI TENTANG S!STEM DAN 
PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KASUPATEN 
LAMONGAN 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisarian transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

7. Sistem dan Prosedur Akuntansi merupakan kerangka-kerangka yang 
menghubungkan prosedur atau urutan pekerjaan yang sesuai degan 
skema yang menyeluruh untuk melaksanakan akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dearah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat 
daerah di Kabupaten Lamongan selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

I I. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
PD yang dipimpinnya. 

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar semua 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi 
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dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi atau entita pelaporan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

17. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, 
transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat 
LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 
tanggal tertentu. 

20. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan 
yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, 
be ban, dan surplus/ deficit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

21. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adala laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas 
dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. 

22. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

23. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, 
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau 
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan 
yang memadai. 

Pem ben tukan 
pedoman bagi 
akrual. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini 
Perangkat Daerah dalam 

bertujuan untuk 
rangka penerapan 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PPKD; 
b. Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PD. 

memberikan 
SAP berbasis 



BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 
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(1) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PPKD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Memuat PPKD sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas 
Pelaporan, Siklus Akuntansi PPKD. 

BAB II AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 

BABI!I 

BABIV 

BABY 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VI!! 

BABIX 

BABX 

Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSIBEBAN 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis. 
AKUNTANSIBELANJA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis. 
AKUNTANSI ASET 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Conteh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI ASET LAINNYA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjumalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
JURNAL, BVKV BESAR DAN NERACA SALDO 
Memuat Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo. 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis. 

(2) Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB lII 

Memuat PD sebagai Entitas Akuntansi, Siklus Akuntansi 
PD. 
PENCATATAN ANGGARAN 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, 
Terkait. 
AKUNTANSIPENDAPATAN 

Terkait, 
Dokumen 

Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 



BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

BAB IX 

BABX 
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AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSIASET 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI ASET LAINNYA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
JURNAL PENYESUAIAN DAN KOREKSI 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI TRANSAKSI YANG TIDAK MELALUI 
REKENING KAS UMUM 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Conteh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 
AKUNTANSI TRANSAKSI DANA NON KAPITASI PADA 
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis, Contoh Penjurnalan, Dokumen 
Terkait. 

BAB XI JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO 
Memuat Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo. 

BAB XII PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 
Memuat Ketentuan Umum, Pihak-pihak Terkait, 
Langkah-langkah Teknis. 

{3) lsi beserta uraian sistematika Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk 
PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan Sistem dan Prosedur 
Akuntansi untuk PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 5 

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengenai Badan Layanan U mum Daerah 
diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tersendiri. 



BAB Vil 
PENUTUP 

Pasal 6 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah LamonganTahun 2014 
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

pengundangan 
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BAB VII 
PENUTUP 

Pasal6 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah LamonganTahun 2014 
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 
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pengundangan 
Berita Daerah 



Larnpiran I Peraturan Bupati Larnongan 
Nornor : 90 Tahun 2016 
Tanggal: \9 Oocmoo- 2016 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. PPKD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN 
Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa entitas 

akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. Sementara itu, yang dimaksud dengan entitas pelaporan 
adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam 
Akuntansi Pemerintahan juga dijelaskan bahwa suatu 
pelaporan umumnya memiliki ciri-ciri berikut : 

laporan 
Standar 

entitas 

(a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau 
mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, 

(b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, 
(c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang 

diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh 
rakyat, dan 

(d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung 
maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang 
menyetujui anggaran. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ka bu paten Lamongan yang 
selanjutnya disingkat PPKD merupakan entitas akuntansi dan oleh 
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan PPKD. Sebagai entitas akuntansi, PPKD mencatat transaksi
transaksi level Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari DPA 
PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas 
melakukan konsolidasi laporan keuangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
dinyatakan bahwa PPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BUD 
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 

B. SIKLUS AKUNTANSI PPKD 

Tidak berbeda dengan PD, kegiatan akuntansi pada PPKD 
dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan 
dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan 
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menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut: 

-
ldentifikasi transaksi adalah proses meneliti kejadian atau 

peristiwa mana saja kejadian yang memiliki dampak pada posisi 
keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa pendapatan-LO atau 
pendapatan-LRA, beban atau belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. 
Transaksi tersebut harus dipastikan memiliki dokumen sumber yang 
jelas dan spesifik sebagai dasar pencatatan di tahap berikutnya. 

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi secara 
kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal. Pencatatan 
tersebut harus berdasarkan dokumen sumber yang didapat oleh 
Fungsi Akuntansi PPKD dari pihak yang terkait. Penjurnalan menjadi 
fase yang sangat penting dan krusial karena pada tahap ini ditentukan 
posisi Debit atau Kredit atas setiap akun yang terlibat. 

Penjurnalan yang dilakukan merepresentasikan basis 
akuntansi yang digunakan. Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas akuntansi akan mencatat 
jurnal dengan basis akrual. Namun, untuk menghasilkan Laporan 
Realisasi Anggaran, dibuat pula jurnal-jurnal berbasis kas untuk 
transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, 
penjurnalan pun akan dilakukan dua kali untuk setiap transaksi, 
yakni penjurnalan dengan basis akrual dan dengan basis kas. 

Di tahap selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan 
posting. Proses tersebut bertujuan untuk melakukan update pada 
buku besar secara periodik dengan cara menyalin informasi transaksi 
dalam buku jurnal ke buku besar. Transaksi yang sebelumnya dicatat 
secara kronologis dalam buku jurnal disalin ke dalam format buku 
besar yang sudah terpilah-pilah berdasarkan akun atau kode 
rekeningnya. Jadi, setiap akun atau kode rekening memiliki satu buku 

besar tersendiri. 
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo 

di akhir periode tertentu. Neraca Saldo merupakan sebuah tabel yang 

menampilkan saldo akhir dari setiap buku besar. Neraca Saldo 
disusun sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan. 
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Berdasarkan Bagan 1, kita dapat melihat bahwa ada 3 laporan 
keuangan primer yang langsung disusun dari Neraca Saldo, yakni 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. 
Kemudian berdasarkan ketiga laporan keuangan primer tersebut, 
Fungsi Akuntansi juga menyusun 4 laporan keuangan lainnya, yakni 
Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan 
Arus Kas. Semua informasi tambahan yang penting dan diperlukan 
untuk menunjang laporan keuangan tersebut, namun belum 
tercantum di dalamnya akan dimasukkan ke dalam CaLK. 



BAB II 
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 

A. KETENTUAN UMUM 

4 

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pendapatan
LO sebagai hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 
dan tidak perlu dibayar kembali. 

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik 
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan 
bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan 
dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan 
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pendapatan Daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, 
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan 
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, clan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Akuntansi Pendapatan-LO pada level PPKD Kabupten 
Lamongan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non 
Operasional. Pencatatan akuntansi dari masing-masing kelompok 
pendapatan ini melekat pada siklus pendapatan Pemerintah Daerah. 

B. PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi 

pendapatan-LO PPKD adalah: 
1. Pemerintah Daerah 
2. PPKD 

3. Bendahara Penerimaan PPKD /Bank Kas Daerah 
4. Fungsi Akuntansi PPKD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus 
dilakukan oleh Fungsi Akun tansi PPKD dalam melakukan pencatatan 
transaksi pendapatan-LO. Untuk mempermudah pemahaman, akan 
disajikan terlebih dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan 
pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya. 
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1. PAD Melalui Penetapan 

/PAD melalui Penetapan 

! Wajib Pajak I PPKD Fungsi Akuntansi PPKD 

r 

I 
I I I Me11etapkan I 

I 
SKP 

I 
I 1 ! 

I 
SKP SKP 

I ½---J -l -
' 1 SKP ~ 

J 
~ 

fJurnal: 
Dr. Plutang Pajak .. 

I Pembayaran 

'---./ l Cr. Pendapatan .. .. -LO 

I I L 
I SKP 

I I 

I I TBP 
i ,BP L::-J '--~ 

-

Jurnal: l 
Dr. Kas di Kas Daerah 

~ c,. Piutang Pajak .. 

I 
I 

Dr. Estimasi Perubahan SAL j c,. Pendapatan .... -LRA 

I 
' 

I . 



6 

a. PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan 
adanya hak Pemerintah Daerah atas suatu pendapatan. 
Dokumen Ketetapan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 
Fungsi Akuntansi PPKD sebagai dasar bukti pengakuan 
pendapatan. Berdasarkan Dokumen terse but, Fungsi Akun tansi 
PPKD kemudian akan mencatat "Piutang Pendapatan (sesuai 
rincian objek terkait)" di sisi debit dan "Pendapatan-LO (sesuai 
rincian objek terkait)" di sisi kredit. 

b. Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh 
Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui 
Penetapan. TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD 
untuk menghapus Piutang Pendapatan dengan jurnal "Kas di 
Kas Daerah'' di debit dan "Piutang Pendapatan (sesuai rincian 
objek terkait)" di kredit. 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA 
{sesuai rincian objek terkait)" di sisi kredit. 

Ekuitas SAL- Estirnasi Perub~an-SAL xxx 
Pendapatan ..... -LRA 

XXX 
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PAD Tanpa Penetapan 

PAD Tanpa Penetapan 

Pihak ke-3 PPKD Fungsi Akuntansi PPKD 

I I I 
Pembayaran 

1 I I 
I I 

I TBP 

I 

I 
! 

L:J I l TBP 

I 
' 

I I 
{'"'"'' Dr. Kas di Kas Daerah 

Cr. Pendapatan .... -LO 

Dr. Estimasl Perubahan SAL 
' Cr. l Pendapatan .... -LRA 

Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan 
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga 
menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui 
pendapatan dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit 
dan "Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. 

·Kas di f4\ls}?a1:fr~ftt/~0;.t&{'iit*~~-~~;-;~f:+0··~~~:)/r.+Y~ 
_Penita~~-~-; _:,.}:§Pt,_;,,.·<: __ :?\·.;;;:~; __ ; ~<Ii·:"-(:· ·- ·.}~·:.xx,rr ·. · •iv 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 
Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek 
terkait)" di sisi kredit. 

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL XXX 

Pendapatan ..... -LRA XXX 

l 

~ 
J I 



2. Hasil Eksekusi Jaminan 

I Hasii Eksekusi Jami-nan 

Pihak ke-3 Sl<PD Terkait BUD selaku PPKD Fungsl Akuntansi PPKD 

----< 
Uang 

I

, j I Jurnal ~- Kas Oaerah 
,. r Ka, u, -- 1 '"" - t :, "''""'.'"'" ___ __! 

-- 1--------------------- i - ------- I . ~ ---------- ' W
A --------------- i Som J O.m~""""'" I . ' --------- -· . ' ·-

Jaminan 
_/"'"' 1_ lamina_'.' 

' _, 
Ceta< TBP 

~-

__ _.., "' I 
I 

----------------- 'I' '"'" I 
(II -------·--r ' - ,em -- ', -' ------------ ' -- - ,., ' ~ ------- +- ' ·

1 
I I 

I 

I 

'"'" - I J ""~ ,,m,oao I j _ , ,a - S:,.,,,.,"'"_J I I r-:=cairanOana I : 'I~: KasdiKasOaerah _J .

1 

kewajiban I 
1 

_ _, 7l 7 __ "'"""""'" ' 7 ,.. ' I "'" - I I 

Tidak 

1l 

' I'"'" - ""'"•I I '-.~~:-~~hua_n_Ji - ( Jam,nan~ -- - I _J 

-L -- -- -
1 

, , ... , I I 

- - ' _.JI O,m~'''""''. - I 

/",;;-]. + 
I "•'"'" I 

' - -, Mene~'EJ'" 
► Surat 
~beritahuan 

- _c:--

1

- ' 

Surat 

[Pember~a~ 
--- --· /------.J 

_j l I '"'"'' - l-Utang Jamman 

-- I ~;_· Pendapatan ---· LO r I 
<, b.ihan SAL J 0 Estlma,i Peru LRA 

I '· •a~atan . .,,- J Cr. Penu ~ 
,_ --

' -- -

1 
Surat 7 

7Pember1'.~~~•-n I 
- / --, 

8 
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a. Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan 
dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, 
kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga 
menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui utang 
jaminan dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan 

"Utang Jaminan" di kredit. 
Kas di Kas Daenili. 

Utang J~rilpi 

b. Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD 
akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah 
disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial 
terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. 
Kemudian berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi 
PPKD akan melakukan pencatatan dengan membuat jurnal "Utang 
Jaminan" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
LO" di kredit. 

Utang Jaminan XXX 

Pendapatan Hasil Eksekusi -W 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 
Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Elruitas SAL - Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas 
Jaminan-LRA" di kredit. 



10 

3. Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer 

! Pemerintah Pusat Bank Kas Oaerah PPKD Fungsi Akuntansi PPKD 

1.... Nota Kredit Nota Kredit Nota Kredit 

Dr. Kas di Kas Oaerah 

I 

I 

Jurnal: \~ 

Cr. Piutans Pendapatan... .

1 Dr. Estimasi Perubahan SAL _ 'RA j- I 
Cr. Pendapatan Transfer. • 

i 

a. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah 
dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. 
Ketetapan jumlah dana transfer tersebut akan menjadi dasar 
pencatatan pengakuan pendapatan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 
Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Piutang Pendapatan" di 
debit dan "Pendapatan Transfer .... -LO (sesuai rincian objek terkait)" 
di kredit. 

Piutang'·P~dapatan · 
Pendapatan Transfer .•. , .,,-'.W· 

",. XXX. 

xxx 

b. Apabila Pemerintah Daerah telah menerima dana transfer dari 
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota 
Kredit yang akan diserahkan PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini 
Fungsi Akuntansi akan mencatat adanya penambahan kas dengan 
jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan" di 
kredit. 

Kas di Kas Oaerah _ __ -j,;i .)00(- :, · 

I 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 
Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Transfer ..... -LRA (sesuai 
rincian objek terkait)" di kredit. 

Ekuitas-SAL-._; ·' ---~·\:p"-" 
. -~-•-""'· ,.~ ~." ,,. ·- ' ... 
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5. Pendapatan Hibah 

Pendapatan Hibah 

I 

Pemerintah Pusatf Bank Kas Daerah 
Pihak ke•3 

PPKD Fungsi Akuntansi PPKD 

I 

I 
'1 Naskah Perjanjian I I Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian 

Hibah H-------+---->I Hibah f--+->J Hibah 

11~-! 
{'"'"' } Or. Piutang Pendapatan Hibah 

Cr. Pendapatan Hibah. LO 

I 

I 

I I i I i 
~·················1··············· 
I . 

··········································1 

Pengiriman/ l~-t---J 
transfer dana j 

Penerbitan 
Nota Kredit 

Nota Kredit 

I 

I 
I I 

I I 
. I 
I . 

. I 

I I tJurnal: 'l I 
Dr. Kas di Kas Dae rah 
Cr. Piutang Pendapatan Hibah 

l
o,,r Est,masi Perubahan SAL j' 

I I 

I I 

Pendapatan Hibah - UlA 

Atou 

{
'"'"''' I I Dr. Barang/Jasa .... '.>-

Cr. Piutang Pendapatan HI bah J . 

a. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani, fungsi 
akuntansi PPKD akan mengakui Pendapatan Hibah dengan 
mencatat jurnal "Piutang Pendapatan Hibah" di debit dan 

"Pendapatan Hibah-LO" di kredit. 
Piutang Pei:;i.~p~tazj, Hi'pah XXX 

xix 

b. Selanjutnya, ketika pencairan hibah terjadi/hibah diterima, maka 
Fungsi akuntansi akan menghapus Piutang Pendapatan Hibah 

dengan mencatat jurnal "Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa (sesuai 
jenis hibah yang diperoleh)" di debit dan "Piutang Pendapatan 
Hibah" di kredit. -~~~=~~-~~-~~---------Ka s di Kas Daerah/Ba.ra.Ilgf;Jasa xxx 

c. Selain itu, jika hibah yang diterima berupa uang yang merupakan 
realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat 
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pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan 
SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit 
dan "Pendapatan Hibah-LRA" di kredit. 

Ekuitas SAL_~ Estimasi P¢~~~--S# ._;:;,,/~ ';:-:: .. ": . · 
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6. Pendapatan Non Operasional - Surplus Penjualan Aset Nonlancar 

1surplus Penjualan Aset N 

I 
I 

I 

I 

Pihak ke-3 

I 

I 

I 

lookumen 
. transaksi 

l~ 

u.ing Hasil 
Penjualan 
lnvestosi 

on ancar 

I 

I 
Bank Kas Oaerah 

I 

I Uang Hasil 

I 
i 

I I I 
Penjualan 
lnvestas; 

PPKD 

Pelepasan 
lnvestasi 

Dokumen 
transaksi 

Fungsi Akuntansl PPKD 

Buku Besar 
lnvestasi 

Dokumen 
transak.si 

Penjurnalan 

I 

Bukti Memorial 

~ 

I'"""' t Dr. Kas di Kas Dae rah I 
Cr. Surplus Pen)ualan hwestasi 

. Cr. lnvestasi I 
1

1 Dr. Estimasi Perubahan SAL j 
l Cr. Penerimaan Pemb,aya,rn 

Surplus Penjualan Aset Nonlancar dalam level PPKD berasal dari 
aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam 
pelepasan investasi le bih tinggi daripada nilai buku investasi terse but. 
Dalam pelepasan investasi, berdasarkan Dokumen Transaksi yang 
dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi 
dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit serta "Surplus 
Penjualan Aset Nonlancar-Investasi" dan "lnvestasi" di kredit. 

Kas di Kas Daerah 

Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Investasi 

Investasi 

XXX 

xxx 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL -
Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di 
kredit. 

I 
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7. Pendapatan Non Operasional - Surplus Penyelesaian Kewajiban 

Jangka Panjang 

I 

I 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

Pihak ke-3 

I 

( Uang I. 
I 

I 

I 

Bank Kas Daerah PPKO 

I Pelunasan 
1
1 

I 1 

Kewajiban Jangka 
Panjang ·

1 

I"'°~ 1 L- "--- SP20 LS PPKD 

' ~" I Transfer Dana ke I 
Pih<1k Ke-3 

I 

I 

I 

Fungsi Akuntansi PPKD 

I Bok, Bmc • ( 
Kewajlban Jangka 

Panjang 

SP2D LS PPKD 

1 
l 

Penjumalan 

Bukti Memorial 

-

r , 
I Jurnal: 
, Dr. Kewajlban Jangka Panjang ... 

l
Cr. Surplus Penyelesaian Kewajiban 

Jangka Panjang 
Cr. Kas di Kas Daerah 

Dr. Pengeluar.m Pembiayaan 
Cr. Estimasl Perubahan SAL 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga 
perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) le bih rendah 
dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban 
terse but. 
Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan 
menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya 
surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat jurnal 
"Kewajiban" di debit serta "Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka 
panjang" dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran 
Pembiayaan" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di 
kredit. 

Pengeluaran Pembiayaan 
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL XXX 

I 
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D. CONTOH PENJURNALAN 
1. Pada tanggal 10 Januari 2015 diterima pendapatan dari bagi hasil 

sebesar Rp6.014.225.000 dengan rincian sebagai berikut: 

j Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 5.955.000.000 

Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 37.725.000 

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 21.500.000 

2. Telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah senilai 

Rpl5.000.000 pada tanggal 17 Januari 2015. 
3. Tanggal 20 Januari 2015, melalui rekening kas umum daerah, 

Kabupaten Lamongan menerima pendapatan dari Dana Alokasi 

Umum sebesar Rp50.000.000.00 secara tunai. 
4. Tanggal 30 Januari 2015 melalui rekening kas umum daerah, 

Kabupaten Lamongan menerima pendapatan hibah atas NPHD 

tanggal 17 Januari 2015. 
Atas transaksi-transaksi penerimaan pendapatan tersebut, Fungsi 
Akuntansi PPKD Kabupaten Lamongan menjurnal sebagai berikut : 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKU JURNAL PPKD 

Tanggal 
Kode 

Rekenlng 
Uraian 

1 2 3 

10-Jan-15 l.l.l.01 Kas di Kas Daerah 
1.1.3.5.01 Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LO 
I. 1.3.5.02 Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber 

Daya Hutan-LO 
1.1.3.5.03 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan 

Pengusahaan Perikanan-LO 

3.1.2 .05 Estimasi Peru bahan SAL 
4.2.l.Ol Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LRA 
4.2. 1.02 Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber 

Daya Hutan-LRA 
4.2.1.02 Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan 

Pengusahaan Perikanan-LRA 
17-Jan-15 l.l.3.09 Piutag Hibah 

8.3.1.01 Pendapatan Hibah-LO 
20-Jan-15 l.1.1.01 Kas di Kas Daerah 

l.1.3.5.04 Piutang Dana Alokasi Umum 
3.1.2.05 Estimasi Perubahan SAL 
4.2.1.03 Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA 

30-Jan-15 1.1.1.01 Kas di Kas Daerah 
1.1.3.09 Piutag Hibah 
3.1.2.05 Estimasi Perubahan SAL 
4.3.1.01 Pendapatan Hibah-LRA 

Halaman· . 

Debit 

4 

6.014.225.000 

6.014.225.000 

15.000.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

Fungsi Akuntansi PPKD 
(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

Kredlt 

5 

5.955.000.000 
37.725.000 

21.500.000 

5.955.000.000 
37.725.000 

21.500.000 

15.000.000 

23.000.000.000 

23.000.000.000 

15.000.000 

15.000.000 
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E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
2. Surat Ketetapan Pajak 
3. Surat Pemberitahuan 
4. Surat Ketetapan Dana Transfer 

5. Nota Kredit 
6. Naskah Penjanjan Hibah 
7. Dokumen Transaksi 
8. Bukti Memorial 
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung 



A. KETENTUAN UMUM 

BABIII 
AKUNTANSIBEBAN 
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Behan didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Behan diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita 

lakukan. 
Akuntansi Beban pada PPKD Kabupaten Lamongan dilakukan oleh 

fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Lamongan. Sistem dan prosedur 
Akuntansi Behan ini meliputi Behan Bunga, Behan Subsidi, Behan 

Hibah, Behan Bantuan Sosial, dan Behan Transfer. 

1. Beban Bunga 
Behan bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah 
untuk pembayaran bunga (inter-es~ yang dilakukan atas kewajiban 
penggunaan pokok utang (principal outstanding), termasuk beban 
pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah 
pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee 
dan biaya denda. Behan bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman 
dan Beban Bunga Obligasi. Behan Bunga diakui tiap akhir tahun 
atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. 

2. Beban Subsidi 
Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 
diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/ daerah, 
lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi 
dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan 
diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak 
agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 

3. Beban Hibah 
Behan hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk 
uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan 
negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 
Beban Hibah meliputi Behan Hibah kepada Pemerintah Pusat, 
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Behan Hihah 
kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan 
Daerah/BUMD/BUMN, Behan Hihah kepada 
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Behan Hihah kepada 
Kelompok Masyarakat/Perorangan, Behan Hihah kepada Satuan 
Pendidikan Dasar, Beban Hibah diakui ketika Nata Perjanjian 
Hibah sudah ditandatangani oleh PPKD dan pihak penerima hibah. 

4. Behan Bantuan Sosial 
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Be ban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang 
diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial. 
Behan Bantuan Sosial meliputi Beban Bantu.an Sosial kepada 

Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Behan Bantuan Sosial kepada 

Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota 
Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui ketika SP2D atas beban 
ini sudah diterbitkan. 

5. Beban Transfer 
Behan Transfer merupakan beban berupa pemgeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan 
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 
Behan Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan 
Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, 
Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya. 

Bantuan Transfer diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah 
diterbitkan. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban adalah : 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 
2. Bendahara PPKD 
3. PPKD 
4. KuasaBUD 

5. Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
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Pencatatan be ban level PPKD dapat dilihat dalam flowchart berikut ini: 

1. Behan Bunga 

lseban Sunga 

I 

I 

I 

I 

I I 

PPKD 

.,Bukti• 
,.,;MtmoriaL 
'?1\'.~;';· '-·· ., 

Mengotorisasi 

I 5PM I 
I 

Bukti, 
· Merri6'r131. 

Mengotorisasi 
5PM 

·, 5PM 

~ 

Kuasa BUD 

Menerbitkan 
SP20 

SP2D 

Bendahara PPKO 

Membuat SPP untuk 
pembayaran utang 

bunga 

Fungsi Akuntansi 

Ookumen 
Perjan/ian· Utang f--, 

Dr. Beban Bunga 

Membuat Bukti 
Memorial 

{

Jomal, 

Cr. Utang Sunga } 
Memverifikasi SPP I 

~+------ dan menyiapkan 

SPM I 

{
'"'"''' Dr. Utang Sunga 

Dr. Beban Bung.i 
Cr. Kas di Kas Dae rah 

Or. Belanja Sunga L Cr. Estimasi Perubahan SAL 

a. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk 
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut Fungsi 
Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan 
jurnal "Be ban Bunga" di debit dan "Utang Bunga" di kredit. 

Behan Bunga XXX 

UtangBunga XXX. 

b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 
beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi 
Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga 
merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal "Utang Bunga" 
di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi 
Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Bunga" di debit dan "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Belanja _Bu,nga .. .··.>,~;:::;_< · x1b,:,,' 
Ekuitas SAL - Estimasi P_erubahari. $AL ~ 
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2. Beban Subsidi 

Behan Subsidi 

I 

I 
I 

I 

I 

i 

PPKD 

I Surat Ketetapan 
, Belanja Subsidi 

~ 

Kuasa BUD Bendahara PPKD I Fungsi Akuntansi PPKD 

Surat Ketetapan 
BelanJa Subsidi 

Pengakuan Beban 
Subsidi 

7 
I Oto,;sasi j ~-+------+------+->Ill,-,;~.~ 

Membuat SPP 
untuk pembayaran 

Subsidi 

I 
• 

{'"'"' } Dr. Be ban Subsidi 
~ Cr. Utang Be ban Subsidi 

SPP If---+---. Verifikasi SPP dan 
~ Menyiapkan SPM 

Otorisasi SPM 1 

i • 

~I ---r1-.=I ,=.,ec=,, .. ,=;1-----:~~---r~1~ 
SP2D I I 

~ 
1 

·--r SP2D , 

·1, ~-S~P2LO-~-f---~ iJ I 

0°ti1~ng Be ban Subsidi 

I 
Cr. Kas di Kas Daerah 

Or. Belanja Subsidi I L Cr. Estimasi Perubaha/l SAL 

a. Berdasarkan surat ketetapan tentang subsidi yang terkait, Fungsi 
Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan 
beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial 
tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk 
melakukan pengakuan beban dengan jurnal "Beban Subsidi" di 
debit dan "Utang Beban Subsidi" di kredit. 

Utang "Be ban Subslcµ_ 

b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 
pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, 
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D 

l 

j I 
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tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas 
yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal 
"Utang Behan Subsidi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

Utan;g,~,~~an~~-~~- icM-!if,,\_:·~if;'i;~::: -· 
· -Kas_'.dii~~::o~~:W?"?! 

,f -, 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi 
Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Subsidi" di debit dan 
"Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Belanja Subsidi XXX 

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL XXX 
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3. Beban Hibah 

I Behan Hibah 

' 

i Pemda Lain/PD/ 
Masyarakat/Ormas 

PPKD Kuasa BUD Bendahara PPKD .! fungsi Akuntansi PPKD 

e ----

' 'Penandatan~anan 

NPl-l ! i 

-----t -

I 

Otorisasi SPM r 

I I I 
~ Pene,bitan SP20 

·' . ' I .. ' 

SP2D : j SP20 

.j 

Jurnal: 
<. Or. Beban 1-libah 

Cr. Utang Hibah 

J Verlflkasi SPP d-::-

1

· 

· menyiapkan SPM 

I 

~- 7 
/,-------1 

Jurnal: 
'I i Dr. Utang Hi bah ' 
< Cr. Kas di Kas Daerah > 

Dr Bela11Ja Hibah 

i_L ·--~'-" i Cr t<llmasi Perubohan SAL j I _I_ . 

a. PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas 
bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD, Fungsi Akuntansi PPKD 
kemudian mencatat pengakuan beban hibah clan utang dengan 
jurnal "Be ban Hibah" di debit dan "Utang Be ban Hi bah" di kredit. 

b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 
pembayaran beban hibah tersebut mulai dari pengajuan SPP, 
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D 
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas 
yang juga merupakan penghapusan utang beban hibah, dengan 
jumal "Utang Behan Hibah" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di 
kredit. 

Utang Beban Hibah 

"'"•·: 5_·:· • 

. #\-~/ 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estirnasi 
Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Hibah" di debit dan "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

BelanjaHiP~---,.-.--· -:._._ ."',- ,q,c;x:..--



4. Beban Bantuan Sosial 

I Beban Bantuan Sosial 

PPKD 

Dokumen terkait 

Otorisasi SPM 

SPM 

Kuasa BUD Bendahara PPKD 

Membuat SPP untuk 
I-+------+-+! pembayaran Beban 

Bantuan Soslal 

Penerbitan 
SP2D 

SP2D 

~ 

SPP 

r 
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Fungsi Akuntansi 

Verifikasi SPP dan 
menyiapkan SPM 

SPM 

! Juroal: 

l
-Dr. Beban Bantuan Sosial 

Cr. Kas di Kas Daerah 

Dr. Belanja Bantuan Sosial 
Cr. Estimasi Perubahan SAL 

a. Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi 
Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan beban terkait dengan 
jurnal "Behan Bantuan Sosial" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di 
kredit. 

Beban Bantuan Sosial XXX 

Kas di Kas Daerah 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi 
Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Bantuan Sosial" (sesuai 
rincian obyek terkait) di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan 
SAL" di kredit. 

Ekuita.SBAL -- E:;;tirni:i:sLPerit'.biiliah SAC -~ -·"·" _,_ ' . . 

' ~ I 

j 
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5. Behan Transfer 

Beban Transfer 

I 
PPKD Kuasa BUD Bendahara PPKD Fungsi Akuntansi PPKD 

I I I Surat Ketetapan Surat Ketetapan l tentang Transfer tentang Transfer 

7 I 
I 

I 

I 

Pengakuan Beban I 
Transfer 

I 
Bukti Bukti 

Memorial Memorial 

~ 
I 

~ 

I Otorisasi 

I 

Buktl 

I 
Memorial 

I " 
~ 

I {'""'' 
I 

Buktl MembuatSPP Dr. Seban Transfer 
Memo(1al untuk pembayaran Cr. Utang Beban Transfer 

~ Transfer 

l 

I I "' I Verifikasi SPP dan 

I ' Menyiapkan SPM -
• 

I ! Otorisasi SPM i 5'M 

l I 
I 

' 5PM f i Penerbitan -?t\Jt~fr 
~ I 

5P2D ~ 
Jurnal: 

• 
Dr. Utang Beban Transfer 
c,. Kas di Kas Daerah 

Or. Transfer ... 
c,. Estimasl Perubahan SAL 

a. Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, Fungsi 
Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban 
transfer untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial 
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan 
beban dengan jurnal "Beban transfer" di debit dan "Utang Bunga" di 
kredit. 

Beban Transfer 

Utang Behan Trans~er 

b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi 
Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga 
merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal "Utang 
beban transfer" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

I 

} 
C 

I 

I 

ll 
r 

C 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi 
Perubahan SAL melalui jurnal "Belanja Transfer" di debit dan 
"Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Belanja Transfer:. , . __ . .. ,, /:,,_~ ·-~;,.,. __ ,_,,,
0

_-: ,;._;_,, _,;;...-.~ __ • _ 

D. CONTOH PENJURNALAN 
1. Pada tanggal 7 Januari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD 

mengajukan SPP untuk belanja bantuan sosial kepada Organisasi 
Kemasyarakatan sebesar Rp680.000.000. Atas pengajuan SPP ini, 
diterbitkan SPM pada tanggal 8 Januari 2011, dan diterbitkan 
SP2D pada tanggal 9 Januari 2015. 

2. Pada tanggal 10 Januari 2015, terjadi penandatanganan Nota 
Perjanjian Hibah (NPH) antara PPKD dengan Organisasi 
Kemasyarakatan sebesar Rp300.000.000. 

3. Pada tanggal 10 Februari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD 
mengajukan SPP untuk belanja hibah kepada Organisasi 
Kemasyarakatan sebesar Rp300.000.000. Alas pengajuan SPP ini, 
diterbitkan SPM pada tanggal 11 Februari 2015, dan diterbitkan 
SP2D pada tanggal 12 Februari 2015. 

4. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, diketahui bahwa pada 31 
Desember 2015 PPKD memiliki utang bunga sebesar Rp9.000.000 

Atas transaksi-transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal 
se bagai beriku t : 



Kode 
Tanggal Rekentn 

g 

1 3 
9-Jan-15 9.1.6.01 

1.1.1.01 

5.1.6.01 

3.1.2.05 
10-Jan-15 9.1.5.06 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKUJURNAL 

Uraian 

4 
Behan Bantuan Sosial kepada Organisasi 

Kemasyarakatan 
Kas di Kas Daerah 

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi 
Kemasyarakatan 

Estimasi Perubahan SAL 
Behan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

Halaman: 

Debit 

6 
680,000.000 

680.000.000 

300.000.000 
2. l.5.05 Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

12-Feb-15 2.1.5.05 Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 300.000.000 
1.1.1.01 Kas di Kas Daerah 
5.1.5.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 300.000.000 

3.1.2.05 Estimasi Perubahan SAL 

31-Des-15 9.1.3.01 Behan Sunga 9.000.000 
2.1.5.03 Utang Sunga 

Fungsi Akuntansi PPKD 

(tanda tangan} 

(nama lengkap) 
NIP. 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Bukti Memorial 
2. Surat Ketetapan Belanja Subsidi 
3. Naskah Perjanjian Hibah 
4. Surat Ketetapan Transfer 
5. Naskah Pernjanjian Hibah 
6. Surat Perintah Pembayaran 
7. Surat Perintah Membayar 
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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Kredlt 

7 

680.000.000 

680.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

300.000.000 

9.000.000 
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AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 

A. KETENTUAN UMUM 
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Pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
Pencatatan Pendapatan-LRA ini merupakan realisasi dari anggaran 
pendapatan. 
Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA 
Kabupaten Lamongan terletak pada basis pencatatan yang digunakan. 
Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalarn Laporan Operasional dengan 
basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dimunculkan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sehingga, pendapatan
LRA dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima oleh PD. 
Sama seperti pendapatan-LO, Akuntansi Pendapatan-LRA pada level 
PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain
Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LRA 
adalah: 
1. Pemerintah Daerah 
2. PPKD 
3. Bendahara Penerimaan PPKD 
4. Fungsi Akuntansi PPKD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Seperti yang telah tergambar dalam semua flowchart kelompok 
pendapatan di bagian 2 (Akuntansi Pendapatan-LO), Fungsi Akuntansi 
PPKD akan mengakui pendapatan-LRA ketika terjadi realisasi 
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Hal ini 
berlaku untuk semua kelompok pendapatan. Fungsi Akuntansi PPKD 
akan mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di sisi debit dan 
"Pendapatan LRA (sesuai rincian objek)" di sisi kredit setiap ada 
realisasi pendapatan. 

Ekuitas SAL - Estjma_s,i_Pez;ub_1:~,l:t~-~AI;, XXX 

Pendapatan .· .... -~;':_- · · 



A. KETENTUAN UMUM 

BABV 
AKUNTANSIBELANJA 
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Belanja Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran 
dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
Pencatatan belanja merupakan realisasi dari anggaran belanja 
sehingga akan masuk ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
yang disusun dan disajikan dengan basis kas. Belanja akan diakui 
ketika kas sudah keluar. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja adalah : 
l. Fungsi Akuntansi PPKD 
2. Bendahara Pengeluaran PPKD 
3. PPKD 
4. KuasaBUD 
5. Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Seperti yang telah tergambar dalam semua flowchart kelompok beban 
di bagian 3 (Akuntansi Behan), Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui 
belanja ketika terjadi realisasi belanja yang ditandai dengan adanya 
pengeluaran kas baik itu yang berasal dari Bendahara Pengeluaran 
(belanja dengan menggunakan Uang Persediaan) maupun dari kas 
daerah (belanja dengan mekanisme LS). Fungsi Akuntansi PPKD akan 
mengakui adanya belanja dengan menjurnal "Belanja... .. (sesuai 
rincian objek belanja)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 



A. KETENTUAN UMUM 

BABVI 
AKUNTANSIASET 
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Akuntansi aset Kabupaten Lamongan akan mernbahas perlakuan 
akuntansi untuk aset yang dimiliki PPKD, yaitu dalam bentuk 
investasi. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau 
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua : 
1. Investasi Jangka Pendek 
2. Investasi Jangka Panjang 

Investasi Jangka Pendek 
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai 

berikut: 
a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; 
b. lnvestasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, 

artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila 
timbul kebutuhan kas; 

c. Berisiko rendah. 

Investasi Jangka Panjang 
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimak.sudkan untuk 
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang 
dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan 
nonpermanen. 
Investasi Permanen 
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk 
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh 
yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terkadang 
juga dilakukan untuk menjaga hubungan kelembagaan. Investasi 
permanen ini dapat berupa : 
a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, 

badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik 
negara; 

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk 
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Investasi Nonpermanen 
lnvestasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak. berkelanjutan, kepemilikan 
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investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

dimaksudkan untuk tidak dimiliki terns menerus atau ada niat untuk 

memperjualbelikan atau menarik kembali. 
Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain 

dapat berupa : 
a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh 

temponya oleh pemerintah; 
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga; 
c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan 

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada 
kelompok masyarakat; 

d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan 
untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti 
penyertaan modal yang dimaksudkan untuk 
penyehatan / penyelamatan perekonomian. 

Dalam akuntansi pemerintahan, terdapat 3 (tiga) metode yang dapat 
dilakukan untuk melakukan penilaian investasi jangka panjang yaitu 
metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang 
direalisasikan. Pemilihan metode penilaian ini ditentukan oleh porsi 
kepemilikan dalam badan usaha investee. Kepemilikan kurang dari 
20% dinilai menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampai 
50%, atau kepemilikan kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh 
yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Dan kepemilikan lebih 
dari 50% dinilai menggunakan metode ekuitas. Sedangkan 
kepemilikan investasi yang bersifat non permanen menggunakan 
metode nilai bersih yang direalisasikan. 
a. Metode Biaya 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar 
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besamya 

investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 
b. Metode Ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat 
investasi awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau 
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal 
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang 
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah 
dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. 
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya 
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta 
revaluasi aset tetap. 
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c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama 
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 

dekat. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah : 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 
2. Bendahara Pengeluaran PPKD 
3. PPKD 
4. Kuasa BUD 
5. Perusahaan/Pihak Ketiga 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan 
oleh Fungsi Akuntansi PPKD dalam melakukan pencatatan transaksi 
terkait investasi. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan 
terlebih dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan pihak
pihak terkait beserta aliran dokumennya. 
1. Perolehan Investasi Jangka Pendek 

! 

Perolehan lnvestasi Jangka Pendek 

i Perusahaan/Pihak 
BUD selaku PPKD Fungsi Akuntasi PPKD 

ketiga 

I 
I 

Uang lnvestasi 

I 

I 
1 • 

I Uang lnvestasi 

' 

I 
I l 

-

Tanda Bukti Bayar Tanda Bukti Bayar Tanda Buktl Bayar 

I 
/ 

I I 
I , 

• 
, Jurnal; I t Dr. lnvestasi Jangka Pendek J I i 

I Cr. K;;is di Kas Daerah 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi 
Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui adanya 
penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan 
mencatat jurnal "lnvestasi Jangka Pendek" di debit dan "Kas di Kas 
Daerah" di kredit. 



2. Perolehan lnvestasi Jangka Panjang 

Perolehan lnvestasi Jangka Panjang 

PPKD Kuasa BUD Bendahara PPKD 

Perda Penanaman Membuat SPP 
Modal t--+--------+-+{untuk penanaman 

modal 

l 
SPP LS 

Pembiayaan -
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Fungsi Akuntansi PPKD 

SPP LS 
Pemblayaan 

Verlffkasi SPP dan 
penerbit.m SPM 

~~~~,I I s,~ cs 
I Ot;;~as1 

1
~4

1

--------1----------1--(_"_m/b/,a/ya_a_o--.J 

I ~-;·c ----tl----+S Penerbitan SP2D 

I I SP2: LS I Pembiayaan 

SP2D LS 
Pembiayaan 

- l Jumal: 
Dr. lnvestasi Jangka Panjang ... 
Cr. Kasdl Kas Daerah r 

I 
I . 

Dr. Pengeluaran Pembiayaan J 
Cr. Estimasi Perubahan SAL 

Perolehan investasi dicatat ketika Peraturan Daerah penyertaan 
modal dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi 
PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan 
pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi 
akuntansi PPKD mencatat jurnal "Investasi Jangka Panjang" di debit 
dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

Investasi Jangka Panjang ..... XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran 
Pembiayaan" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" 
di kredit. 

Pengeluaran Pemb~~~ 



3. Basil Investasi 
a. Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa 
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh 
pelepasan investasi jangka pendek 
pembahasannya akan digabungkan ke 

Investasi. 
b. Hasil Investasi Jangka Panjang 
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pendapatan bunga. 
bersamaan dengan 

terse but sehingga 
bagian Pelepasan 

/ Hasil lnvestasi (Khusus lnvestasi Jangka Panjang) 

I Metode Biaya 

I 
Perusahaan/Pihak ketiga BUD selaku PPKD Fungsi Akuntasl PPKD 

I 
Pengumuman 

Pembagian Ookumen 

i Deviden Pengumuman 
' J, \ 

Pembagian Deviden 

I 

Dokumen Dokumen 
Pengumuman Pengumuman 

' 
Pembagian Deviden Pembagian Deviden {Jumal, 

C ✓ Dr. Piutang Lainnya 

i Cr. Pendapatan Hasil Pengelolaan 

I 
Kekayaan yang Dipisahkan-LO 

Pembagian ' 
Devi den 

! 

( o,!,,., : / 

I I 
Deviden 

l 
Cetak Tanda Bukti 

Penerimaan . Tanda Bukti 

l 
Penerimaan 

l Tanda Bukti Tanda Bukti 
C 

Penerimaan Penerimaan ~ 
Jumal: 
Or. Kas di Kas Daerah 
c,. Piutang lainnya 

< 

Dr. Estimasi Perubah~n SAL 
c,. Pendapatan Hasil Kekayaan 

daerah yang Dipisahkan. LRA 

i 

Metode Biaya 
Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak 
mempengaruhi investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh 
perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang 
dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui 

' I 

J 

I 

l 
i 

.J 

I 
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jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. 
Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal pengakuan 
dividen yang akan diterima dengan mencatat "Piutang Lainnya" di 
debit dan "Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -
LO" di kredi t. 

Pi~~ffLainp:y' _-J<Y-~JR~:}i-i~~.i · /· :1r;tr0J:;sfFj~~[, il:?~~\ii,; (/ _:. 
-· Hasil PehgeU:)lii~}l' ----~-- ~,.::·~ __ ' .. ~L().;":·J(:,>½1:.%,': ~,cc 

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada 
Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

Kas di Kas Daerah 

Piuta:ng Lainnya 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA" di kredit. 



I 

I 

' 

I 

I 
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Hasil lnvestasi (Khusus lnvestasi Jangka Panjang) 
Metode Ekuitas 

I Perusahaan/Pihak 

\ 

PPKD I Fungsi Akuntasi PPKD 
ketiga 

' 

I '· Laporan Keuangan Laporan Keuangan llaporan Keuangan 
Perusahaan Perusahaan . Perusahaan 

/ 

I 

/ 

~----, 

I 

Dr. lnvestasi ..... 
IJumal } 

1 t Cc. Peodapatao Hasil Peogelolaao 

I 

Pembagian 
Deviden 

l 
( Deviden 

Tanda Bukti 
Penerimaan 

I 
' 

I 
I 

; 

~ • 
Cetak Tanda Bukti 

Penerimaan 

Tanda Bukti 
Penerimaan 

'---~ 

Kekayaan yang Dipisahkan-LO 

Jurnal: 

Tanda Bukti 
Penerimaan 

Dr. Kas di Kas Daerah 
Cr. Piutang Lainnya 

Dr. Estimasi Perubahan SAL 
Cr. Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan yang Dipisahkan-LRA 

Metode Ekuitas 
Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat 
mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode 
berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 
perusahaan akan mernpengaruhi jurnlah investasi yang dirniliki 
Pemerintah Daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan rnenjumal 
keuntungan dengan rnencatat "Investasi" di debit dan " Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO" di kredit. 

Investasi ............. · ;- --.· c:-- .• ~,.t.\~t;::({'~'-:'".s,/_-,··.',;t~c:~;:#(t~ 
Has11. Peng· efora:art- Kekay'·aaJft5'~'44h#-.Ll),d': · ;,~.t;ic;.-,;l!;\: ;~ii&\ 

, ,' .• - , •c,• ,,,,.=,-. ,.c'!'- ,_-,-_., .•• ,., •• ,f., •' ._. ,, ·· C' 

Pada saat perusahaan rnernbagikan dividen, Fungsi Akuntansi 
PPKD akan rnencatat penerimaan dividen tersebut dengan 
menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Investasi" di kredit. 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA". 

'Elqli~~Jl~~"E; ==== 
.:Hasif Pcif _ 

' . .,, . ---

I Hasil lnvestasi {Khusus lnvestasi Jangka Panjang) 
Metode Nilai Bersih 

I 

/ Perusahaan/Pihak BUD selaku PPKD Fungsi Akuntasi PPKD 
1 

ketiga 

I 

I 
/ Bunga dar0, / Bunga dari 

dana bergulir dana bergulir 
--

Cetak tanda bukti 
penerimaan 

! 
Tanda Bukti 
Penerimaan 

I , 
Tanda bukti Tanda bukti 

- Jurnal: penerimaan penerimaan 
Dr. Kas di Kas Dae rah 

/ 
c,. Pendapatan Bunga Dana Bergulir 

-
Dr. Estimasi Perubahan SAL 

I 

c,. Pendapatan Bunga-LRA 

' 

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal 
pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi 
Akuntansi PPKD akan menjurnal pendapatan tersebut dengan 
mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Bunga -
LO" di kredi t. 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas 
SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA". 

Ekuitas SAL- Estimasi Peru]?aba;1 ~AL; ·, 

Pendapatan Bunga-·LRA _ .. 

, I 

l 
I 

/ 



Pelepasan lnvestasi 

IPelepasan lnvestasi 

Perusahaan/Pihak 
ketiga 

BUD selaku PPKD 

Pelepasan 
lnvestasi 
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Fungsi Akuntasi PPKD 

Dokumen 

Transaksi 

Jangka Pendek Jenis lrwestasi >--~~ 

8 
Jumal: l 
Dr. Kas di Kas Dae rah 
Cr. lnvestasi Jangka Pendek 

Jangka Panjang 

I 
Cr. Pendapatan Bunga-lO 

Dr. Estimasi Perubahan SAL 
c,. Pendapatan Bunga-LRA 

Jurnal . 

~ 
Jlka Surplus: 

Dr. Kas d1 Kas Daerah I 
Cr. hwestasi Jangka Panjang I 
Cr. Surplus Penjualan Asel Nonlancar l · 
Dr. Estimasi Perubahan SAL 
Cr. Penerimaan Pemblayaan 

Jlka Oefisit: 
Or. Kas di Kas Daerah 

l
Dr. Defisit Penjualan Aset Nonlancar 

Cr. lnvestasi Jangka Panjang 

Dr. Estimasi Perubahan SAL 
Cr. Penenmaan Pembiayaan J 

a. Pelepasan Investasi Jangka Pendek 
Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen 
Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 
pelepasan clan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal 
"Kas di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Bunga" dan 
"Investasi Jangka Pendek" di kredit. 

Kas di Kas_ D~ei:afi.--, :: ".·- ".,, ·,:· ::·:~-,,~~~r,:'jMffe~t~-~~~'.7;-:?5;f~,~'Ji,poc•,,''.':'.o<,; 
Pend8.p8.tan Q~nga:-.LO ,•· \T;tJ-Y::\F~'.:''.' -. ,, .' .;,:;ii::xx 
lnvestasi Jangka i>endek;·- :~ · 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 
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Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi 

Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Bunga" di kredit. 

Pendapatan bunga.- LRA._;'' ,;s_;-__ '.':,._ 

b. Pelepasan lnvestasi Jangka Panjang 
Dalam pelepasan investasi jangka panjang, berdasarkan Dokumen 
Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar dari 

nilai perolehan investasi, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal "Kas di 
Kas Daerah" serta "Surplus Penjualan Aset Nonlancar" di kredit dan 
"Investasi Jangka Panjang" di kredit. 

Kas di Kas Daerah 

Surplus Penjualan Aset Norilari.ciu- :. _ · 

Sedangkan jika nilai kas yang diterima lebih kecil dari nilai 
investasi, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi 
dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" dan "Defisit Penjualan Aset 
Nonlancar" di debit dan "lnvestasi Jangka Panjang" di kredit. 

Kas di Kas Daerah XXX 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 
PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan 
penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL -

Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di 

kredit sebesar nilai kas yang diterima. 

D. CONTOH PENJURNALAN 
Perolehan lnvestasi 
1. Pada tanggal 19 Januari 2013, Pemerintah Daerah melakukan 

penyertaan modal kepada BUMD Segar sebesar Rp200.000.000. 

SP2D LS PPKD atas penyertaan modal ini terbit pada tanggal 21 
Januari 2013. 

Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Daerah 

memiliki kepemilikan sebesar 10% pada BUMD Segar. 
2. Pada tanggal 2 Februari 2013, Pemerintah Daerah menempatkan 

dananya sebesar Rp70.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan di 
Bank Ceria dengan tingkat bunga 6%. 
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3. Pada tanggal 15 Maret 2013, Pemerintah Daerah menerbitkan 
peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan 
modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Terang Terus 
senilai Rp300.000.000. Untuk kegiatan ini, Pemerintah Daerah 
membayar biaya broker dan komisi sebesar Rp. 500.000. SP2D LS 
PPKD un tuk penanaman modal ini terbi t pad a tanggal 1 7 Maret 
2013. 

Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Daerah 
memiliki porsi kepemilikan sebesar 25% pada Perusahaan Daerah 
Terang Terus. 
Hasil lnvestasi 
4. Pada tanggal 1 April 2013, Pemerintah Daerah menerima bunga 

deposito dari Bank Ceria. 
5. Pada tanggal 20 April 2013, BUMD Segar mengumumkan 

perolehan laba kuartal I tahun 2011 sebesar Rpl00.000.000. 
Selain itu, diumumkan juga bahwa 25% dari laba tersebut akan 
dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada 
tanggal 22 April 2013. 

6. Pada tanggal 25 April 2013, Perusahaan Daerah Terang Terus 
mengumumkan perolehan laba Perusahaan kuartal I Tahun 2011 
sebesar Rp250.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa bagian 
laba perusahaan sebesar Rpl00.000.000 akan dibagikan sebagai 
dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 30 April 2013. 

Pelepasan Investasi 
7. Pada tanggal 31 Juli 2013, Pemerintah Daerah memutuskan untuk 

mencairkan seluruh depositonya pada Bank Ceria. 
8. Pada tanggal 7 September 2013, Pemerintah Daerah memutuskan 

untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Global yang 
bernilai Rpl00.000.000. Saham tersebut terjual dengan harga 
Rpl 10.000.000 pada tanggal 10 September 2011. 



No. Tanggal Nomor Buktl 

' 21-Jan-13 9/KK/1/13 

' 2-Feb-13 13/KK/11/13 

3 17-Mar-13 15/KK/111/13 

• l-Apr-13 17/KM/IV/13 

s 20-Apr-13 18/BA/IV/13 

22·Apr-13 21/KM/IV/13 

s 2S·Apr-13 22/BA/IV/13 

30·Apr-13 25/KM/IV/13 

' 31-Jul-13 31/KM/VIl/13 

a lO·Sep-13 59/KM/9/13 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
BUKU JURNAL PPKD 

Kode 
Uraian 

Rekening 

1.2.1.01.02 Jnvestasi kpd BUMD 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

7.2.2.02.01 Penyertaan Modal kpd BUMD 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daer ah 

1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daer ah 

7.2.2.02.01 Penyertaan Modal kpd BUMD 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daer ah 

B.1.4.04.01 Pendapatan Bunga Deposito - LO 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.4.04.01 Pendapatan Bunga. Deposito - LRA 

1.1.3.03.01 Piutang Div1den atas Penyertaan Modal pd BUMD 

8.1.3.01.02 Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD - LO 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

1.1.3.03.01 Piutang Dividenatas Penyertaan Modal pd BUMD 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.3.01.02 Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD- LRA 

1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 

8.1.3,01.01 Bagian Labaatas penyertaan modal pd PD 

1.1.3.0301 P1utangDividen alas Penyertaan Modal pd BUMD 

1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

1.1.3.03.01 P,utangDividen atas Penyertaan Modal pd BUMD 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

8.1.3.01.01 Bagian Labaatas penyertaan modal pd PD 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

8.1.4.04.01 Pendapatan Bunga Deposito - LO 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.4.04.01 Pendapatan Bunga. Depos!to - LRA 

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 

B.4.1.01.06 Surplus Pelepasan lnvestasi Jangka 

1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

7.1.3.01.02 Has ii Penjualan Penyertaan Modal pd BUMD 

E. DOKUMEN TERKAIT 

1. Tanda Bukti Pembayaran 
2. Perda Penanaman Modal 
3. Surat Perintah Pembayaran 
4. Surat Perintah Pembayar 
5. Surat Perintah Pencairan Dana 
6. Dokumen Pengumuman Pembagian Deviden 
7. Tanda Bukti Penerimaan 
8. Laporan Keuangan Perusahaan 
9. Dokumen Transaksi 
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Debit Kredlt 

200,000,000 

200,000,000 

200,000,000 

200,000,000 

70,000,000 

70,000,000 

300,500,000 

300,500,000 

300,500,000 

300,500,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

2,500,000 

2,500,000 

2,500,000 

2,500,000 

2,500,000 

2.500.000 

62,500,000 

62.500.000 

25.000.000 

25.000,000 

25,000,000 

25.000,000 

25.000,000 

25,000,000 

70,000,000 

70,000.000 

1.400.000 

1,400.000 

1.400,000 

1.400,000 

110.000.000 

10,000,000 

100,000,000 

110,000,000 

110.000,000 



BAB VII 
AKUNTANSI ASET LAINNYA 

A. KETENTUAN UMUM 
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Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi 
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya 
antara lain: 
1. Tuntutan Ganti Rugi 
2. Kemitraan dengan pihak ketiga 
3. A set lain-lain 

B. PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah : 
1. Kuasa BUD 

2. PPKD 
3. Pengguna Aggaran PD di PPKD 
4. Pengelola Barang PD di PPKD 
5. PPTK PD di PPKD 
6. Kepala Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) PD di PPKD 

C. LANGKAH TEKNIS 
1. Tagihan tuntuan ganti rugi 

a. Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika SKTJM dan 
putusan Pembebanan dan/ atau dokumen yang dipersamak.an 
diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK PD di PPKD 
akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian 
daerah sebagai berikut 

b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, 
atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui 
piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kedepan, PPK 
PD di PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun 
dengan jurnal : 

=~==~~ 

c. Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus 

TGR ini, PPK PD di PPKD akan menjurnal 
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2. Kemitraan dengan pihak ketiga 
a. Berdasarkan dokumen kontrak kemitraan antara pemerintah 

daerah dan pihak ketiga , PPK PD di PPKD akan menjurnal " 
Kemitraan dengan pihak ketiga (sesuai jenisnya)" di debit dan 
"Aset Tetap" di kredit 

b. Hasil dari kerjasama akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari 
Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO". PPK PD di PPKD akan 
menjurnal hasil kerjasama ini setelah menerima Tanda Bukti 

Pembayaran (TBP) dari bendahara penerimaan. Jurnal yang akan 
dibuat yaitu "Kas di kasda di debit dan "Hasil dari Pemanfaatan 
Kekayaan Daerah-LO" di kredit 

c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD di PPKD juga perlu 
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan 

SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL di debit dan 
"Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA" di kredit. 

d. Pada masa perjanjian 

kerjasama/ kemitraan harus 
kerjasama 

dikembalikan 
berakhir, a set 

kepada Pemerin tah 
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, PPK PD di 

PPKD akan menjurnal "Aset Tetap" di debit dan " Kemitraan 
dengan pihak ketiga (sesuai jenisnya)" di kredit 
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3. Aset Lain-lain 
Berdasarkan Surat Perrmohonan yang diajukan oleh Pengguna 

Anggaran/Pengguna barang untuk aset-aset yang sudah rusak dan 
akan dilakukan penghapusan maka PPK PD di PPKD akan 
menjurnal "Aset lain-lain" di debit , "Akumulasi penyusutan" di 

debit dan "Aset Tetap" di kredit 

D. CONTOH JURNAL 
I. Pada tanggal 2 Februari 2015 terbit keputusan pembebanan 

tuntutan ganti rugi oleh bendahara sebesar RpS.000.000 
2. Tanggal 10 Mei 2015 Pemerintah Daerah Suka Rame menenma 

ganti rugi dari Bendahara atas TGR yang keputusannya ditetapkan 

pada bulan Februari 
Berdasarkan transaksi diatas, berikut adalah jurnal yang dibuat oleh 

PPK PD di PPKD 
No Tao I Nomor Bukti Uraian Debit 

I 2-Feb Keputusan pembebanan Tllntut.an Ganti Keru~an Daerah 5,000,000 

tuntlltan ganti rugi oleh Pendanatan Ganti Kerueian Daerah-W 

bendahara 
Ba'"an la near tuntutan 11anti kerueian daerah 5,000,000 

Tuntutan Ganti Kerum 0 n Daerah 

2 10-May TBP Kasdi Kas Da 5,000,000 

Ba man la near tuntutan ..:anti kerum"n daerah 

Estimasi Prubahan SAL 5,000,000 

Pendanatan Ganti Keructan Daerah-LRA 

E. DOKUMEN TERKAIT 

IJJIIIIBl!t, 

Kredit 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Keputusan Pembebanan dan/atau 
Dokumen yang dipersamakan 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Aset Lain-lain 

Sewa 

Kerjasama Pemanfaatan 

Bangun Guna Serah (BOT) 

Bangun Serah Guna {BTO) 

Aset Rusak 

Kontrak/Perjanjian Sewa/ yang 
dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan/Dokumen yang 
dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama
BOT / Dokumen yang dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BTO 
dan BAST /Dokumen yang 

dipersamakan 

Surat Pernnohonan PA/PB 



BAB VIII 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 

A. KETENTUAN UMUM 
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa 
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk 
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan 
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian 
yang dapat diukur dengan andal. 
Akuntansi Kewajiban pada PPKD Kabupaten Lamongan dilakukan oleh 
fungsi Akuntansi PPKD. Sistem dan prosedur Akuntansi Kewajiban ini 
meliputi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang 
merupakan semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 
bulan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan 
dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjangjika: 
I. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan 
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban 

tersebut atas dasar jangka panjang 
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 

pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali 
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan 
keuangan disetujui. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban adalah: 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 
2. Bendahara PPKD 
3. PPKD 
4. KuasaBUD 

5. Pihak Ketiga/Bank dan lain-lain 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Pencatatan be ban level PPKD dapat dilihat dalam flowchart berikut ini: 
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1. Penerimaan Kewajiban 

Penerimaan Kewajiban 

Bank I Bank Kas Daerah PPKD Fungsi Akuntansi 

' 

I ~ "'~""'" ""' i I Pong1nmoo1 

I 
Tronsro, °""" atau Tran•f<lr 

I 

i 
j 

Nola Kredit 
~ t-, 

NOia Ktedil Nola Ktedil 

~ ~ ~ 

I r,,m,, } 

I 

_ Dr.Ka,diKasDoer,h 

' f '· ,-.,,.,,.,, .. "'"''"' 
I 

Dr. E>limosi Perubah•n SAL 
Cr. PonerlmHn Pombiayaan 

I 
I 

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya 
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi 
PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat 
jurnal: 

KaS. di Kas -Daerah ,,c.,_ 
--,.,,). 

Kewajiban Jangka Panjang .;'.,. · · 

Estimasi Perubahan SAL 
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2. Penyelesaian Kewajiban 

Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 

I 

I Pihak ke-3 Bank Kas Oaerah PPKO Fungsi Akuntansi PPKD 

' 

Pelunasan 
Kewajiban Jangka 

Buku Besar 
Panjang 

Kewajiban Jangka 
Panjang 

I~-
$P2D LS PPKD 

SP2D LS PPKD 

l 
~ 

( I 
~ 

Transfer Dana ke l Uang 1· Pihak Ke-3 

Penjumalan I 
; 

' 
Bukti Memorial 

f "'"'' Dr. Kewajiban Jangka Panjang .. 
Cr. Kas di Kas Daerah 

Dr. Pengeluaran Pembiayaan 

L Cr. Estimasi Perubahan SAL 

i 

Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban, Fungsi 
Akuntansi PPKD mencatat jurnal: 

Kewajiban Jangka Panjang ..... XXX 

Kas di, Kas. Daerall ::., XXX. 

Pengeluarari." ~~Piaiaan ~~;:·-.c~-~c: 1J;~4,~1,l%:::¥:/t~~-t~J~>J~;;:·;_;:;<ct;/ -~~: 
Estiijw.si)~~-~~~9Ml»?f1\ /.~?:tr~ i•';J.'Y?:; >~1~;:;'. ~~'::f.b;·.'' . 

t , 
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3. Reklasifikasi Utang 
Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka 
panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, 

bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD 
untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat 
"Kewajiban Jangka Panjang'' di debit dan "Bagian Lancar Utang 
Jangka Panjang'' di kredit dengan jurnal : 

Kewaji_qari .. i!~~~J~s/i~-*~;r:;:,;·:. '' -;; )~:;, ,;_,\(Xi ;/ti'h§Cx.~\N~_:;~ 
Bagi.an Lancar-utang Jaiigka, P~jang , :: '.xxx 

D. CONTOH PENJURNALAN 
Penerimaan Kewajiban 
1. Pada tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Daerah menenma 

pinjaman dari Bank Central senilai Rp250.000.000 dengan tingkat 
bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. 
Pinjaman inijatuh tempo pada 7 Januari 2018. 

2. Pada tanggal 28 Februari 2013, Pemerintah Daerah menerima 
pinjaman dari Pemerintah Pu.sat senilai Rpl00.000.000 dengan 
tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Bunga 
dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret. 

3. Pada tanggal 31 Maret 2013, Pemerintah Daerah menenma 
pmJaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai 
Rpl50.000.000 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan 
setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman 
ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang. 

Pembayaran Bunga Kewajiban 
4. Pada tanggal 1 Oktober 2013, terbit SP2D LS untuk membayar 

bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank. 
Pelunasan Kewajiban 
5. Pemerintah Daerah melunasi pinjamannya kepada Pemerintah 

Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp75.000.000. SP2D 
LS untuk pelunasan kewajiban jangka panjang ini terbit pada 
tanggal 10 November 2013. 

Reklasifikasi Kewajiban 
6. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Daerah melakukan 

reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank 
PQR atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp50.000.000. 

Penyesuaian Bunga 
7. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Daerah mencatat 

penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, 
Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank. 
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Atas transaksi-transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal 

sebagai berikut: 

No, Tanggal 
Kode 

Rekening 

1 
07-Jan-13 1.1.1.01.01 

2.2.1.01.01 

3.1.2.05.01 

7.1.4.01.01 

2 
28-Feb-13 1.1.1.01.01 

2.2.1.04.01 

3.1.2.05.01 

7.1.4.04.01 

3 
31-Mar-13 1.1.1.01.01 

2.2.1.02.01 

3.1.2.05.01 

7.1.4.02.01 

4 
01-0ct-13 9.1.3.01.04 

1.1.1.01.01 

5.1.3.01.04 

3.1.2.05.01 

5 
10-Nov-13 2.2.1.05.01 

1.1.1.01.01 

7.2.3.06.01 

3.1.2.05.01 

6 
31-Dec-13 2.2.1.01.0 l 

2.1.3.01.03 

7 
31-Dec-13 9.1.3.01.03 

2.1.2.04.01 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKU JURNAL PPKD 

Uralan 

Kas di Kas Daerah 

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 

Estimasi Perubahan SAL 

Pinjaman Dalam Negeri dari Bank Central 

Kas di Kas Daerah 

Utang Pemerintah Pusat 

Estimasi Perubahan SAL 

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah 

Pu.sat 

Kas di Kas Daerah 

Utang dari LKBB 

Estimasi Perubahan SAL 

Pinjaman Dalam Negeri dari LKBB 

Beban Sunga Utang Pinjaman kpd LKBB 

Kas di Kas Daerah 

Sunga Utang Pinjaman kpd LKBB 

Estirnasi Perubahan SAL 

Utang Pemerintah Daerah Lainnya 

Kas di Kas Daerah 

Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pmerintah 

Kab/Kota 

Estimasi Perubahan SAL 

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor 
Perbankan - Bank PQR 

Beban Sunga Utang Pinjaman kpd Bank 

Utang Sunga kpd Bank 

Halaman: 

Debit 

250.000.000 

250.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

30.000.000 

Kredit 

250.000.000 

250.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

150.000.000 

9.000.000 

9.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

50.000.000 



No. Tanggal Kode 

31-Dec-13 9.1.3.01.01 

2.1.2.01.01 

31-Dec-13 9.1.3.01.04 

2.1.2.04.02 

PEMERINTAH DAERAH 
BUKU JURNAL pPKD 

Uraian 

Behan Bunga Utang Pinjaman kpd Pemerintah 

Pusat 

Utang Sunga kpd Pemerintah Pusat 

Beban Sunga Utang Pinjaman kpd LKBB 

Utang Sunga kpd LKBB 

E. DOKUMEN TERKAIT 

1. Nota Kredit 
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
3. Perjanjian Pinjaman 
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Halaman: 

Debit Kredit 

30.000.000 

8.333.333 

8.333.333 

4.500.000 

4.500.000 
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BABIX 
JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA BALDO 

A. JURNAL 
Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang 
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi 
PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. 
Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut : 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKU JURNAL PPKD 

Halaman: 

Tgl 
Nomor 

Kode Rekening Uraian Debit Kredit 
Bukti 

1 2 3 

Cara pengisian : 

4 6 

Fungsi Akuntansi PPKD 

(nama lengkap) 
NIP. 

1. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat 
dalam bukti transaksi. 

2. Nomor Bukti diisi dengan nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, 
kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya. 

3. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari 
kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 
Misalnya kode rekening untuk belanja subsidi adalah : 

1.20.1.20.00.00.00.5.l .3.0l .0l ➔ 
1.20 Kode urusan 

1.20.00 Kode organisasi 
00.00 Kode Program & Kegiatan 

5.1.3.01.01 Rincian obyek belanja 

4. Uraian diisi dengan dengan uraian kode rekening, misalnya "Belanja 
Subsidi''. 

5. Debit diisi dengan jumlah rupiah yang dijumal di debit. 
6. Kredit diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 

7 
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B. BUKU BESAR 
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Bagian Verifikasi dan 
Akuntansi mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta 
jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. 
Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Setelah transaksi dicatat kedalam jurnal, tahap selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi 
Akuntansi PPKD mem-postingatau memindahkan setiap akun beserta 
jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. 

Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

KODE REKENING 

NAMA REKENlNG 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

TaD.ggal 

I 

Cara pengisian: 

Uraian 

2 

PEMERINTAH DAERAH 
BUKU BESAR PPKD 

Ref. 

3 

,}f~.\~t;f/ _; 
\. ,_.-4:e: J·_ . 

. ·· tKie·cllti-.,.-?'. _k_ •. L_•_,~~.:.~t_:~_:~_~_.·· .·-•~----~~Ji,; __ ~.-,.·.'·._•· 
. -~ ,, c-,'"JS'[i."1"' · -""·''" - -~,~-~'<'$'e1,..TC 

~ ·:;,, _-.,;-.5·: ,:·'";"--, 

Fungsi Akuntansi PPKD 

NIP. 

1. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari 
kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 

Misalnya 
1.20.1.20.00.00.00.5.1.2.03.01 --4-

1.07 Kode urusan 

1.07.01 Kode organisasi 

01.02 Kode Program & Kegiatan 

5.1.2.03.01 Rincian obyek belanja 

2. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya. 
3. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam DPA PPKD. Untuk aset, kewajiban, dan 
ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. 

4. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai 
dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan PPKD. Untuk 
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aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD ini 

dapat dikosongkan. 
5. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat 

dalam jurnal yang bersangkutan. 
6. Uraian diisi dengan dengan penjelasan seperlunya terkait dengan 

jurnal yang diposting. 
7. Ref diisi dengan referensi, a tau dari buku jurnal halarnan berapa 

jurnal yang diposting terse but. 
8. Debit diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jumal 

kolom debit. 
9. Kredit diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. 
10. Saldo diisi dengan saldo akumulasi. 
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Berikut akan diberikan contoh posting untuk salah satu jurnal, yaitu 

jurnal be ban : 

117 Mei 
4

_1_.2_0_. 1_._,o_._o_o_.•_.1_A_._03.01 _ 60.000.000 

60.000.000 , 1.20.1.20.00.l.Ll.01.0l KasdiKasDaerah 
l ---- ,.L___ --- ·---- - . - --·------------~----~----~ 

PD 
KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

Tanggal Uraian 

1 2 
17 Mei Pembayaran hibah 

PD 
KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APBD 

Tanggal Ur&ian 

1 2 

17 Mei Pembayaran hibah 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKUBESAR 

: PPKD 

: 1.20.1.20.00.9.1.4.03.0l 

: Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa 

: Rp. 60.000.000 

JU hal. 2* 60.000.000 

PEMERINTAH DAERAH 

BUKUBESAR 

: PPKD 

: 1.20.1.20.00.1.1.1.01.01 

: Kas di Kas Daerah 

Ref 

JU ha!. 2* 60.000.000 

""'' .. -,,-

,'./~tJ,t~¼.Z~ i 

60.000.000 
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C. NERACA BALDO 
Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan 
laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo. 
Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening 
beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Kode Rekening 

Cara pengisian: 

PEMERINTAH DAERAH 

NERACA SALDO PPKD 
PER TANGGAL ........ . 

Halaman ... 

JUmlah 

............ , tanggal. ..... 
Fungsi Akuntansi PPKD 

(nama lengkap) 
NIP. 

1. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 
2. Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap buku besar. 
3. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya. 
4. Debit diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

debit. 
5. Kredit diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

kredit. 

Contoh penyusunan Neraca Saldo : 
Misalnya Kabupaten ABC memiliki beberapa buku besar, salah satunya 
adalah Buku besar RK Dinas Pendidikan 



KoRek: 

Nama 

SA 

05-Jan 

05-Feb 

OS-Mar 

06-Apr 

18-Apr 

05-Mei 

04-Jun 

05-Jul 

05-Agust 

OS-Sep 

07-Sep 

05-Okt 

05-Nop 

04-Des 

PEMERINTAH DAERAH 
BUKU BESAR PPKD 

1.20.1.20.00.1.1.11.01.01 

RK Dinas Pendidikan 

Gaji dan Tunjangan Januari 

UP 

Gaji dan Tunjangan Februari 

Gaji dan Tunjangan Maret 

Gaji dan Tunjangan April 

GU 

Gaji dan Tunjangan Mei 

Gaji dan Tunjangan Juni 

Gaji clan Tunjangan Juli 

Gaji dan Tunjangan Agustus 

Gaji dan Tunjangan September 

GU 

Gaji dan Tunjangan Oktober 

Gaji dan Tunjangan November 

Gaji clan Tunjangan Desember 

31-Des Baldo 
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0 

16.000.000 

30.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

22.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

25.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

16.000.000 

Saldo akhir (tanggal 31 Desember 2014) rekening RK Dinas Pendidikan 
sebesar Rp269.000.000 tersebut dicatat di neraca saldo pada baris 
rekening RK Dinas Pendidikan di kolom debit. 



No 
Kode 

Rek. 

1 1.1.01 

2 1.2.01 

3 1.3.01 

4 1.4.01 

5 1.4.02 

6 1.5.01 

7 1.5.02 

8 1.10.01 

-9,:: s-1~10:02, 

10 2.1.01 

11 2.2.01 

12 2.4.01 

13 3.1.01 

14 3.2.01 

15 4.2.01 

16 5.1.13 

20 7.1.01 

21 7.2.01 

17 8.1.01 

18 8.2.01 

19 9.2.13 

ToW 
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PPKD KABUPATEN LAMONGAN 

Neraca Saldo setelah disesuaikan per 31 Desember 2014 

Uraian 

Kas di Kas Daerah 

Estimasi Pendapatan 

Estimasi Penerimaan Pembiayaan 

Piutang DAU 

Piutang Bagi Hasil PPh 21 

Investasi Jangka Pendek 

lnvestasi Jangka Panjang 

RK Dinas Perhubungan 

RK Oina~tPe11:4_id}_~fii~~,~1~:,~fi,<ff'.~l 
Apropriasi Belanja 

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 

Kewajiban Jangka Panjang 

Ekuitas 

Estimasi Perubahan SAL 

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 

Belanja Hibah 

Pengeluaran Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan 

Pendapatan DAU - LO 

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-10 

Beban Hibah 

. . 

5.298.000.000 

75.000.000.000 

10.000.000.000 

so.000.000.000 

2.000.000.000 

300.000.000 

2.070.000.000 

73.000.000 

., -·r·"269 ·oQQ'(ldd' ~{"t~tco• .'.,·o.,~•-'_,,.., _/j fi~~t;~_tf':j;-~lfi;-'.. . 

77.500.000.000 

7 .500.000,000 

3.000.000.000 

4.070.000.000 

1.640.000.000 

1.000.000.000 

60.000.000 

2.300.000.000 

3.000.000.000 

50.000.000.000 

3.000.000.000 

60.000.000 

149.070.000.000 149.070.000.000 

............ , tanggal. .......... . 
Fungsi Akuntansi PPKD 

{nama lengkap) 
NIP. 
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BABX 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 

A. KETENTUAN UMUM 
Laporan Keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dihasilkan 
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi 
Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan menjadi 

dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 7 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

3. Neraca 
4. Laporan Operasional (LO) 
5. Laporan Arus Kas (LAK) 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
7. Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan 

PPKD: 

Menyiapkan kertas 
kerja 

Membuat laporan 
Perubahan SAL 

Membuat Laporan 
Perbahan Ekuitas 

mengisi Neraca 
Saldosblm 

Penyesuaian 

Penyusunan 
Neraca, membuat 

jumal penutup 
akhlr dan NS akhir 

Membuat Laporan 
AN5Ka5 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 

Jurnal Penyesuaian 

Penyusunan LO, 
membuatjurna1 

penutup LO dan NS 
stlh penutupan LO 

Membuat Catatan 
atas Laporan 

Keuangan 

Neraca Saldo 
Setelah 

Penyesua1an 

Penyusunan LRA, 
membuat jurnal 
penutup LRA dan 

NS stlh penutupan 
LRA 

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai 

berikut: 

• Membuat laporan keuangan PPKD 
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2. PPKD 
Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas : 

• Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum melakukan 
proses konsolidasi dengan laporan keuangan PD 

• Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Langkah 1 (Penyiapan Kertas Kerfa) 
Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 6 lajur 
sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kerta kerja adalah 

alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan 
Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempennudah proses 

pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. 
Format dokumen kertas kerja (worksheet) 
Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang 
berkembang. Conteh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan 
informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan 
berikutnya. 

Kode Neraca Saldo 
Penyesuaian 

NS Setelab 
Rekening 

Uraian 
(NS) Penyesuaian 

D K D K D D 

Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo) 
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku 
besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut 
diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja. 
Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut: 
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llustrasl Kertas Kerja PPKD Setelah Neraca Saldo 

No. Ucaiao 

1 Kas di Kas Daerah 5,298,000,000 

2 Estimasi Pcndapatan 75,000,000,000 

3 Estim.1.si Penerimaan PL'mbiayaa 10,000,000,000 

4 l'iutang D_·\U so,000,000,000 

5 Piutang Bagi Hasil PPh 21 2,000,000,000 

6 lnvcstasi Jangka Pcndck 300,000,000 

7 lnvestasi Jangka Panjang 2,070,000,000 

8 RK SKPD ,-\ 73,000,000 

9 RK SKPJ) B 269,000,000 

10 Apropriasi Bdanja 77,500,000,000 

11 ;\propriasi l'enb>eluaran Pembiaya:in 7,500,000,000 

12 U tang Bung.i 

13 KcwajibanJangka Panjang 3,000,000,000 

14 Ekuitas 4,070,000,000 

15 Estimasi l'crubahan S..\L 1,640,000,000 

16 Pendapatan Bagi Basil PPh 21-1,IL \ 1,000,000,000 

17 Hclanja I !ibah 60,000,000 

18 Pencnmaan Pcmbiayaan 3,000,000,000 

19 Pcngcluaran Pcrnbiayaan 2,300,000,000 

20 Pcndaparnn Bagi I Iasil PPh 21-J.O 3,000,000,000 

21 Pendapatan DAU - LO 50,000,000,000 

22 Beban Bunb>a 

23 Bcban Hibah 60,000,000 

TOTAL 149,070,000,000 149,070,000,000 
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Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian) 
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat 
dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun 

tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. 
Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang 
terdapat pada Kertas Kerja. 
Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: 

0 Koreksi kesalahan 
0 Pencatatan jurnal yang belum dilakukan 
0 Pemindahbukuan 
0 Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun 

Conteh jurnal penyesuaian adalah: 
Pengakuan Utang 

Bunga 
Behan Bunga 

Utang Bunga 

Berikut contoh proses di atas. 

XXX 

XXX 

Pada tanggal 1 Januari 2011 Pemerintah Daerah memiliki utang bank 
senilai 120 Juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Atas 
obligasi tersebut Pemerintah Daerah hams membayar bunga sebesar 10% 
per tahun yang dibayar tiap tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Desember, 
Basis Akrual sudah mengakui adanya beban bunga atas bunga obligasi 
dari bulan Januari hingga Desember. Oleh karena itu, PPKD harus 
membuat jurnal penyesuaian dengan mencatat "Be ban bunga" di sisi debit 
dan "Utang bunga" di sisi kredit. 

1.20.1.20.00. Beban Bunga 1,200.000 
1.20.1.20.00. Utang Bunga 1.200.000 

Langkah 4 (Neraca Saulo Setelah Penyesuaian) 
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo 
berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang 
telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 
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llustrasi Kertas Kerja PPKD Setelah Penyesuaian 

K, ----· ---~1- -K, s lah P, ------ - --- -- p, ... ----------.h Kah . ---- L arnotu!an 
f< -.11-,: ;;:,,";;:;\\ Ns PP19:f{;t/-:,;,::<: ,,,,, Jurnal Penyesuaian : ✓ .-N5jy'~'~telii:h,Pen _e 'Mlan'm1\Jti' 

No. Urnian 
_,., ... _ .. ~~, ,, Y.~ ., .. 

. 
.De~et - > m~xt~'dit '':-:·.;: 'M~~/<'"'"P· , 'Kt,w-•~0

- -"'·tw.'iJi'i Debet Kredit . .• _e_t-.1),::11_;:· _. -~~-t-:<V.d,J 

1 Kas di Kai Da.,rah 5,298,000,000 5,298,000,000 

2 Est1rnasi I'cndapatan 75,000,000,000 75,000,000,000 

' F.stimasi l'cncrirna:rn l'cmbiayaan 10,000,000,000 10,000,000,000 

4 Pmtang D.'\U 50,000,000,000 50,000,000,000 

5 Piutang Hagi I lasil !'Ph 21 2,000,000,000 2,000,000,000 

6 Invcstasi Jangka Pcndek 300,000,000 300,000,000 

7 lnvcstasi Jangka l'anjang 2,070,000,000 2,070,000,000 

8 RK SKI'D/\ 73,000,000 73,000,000 

9 RKSKPD B 269,000,000 269,000,000 

10 Apropriasi Belanja 77,500,000,000 77,500,000,000 

11 Apropriasi Pcnw,luaran Pembiayaan 7 ,500,000,000 7,500,000,000 

12 Utani;>; Hunga 1,200,000 1,200,000 

13 Kcwajiban Jangka Panjang 3,000,000,000 3,000,000,000 

14 Ekuita.s 4,070,000,000 4,070,000,000 

15 Estimas1 Perubah:,,n SAL 1,640,000,000 1,640,000,000 

16 Pcndapatan Bagi I last! Pl'h 21-LRA t,000,000,000 1,000,000,000 

17 Belanja H1bah 60,000,000 60,000,000 

18 Penerimaan l'cmbiayaan 3,000,000,000 3,000,000,000 

19 Pcngeluaran l'cmb,ayaan 2,300,000,000 2,300,000,000 

20 Pcndapatan Bagi Hasil Pl'h 21-LO 3,000,000,000 3,000,000,000 

21 Pen<lapatan DAU - LO so,000,000,000 so,000,000,000 

22 Behan Bunga 1,200,000 1,200,000 

" Beban Hibah 60,000,000 60,000,000 

TOTAL 149,070,000,000 149,070,000,000 1,200,000 1,200,000 149,071,200,000 149,071,200,000 
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Langkah 5 /Membuat LRA, membuat furnal penutup LRA, dan Neraca 
Baldo setelah Penutupan LRAJ 

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi 
PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen 
Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, 6 dan 7) 
dan kemudian membuat "Laporan Realisasi Anggaran". 
Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi Anggaran" 
dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom 
(tidak balance). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai " SILPA 
tahun berjalan". Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih 
kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom de bit clan 

kredit. 
Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga 
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip 
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal 

penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut : 
a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di 

awal tahun anggaran 
Apropriasi Belanja 

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 
.;:;7Eatfi:iiaS-~J:-1.\T,-.:; .. ---.:'.'t_C:,;;>~,,Pe -• 
_:;~t ,J/~i,-: ~:;_:: ~{:~iJ~,~:;{t,~1" . : 

Estimasi Pendapatan 

Estimasi Penerimaan Pembiayaan 

atau 

Apropriasi Belanja 
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 

Estimasi Penerimaan Pembiayaan 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun 
surplus/ defisit - LRA 

Pendapatan - LRA XXX 

Penerimaan Pembiayaan XXX 

Belanja 

XXX 

Pengeluaran Pembiayaan 
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atau 

Pendapatan - LRA XXX 

Penerimaan Pembiayaan XXX 

Belanja 
XXX 

Pengeluaran Pembiayaan 
XXX 

c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/ defisit - LRA pada 
akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi. 

Surplus - LRA 
Estimasi Perubahan SAL 

Estimasi 
XXX 

Defisit - LRA 

atau 
Perubahan 

XXX 

XXX 

SAL 

XXX 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD 
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 
Dari contoh di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh LRA, 
jurnal penutupan LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Laporan Realisasi Anggaran PPKD 

Untuk Pedode yang berakhir 31 Desember 2014 

URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 1,000,000,000 

J umlah Pendapatan Asli Dae rah 
--

· l;OOb-000~000 - ---

JUMLAH PENDAPATAN 
.• <: ,_ \t-,.,,;t~ooo~ooo.000z --.sp.. 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Belanja Hibah 60,000~ 
Jumlah Belanja Operasi ~ ~t tf\~:-,z®IDJlf; ·;; 

JUMLAH BELANJA - _:_,~ .60:ooo;oo(t 

SURPLUS/DEFISIT ----- -•---~ .. ---. ~w.to' _. -~ooo-.-:-x.:.,s:-:<.' ,000.i _; 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Pinjaman Dalarn Negeri - Lembaga Keuangan Bank 3,000,000,000 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 'i:: .:t' f,° -<; • _,,1,,- >1'j_ooitiioo'iioil> -- - . ,, ' ., ', __ ' ... 

PENGELUARAN PEMBlAYAAN 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2,300,000,000 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ~kf*fff\'if\~i~~~t _;,;~2;300~000~0®? 

PEMBIAYAAN NETO .: ,... -- _ ~ .. ifi.Q:¥;]itf~ ., O· -· , . -tit.~'.S$.·""1"··.0~ 

Sisa Lebih Pembiavaan Aru>varan (SiLPA) - ;•;;,· - ,,,,t>c< ,4;6lif;OOOliffil!il .. ,,_ -,- .. - ,. , .. ·-- ,-.~ ' 

J urna1 Penutup LRA 

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 1,000,000,000 

Apropriasi Belanja 77,500,000,000 

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 7,500,000,000 

Penerimaan Pembiayaan 3,000,000,000 

Belanja Hibah 60,000,000 

Estimasi Pendapatan 75,000,000,000 

Estitnasi Penerimaan Pendapatan 10,000,000,000 

Pengeluaran Pembiayaan 2,300,000,000 

Estiamsi Perubahan SAL 1,640,000,000 
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1 Kas di Kas Daerah 5.298.000.000 

2 Piutang DAU 50.000.000.000 

3 Piutang Bagi Hasil PPh 21 2.000.000.000 

6 lnvestasi Jangka Pendek 300.000.000 

7 lnvestasi Jangka Panjang 2.070.000.000 

4 RK Dinas Perhubungan 73.000.000 

' RK Dinas Pendidikan 269.000.000 

8 UtangBunga 1.200.000 

9 KewaJibanJangka Panjang 3.000.000.000 

10 Ekuitas 4.070.000.000 

11 SiLPA 

13 Pendapatan DAU - LO 50.000.000.000 

12 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 3.000.000.000 

14 Behan Bunga 1.200.000 

15 Behan Hibah 60.000.000 

TOTAL 60.071.200.000 60.071.200.000 

Langkah6 /Membuat LO, furnal penutup LO dan Neraca Baldo 

setelah Penutupan LO/ 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi 
PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen 

Laporan Operasional (kode rekening yang berawalan 8 dan 9) untuk 

kemudian membuat Laporan Operasional. 
Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga 
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip 
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. 

Penutupan 
LO 

Pendapatan, ____ · LO 
Pendapatan - LO 

Surplus (Defisit) - LO 
Behan ____ _ 

Beban 

XXX 

XXX 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD 
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. 
Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LO di atas, pada halaman 
berikutnya akan disajikan contoh LO, jurnal penutupan LO dan Neraca 

Saldo setelah Penutupan LO. 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
Laporan Operasional PPKD 

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014 

URAIAN 
KEGIATAN OPERASIONAL 
PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASL! DAERAH 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

PENDAPATAN TRANSFER 
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 

Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana Alokasi Umum 

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 

JUMLAH PENDAPATAN 

BEBAN 
Beban Bunga 
Beban Hibah 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS (DEFIS! - LO 

Jurnal Penutup LO 

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 3,000,000,000 

Pendapatan DAU - LO 50,000,000,000 
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2014 

3,000,000,000 

so,000,000,000 
"",'%-··=, 

1,200,000 

Surplus (Defisit) - LO 52,938,800,000 

Behan Bunga 1,200,000 

Behan Hibah 60,000,000 
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~-------~-- -~- -- - ------- -- --~ 
~~~Ti: }x&:: ,__ --" ~- _ _ _, --

-
1 Kas di Kas Daerah 5.298.000.000 

2 PiutangDAU 50.000.000.000 

3 Piutang Bagi Hasil PPh 21 2.000.000.000 

4 Investasi J angka Pendek 300.000.000 

5 InvestasiJangka Panjang 2.070.000.000 

6 RK Dinas Perhubungan 73.000.000 

7 RK Dinas Pendidikan 269.000.000 

8 UtangBunga 1.200.000 

9 Kewajiban Jangka Panjang 3.000.000.000 

10 Surplus (Defisit) -LO 52.938.800.000 

11 Ekuitas 4.070.000.000 

TOTAL 60.010.000.000 60.010.000.000 

Langkah 7 /Membuat Neraca, furnal penutup akhir, dan Neraca 
Saldo Akhir) 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat 
jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun 
Ekuitas. 

Penutu.P.an-·.khit. 
Surplus (Defisit) - LO 

Ekuitas 

XXX 

XXX 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi 
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi 
Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. 

Dari contoh di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh 
Neraca, jurnal penutupan akhir dan Neraca Saldo Akhir. 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
NeracaPPKD 

Per 31 Desember 2014 

URAIAN 

ASET 
ASETLANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Bagi Hasil PPh 21 

Piutang DAU 

J umlah Aset Lancar 

INVESTASIJANGKA PANJANG 
lnvestasi N onpermanen 

Jumlah Investasi Nonpermanen 

lnvestaSl Pennanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

RK Dmas Perhubungan 

RK Dinas Pendidikan 

J umlah Investasi Permanen 

J umlah lnvestasi J angka Panjang 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 

J umlah Dana Cadangan 

ASET LAINNYA 

J umlah Aset Lainnya 

JUMLAHASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANG KA PENDEK 

Utang Bunga 

J umlah Kewajiban J angka Pendek 

KEWAJIBAN JANG KA PANJANG 
U tang Dalam N egeri - Sektor Per bank.an 

J umlah Kewajiban J angka Panjang 
JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS DANA 
JUMLAH EKUITAS 

UMLAH KEWA !BAN DAN EKUITAS DAN 

J umal Penutup Akhir 

Surplus (Defisit) - LO 52,938,800,000 

Ekuitas 

wnlah 

5,298,000,000 

300,000,000 

2,000,000,000 

50,000,000,000 

2,070,000,000 

73,000,000 

269,000,000 

1,200,000 

52,938,800,000 
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~--------~ ___________ sJ 

1 Kas di Kas Daerah 5.298.000.000 

2 PiutangDAU 50.000.000.000 

3 Piutang Bagi Hasil PPh 21 2.000.000.000 

4 lnvestasi Jangka Pendek 300.000.000 

5 lnvestasi Jangka Panjang 2.070.000.000 

6 RK Dinas Perhubungan 73.000.000 

7 RK Dinas Pendidikan 269.000.000 

8 UtangBunga 1.200.000 

9 KewajibanJangka Panjang 3.000.000.000 

10 Ekuitas 57.008.800.000 

TOTAL 60.010.000.000 60.010.000.000 

Lanqkah 8 (Membuat Laporan Perubahan Ekuttas} 

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan 
Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas 
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional 
yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut merupakan contoh 
format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD. 
Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD. 

EKUITASAWAL 

SURPLUS (DEF!S11) - LO 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
Laporan Perubahan Ekuitas PPKD 

Untuk Periode yang berakhir 31Januari 2014 

URAIAN 

DAMPAK KUMULATIF PERUBMIAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MEND ASAR 

KOREKST NILA! PERSED!AAN 

SELJSIH REVALUAST .,SET 1ETAP 

LAIN-LAIN 

EKUITAS AKHIR 

TUMLAH 
4,070,000,000 

52,938,800,000 

0 

0 

0 

', , /,iS7;!!()1j;S~Q 



73 

Langkah 9 (Membuat CaLK} 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang 
diungkapkan di dalam CaLK antara lain: 
• Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

• Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

• Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

• Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

• Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 
muka laporan keuangan; 

• Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan; dan 

• Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
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II 
catatan Atas Laporan Keuanpri PPKD 

PEMERINTAH DAERAH 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PPKD 
PENDAHULUAN 

Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD 

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD 

2.1 Ekonomi makro 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 lndikator pencapaian target kinerja APBD 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD 

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam 

SAP pada PPKD 
Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD 

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD 

5.1. l Pendapatan - LRA 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Transfer 

5.1.4 Pembiayaan 

5.1.5 Pendapatan - LO 

5.1.6 Beban 

5.1.7 Aset 

5.1.8 Kewajiban 

5.1.9 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul sehubungan 
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan 
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas 

pelaporan yang menggunakan basis akrual pada PPKD. 

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan PPKD 

Penutup 

II 



Surat Pertanyaan Tangguna, Jaw~ 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
PPKD 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran .............. sebagaimana terlampir adalah merupakan 
tanggungjawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang 
memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran clan posisi keuangan 
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

PPKD 

~............... ·····························••I 
NIP. 

i"UeATI [GA< t 
v--FADELI 



~ Surat Pertanyaan.TannuritJaW'ab JI 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
PPKD 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran .............. sebagaimana terlampir adalah merupakan 
tanggungjawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang 
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

!! ! 
;: ,~·~\ 
\•' 

PPKD 

( ................................................... ) 
NIP. 



Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor ')O Tahun 2016 
Tanggal 19 D'<cmbtr 2016 

PENDAHULUAN 

A. PD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI 
Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap 

unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi 
yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut 
secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. 
Pada tahap berikutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan 
kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan menjadi 

Laporan Keuangan Konsolidasian. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

dinyatakan bahwa Kepala PD selaku pengguna anggaran 
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang 
dan ekuitas, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan 
akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan pencatatan atas 
transaksi keuangan di lingkungan PD dan penyiapan laporan 
keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang 

dikelolanya. 
Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi ini dapat berupa 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, atau 
unit pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam 
peraturan daerah tentang struktur organisasi. 

B. SIKLUS AKUNTANSI PD 
Kegiatan akuntansi pada PD dimulai dengan mengidentifikasi 

transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku 
besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun la po ran keuangan. 
Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : 

-
Identifikasi transaksi adalah proses meneliti kejadian atau 

peristiwa mana saja kejadian yang memiliki dampak pada posisi 
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keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa pendapatan-LO atau 
pendapatan-LRA, beban atau belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. 
Transaksi tersebut harus dipastikan memiliki dokumen sumber yang 
jelas dan spesifik sebagai dasar pencatatan di tahap berikutnya. 

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi secara 
kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal. Pencatatan 
tersebut harus berdasarkan dokumen sumber yang didapat oleh PPK 
PD dari pihak yang terkait. Penjurnalan menjadi fase yang sangat 
penting dan krusial karena pada tahap ini ditentukan posisi Debit 

atau Kredit atas setiap akun yang terlibat. 
Penjurnalan yang dilakukan merepresentasikan basis 

akuntansi yang digunakan. Seperti diketahui, berdasarkan PP 71 
tahun 2010 entitas akuntansi akan mencatat jurnal dengan basis 

akrual. Namun, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, 
dibuat pula jurnal-jurnal berbasis kas untuk transaksi-transaksi 
pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penjurnalan pun akan 
dilakukan dua kali untuk setiap transaksi, yakni penjurnalan dengan 
basis akrual dan dengan basis kas. 

Di tahap selanjutnya, PPK PD melakukan posting. Proses 
tersebut bertujuan untuk melakukan update pada buku besar secara 
periodik dengan cara menyalin informasi transaksi dalam buku jurnal 
ke buku besar. Transaksi yang sebelumnya dicatat secara kronologis 
dalam buku jurnal disalin ke dalam format buku besar yang sudah 
terpilah-pilah berdasarkan akun atau kode rekeningnya. Jadi, setiap 
akun atau kode rekening memiliki satu buku besar tersendiri. 

Selanjutnya, PPK PD menyusun Neraca Saldo di akhir periode 
tertentu. Neraca Saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan 
saldo akhir dari setiap buku besar. Neraca Saldo disusun sebagai 

dasar pembuatan Laporan Keuangan. 
Berdasarkan Bagan 1, kita dapat melihat bahwa ada 3 laporan 

keuangan yang bisa langsung disusun dari Neraca Saldo, yakni 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. Selain 
ketiga laporan keuangan tersebut, PPK PD juga menyusun 2 laporan 
keuangan lainnya, yakni Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan yang merupakan turunan dari tiga laporan 

keuangan sebelumnya. 



BAB II 
PENCATATAN ANGGARAN 

A. KETENTUAN UMUM 
Persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dengan 
melakukan pencatatan anggaran PD. Pada tahap ini dilakukan 
pencatatan terhadap anggaran yang nantinya akan membentuk 
estimasi perubahan SAL. Akun estimasi perubahan SAL merupakan 
akun perantara untuk mencatat transaksi realisasi anggaran. Estimasi 
perubahan SAL merupakan penghubung antara akun anggaran dan 
realisasinya. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak yang terlibat dalam pencatatan anggaran PD adalah : 
I. Pengguna Anggaran PD 
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-PD) 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan 
oleh PPK PD Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencatatan 
anggaran. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih 
dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait 
beserta aliran dokumennya. 



iAnggaran 

PPKD 
' C----- ---

' 

I • 

I 

Rancangan DPA 
SKPD 

Pengesah;rn -----i 

Rancangan DPA 
SKPD dengan 
persetujuan 

Sekret<1ris Daerah 

7 
DPA SKPD I 

,--~ 

PenggunaAnggaran 

Membuat 
Rancangan DPA 

SKPD 

Rancangan DPA 
SKPD 

PPKSKPD 

Jurnal: 
Dr Estimas1 Pendapatan 
Dr Estimasl Perubahan SAL 
Cr Apropiasi Belanja 
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Ketika anggaran sudah ditetapkan, berdasarkan dokumen Pelaksana 
Anggaran PD (DPA-SKSP), PPK-PD Kabupaten Lamongan melakukan 
penjurnalan atas anggaran tersebut dengan mencatat akun Estimasi 
Pendapatan dan Estimasi Penerimaan Pembiayaan di sisi debit sebesar 
nilai anggarannya, akun Apropriasi Belanja dan Apropriasi 
Pengeluaran Pembiayaan di sisi kredit sebesar nilai anggarannya, dan 
akun Estimasi Perubahan SAL pencatatannya akan menjadi 
penyeimbang sisi debit atau sisi kredit. Apabila anggaran surplus, 
maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun, 
apabila anggaran defisit, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat 
di sisi debit. Tabel berikut menunjukkan saldo normal akun-akun 

yang digunakan dalam pencatatan anggaran. 

Akun lieblt·· Kredlt 
Estimasi Pendapatan v 
Estimasi Penerimaan Pembiayaan v 
Apropriasi Belanja v 
Apropriasi Pen2eluaran Pembiayaan v 
Estimasi Perubahan SAL menyesuaikan 

Pendanatan-LRA v 
Penerimaan Pembiayaan v 
Belanja v 
Pengeluaran Pembiayaan v 
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D. CONTOH PENJURNALAN 
1. PD menganggarkan pendapatannya sebesar Rp600.000.000 dan 

menganggarkan belanjanya sebesar Rp800.000.000 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
BUKU JURNALSKPD 

1 Ol-Jan-13 
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 200.000.000 

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 800.000.000 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Rancangan DPA PD 

2. DPA PD 
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AKUNTANSIPENDAPATAN 

A. KETENTUAN UMUM 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah menjadikan pencatatan pendapatan dibagi menjadi dua yaitu 

pendapatan-LO dan pendapatan-LRA 
Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pendapatan

LO sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak 

perlu dibayar kembali. 
Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik 
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, 
asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan 
bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan 
dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan 
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, 
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan 
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Pencatatan akuntansi ini melekat pada siklus pendapatan 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan sifatnya, pendapatan Pemerintah 

Daerah dapat dikelompokkan kedalam 6 (enam) kategori. 
Kategori pertama adalah Pendapatan Pajak Tipe A yang 

merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk 
kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. 
Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak 
tipe A ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Batik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan. 

Kategori kedua adalah Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini 
merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan 
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan 
perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap 
nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih 
bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan 
pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah 
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak air bawah 
tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral 
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bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 
Kategori ketiga adalah Pendapatan Pajak Tipe C. Tipe ini 

merupakan kelompok pendapatan pajak yang pembayarannya 
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
selama beberapa periode ke depan. Conteh pendapatan dari 
pendapatan pajak tipe Cini adalah Pajak Kendaraan Bermotor. 

Kategori keempat adalah Pendapatan Pajak Tipe D. Pajak tipe 
ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan 
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama 
beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan 
terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau 
lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Contoh 
pendapatan daerah yang termasuk kedalam kelompok pendapatan 
pajak tipe D adalah pajak reklame. 

Kategori kelima adalah Pendapatan Retribusi Tipe A. Untuk 
pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi 
kewajiban di periode berjalan. Conteh pendapatan retribusi tipe A 
adalah retribusi jasa umum. 

Kategori keenam adalah Pendapatan Retribusi Tipe B. 
Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR 
terbit. Conteh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha 
dan retribusi perizinan tertentu. 

Sedangkan Pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua 
penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah 
Saldo Anggaran Le bih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah. Pencatatan Pendapatan-LRA ini merupakan 
realisasi dari anggaran pendapatan. 

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan
LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO 
akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, 
sedangkan pendapatan-LRA akan dimunculkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sehingga, pendapatan-LRA 
dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima oleh PD. 

Sama dengan Pendapatan-LO, pendapatan-LRA juga dapat 
dkelompokkan kedalam 6 (enam) kategori, yaitu 
1. Pendapatan Pajak Tipe A (Pendapatan Pajak Official Assessment) 
2. Pendapatan Pajak Tipe B (Pendapatan Pajak Self Assessment) 
3. Pendapatan Pajak Tipe C (Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 

Official Assessment) 
4. Pendapatan Pajak Tipe D (Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Self 

Assessment) 
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5. Pendapatan Retribusi Tipe A (Pendapatan Restribusi Official 

Assessment) 

6, Pendapatan Retribusi Tipe B ((Pendapatan Restribusi Self 

Assessment) 

B. PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO 
adalah: 
I. Wajib Pajak atau Retribusi 
2. PPKD 
3. Bendahara Penerimaan PD 
4. PPK PD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan 
oleh PPK PD Kabupaten Lamongan dalam melakukan pencatatan 
transaksi pendapatan-LO. Untuk mempermudah pemahaman, akan 
disajikan terlebih dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan 
pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya. 



1. Pendapatan Pajak Tipe A (Pendapatan Pajak Official Assessment) 

Pendapatan Pajak Tipe A 

Wajib Pajak 

SKP r 
' j 

Pembayaran 

TBP 
◄ 

PPKDI 
Dinas yang berwenang 

Menetapkan 
SKe 

' 
I 1·- SKP 

-~ 

Bayar ke Bendahara 

STS ~ 

' SKP 

' 
l TBP 

I 
' I Melakukan 

' Penyetoran ke 
Kas Oaerah 

I ' 
STS 

9 

SKP 

___ .,,,--
i Jumal: 

Dr P1utang Pajak. 
Cr Pendapatan ... - LO 

TBP 

Jurnal: 
Or. Kas di Bendahara 
Penenmaan 
c, Piutang PaJak. 

Dr Estomas, Perubahan SAL 
Cr Pendapatan 
cRA 

srs.7 
l ,...;-----J 

Jumai:--
Dr RK PPKO 
Cr. Kas d, Bendahara 
Penenmaan 
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a. PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain 
disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP tersebut akan 
didistribusikan kepada PPK. SKP Daerah tersebut akan 
menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak 
daerah. PPK PD akan mencatat "Piutang Pajak (sesuai rincian 
objek)" di sisi debit dan "Pendapatan - LO (sesuai rmcian 

objek)" di sisi kredit . . Pi~~:r.i:~:,iif:Jo' ··>v'· ".,. _ _..,, . -·· 

b. Berdasarkan SKP tersebut, WP akan melakukan pembayaran 
pajak kepada Bendahara Penerimaan dengan menyerahkan 
SKP yang sebelumnya diberikan oleh dinas yang berwenang. 
Bendahara penerimaan kemudian akan membuat Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP). Berdasarkan Salinan TBP dari Bendahara 

Penerimaan, PPK PD akan mencatat "Kas di Bendahara 
Penerimaan" pada sisi debit dan "Piutang Pajak (sesuai rincian 

objek)" di sisi kredit. 
l)as.dp~,y-qd~-P~t!):!,. __ . j(:;,,~::J,:;.i•.;'.i 

"Pi\lfuhg Paj~;~-,-

c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi penerimaan pembayaran pajak tersebut secara basis 
kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan 
Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian 

obyek yang terkait)" di kredit. 

d. Atas pajak yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan 
akan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) dan melakukan 
penyetoran ke Kas Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK PD 
mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara 
Penerimaan" di kredit . 

. · -~~PKE)\ti.0 t 
·:vKB-~10;,.; .~· 



2. Pendapatan Pajak Tipe B (Pendapatan Pajak Self Assessment) 
I P~-;.;-da~;t~-n Paja_k_Ti~e 13-·-

Wajib Pajak 
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---,,1~~1 -1 
(') Lm'""'j 

I 

I ·:J 

I I,~,. j 
LK""'~~"-
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Jumal l..eb<h Bayar. 
Dr Pendapatan -LO 
Cr Utang 

{

Jumal Kurang Bayar 
0.- Piu1ar,g 
Cr. PeMapa1an -LO 

} 

} 
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a. Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan terhadap pajak 
terhutang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pajak 
tersebut. Berdasarkan pembayaran tersebut, Bendahara 
Penerimaan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
dan menyerahkan salinannya kepada PPKD / Dinas yang 
berwenang, PPK PD Kabupaten Lamongan, dan WP. PPK PD 
kemudian akan mencatat pengakuan pendapatan dengan 
menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan 
"Pendapatan~LO" di kredit sesuai dengan jenis pendapatan 

yang bersangkutan. 

Kas diBenWM1i&lif • dlFiW/t~~ -~ 
Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi penerimaan pendapatan tersebut secara basis kas 
untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" 
di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang 

terkait)" di kredit. 
~~~sj-Pi:p 

b. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 
pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah. PPK 
akan mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku 
jurnal dengan "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara 
Penerimaan" di kredit. 

c. Berdasarkan TBP, PPKD /Dinas yang berwenang akan 
melakukan pemeriksaan clan kernudian akan menerbitkan 
surat ketetapan. Jika terdapat lebih bayar ,maka PPK PD akan 
mengakui adanya utang kepada wajib pajak. PPK PD akan 
menjurnal "Pendapatan ... -LO" di debit dan "Utang" di kredit. 

""'1,da . 

d. Namun, jika terdapat kurang bayar maka PPK PD akan 
mengakui adanya piutang pendapatan pajak. PPK akan 
rnenjurnal "Piutang Pendapatan " di debit dan 
"Pendapatan ... -LO" di kredit. 

Pi:u,tap_g J1e,0-d~~~?t~Hi:iff;!
Pendf3,patw,_i :: .. :;tl,;()_,_· 

, .. , -· ' " ' ., --, 



3. Pendapatan Pajak Tipe C (Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Offtcial Assessment) 
,.::-- -- -- --

Pendapatan pajak Tipe C 

~ 

Waj,b Pajak 

(,-\I 
,, _ _ J' 

_J 
Pembayaran -1---
~ - 1 
L_:=} --j 

PPKD/ 
Dinas yang berwenang 

C::-~·--- _1=~-f8 Pada saa;J,.-:;;;,aan -r-l 

l'c_l. I 

( ,) I '""'"'""" I ---- Lndapatan 

c' 
[:::3 

0 

I j 

_iJ 
Penyetoran ke Kas 

Daerah 

-[_:::J 

6 
Jumal 
Dr Kas d, Bendahara Penefimaan 
Cr Pendapatan D,terima Dimuka ·. 

Or f"st,rn3S' r-,,,.ubaha!1 SAL r 
C, f'eMap~t.an - LRA 

C 

►[::] 
{

a"ma, 
Dr RK PPKD , 
c, ~ sdi Bendah l era Peneli • mean j 

~ 
{'"~' } Dr Pendapatan Ditenma Dimuka 

Cr Pendapatan. - LO 
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a. Wajib Pajak (WP) mendatangi lokasi pembayaran pajak. Di 
saat tersebut dilakukan pembayaran pajak. Pada saat WP 
membayar pajak, Bendahara Penerimaan akan memberikan 
Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan Surat Ketetapan Pajak 
(SKP). TBP dan SKP terse but akan didistribusikan ke PPK PD 
untuk dijadikan dasar pencatatan penerimaan pembayaran 
pajak tersebut. TBP juga akan diserahkan kepada WP. PPK PD 
akan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi debit 

dan "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi kredit. 
Kas di ijendahar~.~!J.~ · ·- · 

-Perida a- - _, f· " ,-, _,. ._!)_._. -, 

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi penerimaan pembayaran pajak tersebut secara basis 
kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan 
Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian 
obyek yang terkait)" di kredit. 

E.,$~~~i:fyJ . 
.. . . P;,!~~; 

b. Atas pajak yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan 
akan melakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan mengisi 
Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran. 
Berdasarkan STS tersebut, PPK akan mencatat penyetoran 
pendapatan dengan menjurnal "RK PPKD" di debit dan "Kas di 
Bendahara Penerimaan" di kredit. 

RKPPKD 

c. Di akhir tahun dan/ a tau di akhir periode masa pajak 
tersebut, PPKD melakukan pengakuan pendapatan dengan 
menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial 
tersebut PPK PD akan mencatat "Pendapatan Diterima 
Dimuka" di sisi debit dan "Pendapatan- LO (sesuai rincian 
objek yang terkait)" di sisi kredit. 

Pen<!~ll"\!/li,!)(" ·· ···· 
..... :t'½o~~~~ii· 



4. Pendapatan Pajak Tipe D (Pendapatan Pajak Diterima Dim.uka Self Assessment) 

Pendapatan Pajak Tipe D 

Wajib Pajak 

r

- --- -
WP me"'kukan perhrtungan 

tertiadap paJak temutang 
d;lanjutkan dengan '™'"'kukan 
pem bayaran paJak 1ersebul 

dJ 

e::S 

----- ----

PPKD/ 
Dinas yang berwenang 

i~ r 11-.{ :--J 
-~ 

1----- -- . 

- I Pe~yetoran :., ·1 ( 2-- I 
Kas Da.,.,.ah '- __ 

s,~ 

--

i ""7 ---L_ 

r'"D'D""' '""5 8 
rwenang melakukan 

( 3 pemenk..,.an dao 
enert,rtkan Sura1 

Keletapan 
. ----,--- - . 

L 
f "' I _____ _.......----------.J 

L::=J 
I ,Om-' 1 

Dr Kas di Bendahara Penenmaan J 
Cr Pendapatan D~enma o,rnuka 

--
1 

o, cst,mas, Perubahan SAL 
Cr Pendapatan lRA 

{j:J 
r Jumal· I 
jO.-RKPPKD J 

l,_c, Kas di Bendahara Penenmaan 

E] 
-
I 

Jumal Lebih Bayarl 
Dr P<,ndapatan drtenma dmuka 

-< Cr Pendapa1an -LO 

lDr Pendapatan -LO 
Cr Utang 

Dr Pendapatan dhenma d,muka 

---~--_J 
{

Jumal Kurang Bayer, 

Cr, Pendapatan .. , -LO 
Dr Piutang 
Cr Pendapatan -LO 

-

} 
} 
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a. Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan terhadap pajak 
terhutang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pajak 
tersebut. Berdasarkan pembayaran tersebut, Bendahara 
Penerimaan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
dan menyerahkan salinannya kepada PPKD /Dinas yang 
berwenang sebagai dasar pemeriksaan, kepada PPK PD 
sebagai dasar pencatatan, dan kepada WP. Kemudian PPK PD 
akan mencatat penenmaan pembayaran pajak tersebut 
dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit 
dan "Pendapatan Diterima Dimuka" di kredit. ,_ 
Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
penerimaan pendapatan dengan basis kas untuk memenuhi 
kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL 
dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" sesuai rincian 
obyek yang terkait di debit dan "Pendapatan .... -LRA" sesuai 
rincian objek pendapatan di kredit. 

Pendapatan· .. · .. -.I,&\,::· 

b. Bendahara Penerimaan kemudian meng1s1 STS dan 
menyetorkan pembayaran retribusi tersebut ke PPKD. Salinan 
STS tadi kemudian didistribusikan oleh Bendaha Penerimaan 
ke PPK PD. Berdasarkan bukti tersebut, PPK PD mencatat 
penyetoran tersebut dengan menjurnal "RK PPKD" di debit 
dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit. 

!1!;:t~i,' 
c. PPKD /Dinas yang berwenang kemudian melakukan proses 

pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPKD/Dinas 
yang berwenang akan mengeluarakan Surat Ketetapan yang 
kemudian diserahkan kepada PPK PD sebagai dasar 
pencatatan. Jika terdapat tebih bayar, maka PPK PD 
mengakui utang kepada wajib pajak dengan terlebih dahulu 
mengakui adanya pendapatan pajak. PPK PD akan menjurnal 
"Pendapatan Diterima Dimuka" di debit dan "Pendapatan ... -
LO" di kredit serta "Pendapatan - LO" di debit dan "Utang" di 

kredit. 
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d. Namun, jika terdapat kurang bayar, maka PPK PD akan 
mengakui adanya piutang pendapatan pajak dengan terlebih 
dahulu mengakui adanya pendapatan pajak. PPK PD akan 
menjurnal "Pendapatan Diterima Dimuka" di debit dan 
"Pendapatan ... -LO" di kredit serta "Piutang Pendapatan .... " di 
debit dan "Pendapatan ... -LO" di kredit. 



7. Pend.a pa tan Retribusi Tipe A (Pendapatan Restribusi Official Assessment) 
--- - ------ - ---------- - ----------

Pendapatan Retribusi Tipe A - Jasa Umum 

Wajib Retribusi 

/-- -'-. 

l~) 

~

mbayaran retribus, JBS~ -
um oleh wa1ob relnbusi 

n pengakuan 
ndapatan retnbus, 

t- ;:p 
,_ 

PPKD/Dinas yang 
berwenang 

Bayar Relribusi 

l s:=-~ 

J~--TBP · lll\-1 
~--~--- -

Penyetoran ke Kas 
Daarah (;) 

l~ 
{

PPK mencatat 1uma1 
Dr Kas d1 Bendahara Penenmaan 
Cr Pendapatan LO 

Dr E~t,mas, Perubahan SAL 
Cr Pendapatan LRA 

L::J 

} 

{ -PPK mencatat jumal: 
Dr. RK PPKD 
Cr. Kas di Bendahara Penerimaan J 
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a. Pada saat Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran, 
Bendahara Penerimaan akan menerbitkan Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP) yang akan diserahkan PPK PD serta WP. 
Berdasarkan TBP tersebut, PPK PD akan mencatat pengakuan 
pendapatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara 
Penerimaan" di debit dan "Pendapatan-LO" di kredit sesuai 
dengan jenis pendapatan yang bersangkutan. 

Kas. di_ ijendah.~~-J!., , 
· _-Pend . · ,: , .. ,.' 

_,._.-

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi penerimaan pendapatan tersebut secara basis kas 
untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" 
di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang 
terkait)" di kredit. 

Estin:l,asi -PCl1,11;(,,,~ •.• J _ 

b. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan 
pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah 
dengan mengisi STS dan menyerahkannya saat setor ke Kas 
Daerah. PPK PD akan menerima salinan STS sebagai dasar 
melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian, PPK PD akan 
mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku jurnal 
dengan mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara 
Penerimaan" di kredit. 

RKPP~:--,· 



8. Pendapatan Retribusi Tipe B Pendapatan Retribusi Tipe B (Pendapatan Restribusi Self Assessment) 

Pendapatan Retribusi Tipe B 

Wajib Retribusi 

~

----
KR 

' Usaha 

c~ ____ / ,-p-~,a,:J 
I --~~ ]· 

PPKD/ 
Dinas yang berwenang 

P•;·~"""" SKR I 

-Bayar ke Bandahara 

l
----- ---} 

STS ----- --
·-- ----

( ~[ __ ), 
Pangakuan~ 

Pandapatan dan 
pembuatan buklil 

memorial _ 

l~Bukto memorial 

~c 

7 TSP 

~----~ 

(; \ 
' _j 

Penyetoran ke 
Kas Daerah 

STS 

SKR 
Jasa U,i.aha 

r· PPK mencatat Jumal 
.., Dr Poutang Pendapatan t Cr Pendapatan Doten ma O,muka 

TBP 

Dr Kas do Bendahara Penenmaan 
Cr P,utang Pendapalan 

{

PPK -=••• '"ma> 

Dr Ecs.1,n,a,;1 Pe.,,t>at1an ,';Al 
Cr P<-en,1apataci l F<A 

C::=J 

} 

} 

Or. RK PPKD 
I' PPK mencatat jumal: } 

l_cr. Kas di Bendahara Penenmaan 

~ 

{

PPK mencatat jumal: 
Dr. Pendapatan o,terima Dimuka 
Cr. Pendapatan. - LO 

~-i:IJelJ;i<:>ri~. 
·-.it.'""""!"", 

} 
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a. PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan 
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa satu periode 

yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR). SKR tersebut 
kemudian diserahkan kepada WR dan salinannya 
didistribusikan kepada PPK PD sebagai dasar pencatatan 
piutang. Berdasarkan SKR tersebut, PPK PD akan mencatat 

"Piutang Pendapatan" di debit dan "Pendapatan Diterima 

Dimuka" di kredit. 

b. Berdasarkan SKR yang telah diterima, WR akan langsung 

melakukan pembayaran retribusi dimuka untuk periode 
tertentu kepada Bendahara Penerimaan. Selanjutnya, 
Bendahara Penerimaan akan membuat Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP) dan mendistribusikannya ke PPK serta WR. 
PPK PD akan mencatat penerimaan pembayaran retribusi 
dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi 
debit dan "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi kredit. 

Kas_-di .. endahara.Pe:····· - ·---.... \fl...... • . 
cl'endaf'· ·· '· ··• 

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi penerimaan pembayaran retribusi tersebut secara 

basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA clan 
Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan-LRA (sesuai rincian 
obyek yang terkait)" di kredit. 

EstirnasiPe .. -, " 

c. Atas retribusi yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan 
akan melakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan mengisi 

Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran. 
Berdasarkan STS yang dilampiri dengan SKR terkait, PPK PD 
mencatat penyetoran pendapatan dengan menjurnal "RK 
PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit. 

RK::erKD~o: :,~Y~,~-;;~---_ ~:.::;·-;,J-':'.' .,. 
-~s:. ,,_. 

ct. Di akhir tahun dan/ atau di akhir periode masa retribusi 
tersebut PPKD akan melakukan pengakuan atas pendapatan 
retribusi yang dapat diakui sebagai pendapatan dengan 
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membuat bukti memorial. Selanjutnya, PPK PD akan 
menerima bukti memorial tersebut untuk dijadikan dasar 
pencatatan. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK PD 
akan melakukan pengakuan pendapatan retribusi dan 
mencatat "Pendapatan Diterima Dimuka" di sisi debit dan 
"Pendapatan- LO (sesuai rincian objek yang terkait)" di sisi 

kredit 

Pend~patari;;~'. ~@?\. _ 
'•.,. . '•:. ~~~'..CCo"~:,-_ __ ;,'~*' _,', ,",,,·, ><•,:;' ~j-~ 

Sedangkan mekanisme pendapatan-LRA seperti yang telah tergambar 
dalam semua flowchart kelompok pendapatan-LO, PPK PD akan 
mengakui pendapatan-LRA ketika terjadi realisasi pendapatan yang 
ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Hal ini berlaku untuk 
semua kelompok pendapatan. PPK PD akan mencatat "Estimasi 
Perubahan SAL" di sisi debit dan "Pendapatan LRA (sesuai rincian 
objek)" di sisi kredit setiap ada realisasi pendapatan. 

D. CONTOH PENJURNALAN 
1. Tanggal 20 Februari 2014, Bendahara Penerimaan PD menenma 

pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp3.500.000. 
Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 
2014. 

2. Tanggal 5 Maret 2014, Bendahara Penerimaan PD menerima 
pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar RpS.000.000. 
Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke 
Kas Daerah pada hari yang sama. 

3. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat 
kurang bayar senilai Rp500.000 atas pajak Hotel Samara. SKPKB 
alas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2014. Hotel 
Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 
Maret 2014. Bendahara Penerimaan PD Kabupaten Lamongan 
menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 
Maret 2014. 

4. Tanggal 31 Desember 2014, diketahui terdapat sejumlah retribusi 
pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi 
sebesar Rp7.500.000. Alas jumlah yang belum dibayar ini, PD 
Kabupaten Lamongan akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

BUKU JURNAL SKPD 

Tanggal 
Nomor Kode 

Uraian No 
Bukti Rekeninll 

' 20•Feb-14 TBP 01/14 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 

21-Feb-14 STS 01/14 3.1.3.01.01 RK PPKD 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

2 5-Mar-14 TBP 02/14 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

1.1.3.01.15 Piutang PBB 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.1.15.01 Pendapatan PBB-LRA 

5-Mar-14 STS 02/14 3.1.3.01.01 RK PPKD 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

3 22-Mar-14 SKPKB 01/14 1.1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel 

8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 

27-Mar•14 TSP 03/14 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

1.1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

4.1.1.06.01 Pendapatan PBB-LRA 

28-Mar-14 STS 03/14 3.1.3.01.01 RK PPKD 

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 

4 31-Dec-14 BM 01/14 1.1.3.02.01 Piutam;,: Retribusi Pelayanan Kesehatan 

8.1.2.01.05 Retibusi Yankes RSUD - LO 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Surat Ketetapan Pajak 
2. Tanda Bukti Pembayaran 
3. Surat Tanda Setoran 

4. Bukti Memorial 
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Debit Kredit 

3,500,000 

3,500,000 

3,500,000 

3,500,000 

3,500,000 

3,500,000 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

5,000,000 

500,000 

500,000 

500,000 

500,000 

500,000 

500,000 

500,000 

500,000 

7,500,000 

7,500,000 
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BAB IV 
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

A. KETENTUAN UMUM 
Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Behan diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita 

lakukan. 
Akuntansi beban pada PD dilakukan oleh PPK PD. Sistem dan 
prosedur akuntansi beban ini meliputi akuntansi beban pegawai dan 
beban barang. 

1. Be ban Pegawai 
Behan pegawa1 meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan 
Penghasilan PNS, Behan Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota 
DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, 
Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Behan 
Beasiswa Pendidikan PNS, Behan kursus, pelatihan, sosialisasi dan 
bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLVD. Beban pegawai 
dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium 
non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan 
tunjangan. 
Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi 
mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima 
oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana 
dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai. 
Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti 
pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diterima oleh 
PPK PD. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui 
ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK PD. 

2. Behan Barang 
Beban barang terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban 
Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas. Beban barang dapat 

dilakukan dengan mekanisme UP/ GU /TU ataupun dengan 
mekanisme LS. 
Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti 
pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi 
telah diterima oleh PPK PD. Hal ini terjadi pada saat adanya 
pengajuan GU. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang 
diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya 
barang oleh PD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak 
ketiga) diterima oleh PPK PD. 
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Khusus untuk beban persediaan, 
pendekatan yang dapat digunakan 

terdapat 2 (dua) alternatif 
sebagai metode pengakuan 
serta metode pencatatan transaksi pembelian persediaan 

persediaan. 
Pengakuan persediaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, 
yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Melalui pendekatan 

aset, setiap pembelian persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah langsung akan menambah aset yaitu pada akun persediaan. 
Melalui pendekatan beban, transaksi pembelian persediaan tidak 
secara langsung menambah akun persediaan, melainkan diakui 

se bagai be ban. 
Metode pencatatan persediaan terbagi dua, yaitu metode perpetual 

dan metode periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya 

pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. 

Sedangkan penggunaan metode periodik dalam pencatatan 
persediaan hanya meminta pemutakhiran posisi akun persediaan di 
akhir periode (saat dilakukannya penyesuaian). 

Metode 
Perpetual 

Metode 
Periodik 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
BUKU JURNAL PD 

Pendekatan Aaet Pendekatan Behan 

Pembelian persediaan: 

Dr. Persediaan 

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Pemakaian persediaan: N/A 

Dr. Beban persediaan 

Cr. Persediaan 

Di akhir periode/saat penyesuaian: 
Tidak dilakukan penjurnalan 

Pembelian persediaan: Pembelian persediaan: 

Dr. Persediaan Dr. Beban Persediaan 

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Pemakaian persediaan: Pemakaian persediaan: 

Tidak dilakukan penjurnalan Tidak dilakukan penjurnalan 

Di akhir periode/saat penyesuaian: Di akhir periode/saat penyesuaian: 

Dr. Beban Persediaan Dr. Persediaan 

Cr. Persediaan Cr. Beban Persediaan 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban dan belanja 
adalah: 

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD 



26 

3. Bendahara Pengeluaran PD 
4. Pengguna Anggaran PD 
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Pencatatan beban pegawai baik melalui mekanisme UP/GU/TU 
maupun LS dapat dilihat dalam flowchart berikut ini: 



BEBAN PEGAWAI 
a. Behan Pegawai Menggunakan Uang Persediaan 

Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan 

Pengguna Anggaran 

(,) 

I o~"=" Neo} 
___I_ l 

NPD --- r----'---- -..., 

PPTK 

§ - 7 ---
apkan NPD '. (' 1 ' 1 
aftar .. Honor I , / 

NPD -1----
Daftar Ho::~J 

/" ~ 

I ' '-...._ __ ,/ 

--{~·"""""':] 
_l_ 

-l-- -h NSD 

~~r ~~-~or __ 

____ _,,/" 

De-~ 

Buktl Pem~i-an 

f PPK mencatat jumal: } 
Dr Beban Pegawal-LO L Cr Kas di Bendahara Pengeluaran 

- J-----;;,o __ ] 
l__ __ ____.< 

[~moa,e,eo 

Buku Pembayaran I 
,,.,-------..; -
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PPTK menyiapkan Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Honor 
kemudian mengajukannya kepada PPK PD untuk diverifikasi. Setelah 

diverifikasi oleh PPK PD, NPD tersebut diserahkan kepada Pengguna 
Anggaran. Pengguna Anggaran akan mengotorisasi NPD tersebut dan 
menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran. Atas dasar NPD yang 
telah diotorisasi, Bendahara Pengeluarkan akan melakukan 
pembayaran atau transfer dana ke PPTK atau Pihak Ketiga. Bukti 
Pembayaran atas transaksi tersebut oleh Bendahara Pengeluaran akan 
diserahkan kepada PPK PD. Kemudian atas pembayaran yang 
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bagian Verifikasi dan 
akuntansi akan mencatat jurnal "Be ban Pegawai-LO" di debit dan "Kas 
di Bendahara Pengeluaran" di kredit dengan jurnal: 

Sebagai transaksi realisasi anggaran belanja pegawa1, PPK PD 

khususnya bagian verifikasi dan akuntansi mencatat "Belanja 
Pegawai" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan 
jurnal: 

Behan ,Peg~~""IfQ,%;-7f··,df'.¥ · 
Estimasi, Peru 

·o - • ,,-: -·•••'>-',~ • 



b. Behan Pegawai Menggunakan Mekanisme LS 

, Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS 

Kuasa BUD 

0_) 

Pengguna Anggaran 

/- -" 
I , 1 
\.... __ __./ 

Penandatanganan 1-o-------
S,M 

1,.,_ .. , s,,o 

~ 
--+--L_:~ 

i "'~-
l~--------------

">D] __ _/'~-

l O~a,Ga,, 
Pe,gawa, 

----

1' PPK mencatatJumal· 

J -s; Dr Beban Gaj, Pegawa, 
Cr. utang Gaji 

'' "-') 
Pembua\an D<afl 

S,M 

C"-

C::J 

~ 

{

"' -;"ma, } Dr Bet.an Pegawa1-LO 
Cr RKPPKD 

l)r Ge1an1a Pegawa, 
C, £stinias, Pe,uh~han SAL 

(-,-.\II 
'-..._ _ __..,,· 

Mo,,a::7 
Daftar Gaji I 
-----
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a. Daftar gaji yang telah disiapkan disampaikan kepada PPK PD untuk 
diverifikasi. Kemudian, PPK PD membuatkan Draft SPM. Draft SPM 
tersebut selanjutnya didistribusikan ke Pengguna Anggaran. 
Pengguna Anggaran kemudian menandatangani SPM lalu 
menyerahkannya ke Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. 
Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D dan mendistribusikannya 
kepada Penggunaan Anggaran dan PPK PD. Berdasarkan salinan 
SP2D LS Gaji tersebut, PPK PD akan mencatat transaksi belanja gaji 
dengan menjurnal "Behan Pegawai-LO" di debit dan "RK PPKD" di 
kredit. 

ll•~\\!i.~ .. 
RIC ,":··,;;!;"'.).-

b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan 

LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Gaji 
Pegawai" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit . 

. · ?•1111\i~ Q11ii1!'~'¥Mif•·, •• · 
EStirtiaSi ·Jf 

" , "' , C 

Belanja gaJ1 tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum 
potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan 
tidak dicatat oleh PPK PD, karena akan dicatat oleh Fungsi 
Akuntansi PPKD. 

c. Pengajuan Ganti Uang Persediaan 
Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. 
SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK PD khususnya bagian Verifikasi 
dan akuntansi untuk mencatat "Kas di Bendahara Pengeluaran" di 
debit dan "RK PPKD" di kredit dengan jurnal: 



BEBAN HARANG 

a. Behan Barang Menggunakan Uang Persediaan 

Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan 

Pengguna Anggaran 

C 

I\ 3 

~-

l I Otonsas, NPD r-
---1:- -

L 
- --} NPD 

- ,----- ---. 

PPTK 

lM•o,.apa>ao NPD] (•-) 
- l 

I NPD ~

l_J DaflAr Barang 

~)~ Venfikas, NP□J 

-l C 

I NPD ~ ~c~·::,_:~~n~J 

Daftar Barang 

·Buktl Peml)ayaran 

{
PPK==••Jama, } 
Dr. Beban Barang <Ian Ja&a .. 
Cr. Kas d1 Bendatiara Peng~uaran 

-----------1 

{~ 
Pa2a,ao] (~) 

' . --

r~-ukt, Pembayaran 

l - -____---
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PPTK menyiapkan Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Barang 
kemudian mengajukannya kepada PPK PD untuk diverifikasi. Setelah 

diverifikasi, PPK PD akan mengajukan NPD tersebut kepada Pengguna 
Anggaran untuk diotorisasi dan didistribusikan kepada Bendahara 
Pengeluaran. Atas dasar NPD yang telah diotorisasi, Bendahara 
Pengeluarkan akan melakukan pembayaran atau transfer dana ke 
PPTK atau Pihak Ketiga. Bukti Pembayaran serta Daftar Barang atas 
transaksi tersebut oleh Bendahara Pengeluaran akan diserahkan 
kepada PPK PD. Kemudian atas pembayaran yang dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran, PPK PD akan mencatatjurnal" Behan barang 
dan Jasa .... " di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit. 

-~..,.-·._·· . 

-:-~:-~"~l,::;,_:,-,,_::'°~'-J<f"·:~'-:)>", i'., t'.ct,·._, , . - """''---~,.,,;_. " __ 

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan 
pakai habis, belanja bahan/material, bagian verifikasi dan akuntansi 
mencatat "Beban Persediaan" di debit dan "Kas di Bendahara 
Pengeluaran" di kredit dengan jurnal : 

-~~b~:-e:~~::~ ;!·~~~~y~~-,j~~-~:-',~~~:8!:~, 
. ' . :,. i .. " . ,.,~'!! 

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi 
belanja, bagian verifikasi dan akuntansi mencatat " Belanja Barang 
dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi 
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

BelanjJt-Barang ruµl J . 

. ,, ~~~·lz.~: 
~ ,-,,, 

':;. . .,,_,, '-.-. 



b. Behan Harang Menggunakan Mekanisme LS 

Beban Barang Menggunakan Mekanisme LS 

Kuasa BUD 

·) 

["""~':" sew 

Pengguna Anggaran 

0 
Pen~~-atanganan ~ __ 

seM 

,,;:-, 
L___...----J 

l ,:,0 _}- I -~ 
__,,/ - I ~---------- _j 

PPTK 

I Meny,,.pk:-n-Bent1 
Acara Se<ah -

[ ---~~nrna Barang 
/-- --.\ 

(" 1 

Berila Acara I 
Serah Terima · 

~ 
I 

, PPK menca!a\Jumal L 
-<( Dr Beban Barang 
I Cr Utang . (,)I e,m•~~." D,~ l 
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a. PPTK menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang. Serita Acara 
tersebut selanjutnya disampaikan kepada PPK PD untuk 

diverifikasi. Kemudian, berdasarkan Serita Acara Serah Terima 
Barang, PPK PD mencatat pengakuan beban dengan jurnal "Behan 
Barang dan Jasa" di debit dan "Utang Beban Barang dan Jasa" di 
kredit. 

b. Kemudian, PPK PD membuatkan Draft SPM yang selanjutnya 
diserahkan ke Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran kemudian 
menandatangani SPM lalu menyerahkannya ke Kuasa BUD sebagai 
dasar penerbitan SP2D. Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D 
dan mendistribusikannya kepada Penggunaan Anggaran dan PPK 
PD. Berdasarkan salinan SP2D LS Barang tersebut, PPK PD 
mencatat transaksi belanja gaji dengan menjurnal "Utang Behan 
Barang dan Jasa" di debit dan "RK PPKD" di kredit. 

•!! •. .£~ 

c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD JUga perlu mencatat 
belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan 
LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja 
Barang dan Jasa" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Be1'nja-!;3arang_~,,J1;1.~,Jc ,.},'; :;;:, 

Belanja barang tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai 
sebelum potongan-potongan. 
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PPTK akan menyiapkan bukti-bukti transaksi dan menyerahkannya 
kepada PPK PD. Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP GU 
kepada PPK PD. Kemudian PPK PD akan membuat draft SPM 
berdasarkan SPP GU dari Bendahara Pengeluaran dan bukti-bukti 

transaksi dari PPTK. Draft tersebut akan diserahkan ke Pengguna 
Anggaran. Pengguna Anggaran kemudian akan menandatanagani SPM 
GU dan menyerahkannya ke Kuasa BUD. Kuasa BUD kemudian akan 
menerbitkan SP2D GU dan menyerahkannya kembali kepada 
Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran akan mendistribusikannya 
ke PPK PD. PPK PD akan mencatat penerimaan GU dengan membuat 
jurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di 

kredit. 

RKPPKD. 

d. Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih 
dari satu tahun anggaran 
Apabila PD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih 

dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh 
pemerintah daerah, PPK-PD akan mancatat "Behan Sewa" untuk 
mencatat beban tahun berkenaan dan "Behan Sewa Dibayar di Muka" 
untuk mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan 

jurnal: 
Be ban S.ewa· Di.l;>~ty~tfqi: . ·· · 

RK 1:'PJ:CD.'~,,-.- ._~-
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PC:NCc:Ml3ALIAN HEBAN 

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan 
dan mempengaruhi posisi kas, PPK PD melakukan pencatatan dengan 
menjurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "Behan 
(sesuai rincian obyek yang terkait)" di kredit. 

KasdUl ti®!> ' . -~-~ - ... 
,. · .. "):,_J3i;b 

''•f_·;-_·.· . 

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat koreksi 
belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan 
LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Belanja (sesuai rincian obyek yang 

terkait)" di kredit. 
--.s'.C==== 

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja 
yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah 
laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus 
diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada 

belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang. 
Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, 
PPK PD melakukan pencatatan dengan menjurnal "RK PPKD" di debit 
dan "Be ban (sesuai rincian obyek yang terkait)" di kredit. 

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat koreksi 
belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan 
LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi 
Perubahan SAL" di debit dan "Belanja (sesuai rincian obyek yang 

terkait)" di kredit. 
-. E"s-;tuna-c. -c:-:sc-i "'~,-ru----c~-:. "an" .. -:. SAL"'." .. -:--.;:0---.":-.;,""'C"C'"'~"""'""=='ce 

J~~4i..D-t :.--.-_' •.:'c-' ,.fa.;,··•: : 

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK PD 
tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi 
Akuntansi PPKD dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan 
"Pendapatan lain-lain - LO" di kredit untuk basis akrual. Untuk basis 
kas, PPKD menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan 
"Pendapatan lain-lain - LRA" di kredit. 

·~~m~ 
:-.t}·~-S:i·'f;',f~-J 
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D. CONTOH PENJURNALAN 
1. Pada tanggal 1 Februari 2014, BUD menerbitkan SP2D LS Gaji 

sebesar RplS0.000.000 dengan nnc1an Gaji Pokok sebesar 
Rpl00.000.000 dan Tunjangan Keluarga sebesar RpS0.000.000 

2. Pada tanggal 20 Maret 2013, PD membayar pembelian makanan dan 
minuman rapat dengan uang UP sebesar Rp2.000.000. 

3. Pada tanggal 10 Juli 2013, BUD menerbitkan SP2D LS untuk 
membayar ATK sebesar Rp850.000.000 

No Tanggal Nomor Bukti 

1 01-Feb-13 SP2D 01/14 

2 20-Mar-13 SP2D 02/13 

3 10-Juli-13 

E. DOKUMEN TERKAIT 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
SKPD 

Kode 
Uraian 

Rekening 

9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok 

9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 

3.1.3.01.01 RK PPKD 

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok 

5.1.1.01.02 Belanja Tunjanwin Keluarga 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

3.1.2.05.01 Beban Makan Mlnum Rapat 

1.1.3.01.01 Kas di Bendaharan Pengeluaran 

3.1.2.05.01 Belanja Makan Minum Raoat 

3.1.:2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

9.,.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 

3.,.3.01.01 RK PPKD 

5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

1. Daftar barang/honor 
2. Nata Permintaan Dana (NPD) 
3. Bukti Pembayaran Gaji/ Barang/ Jasa 
4. Berita Serah Terima Barang 
5. Surat Perintah Pembayaran (SPP) 
6. Surat Perintah Membayar (SPM) 
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

Debit 

100.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

850.000.000 

850.000.000 



A. KETENTUAN UMUM 

BABV 
AKUNTANSI ABET 

1. Akuntansi Aset Lancar 
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Prosedur akuntansi aset lancar pada Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (PD) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 
transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun 
pengurangan nilai aset lancar yang dimiliki PD seperti kas dan 

piutang. 
Ketika terjadi transaksi penerimaan kas dari suatu pendapatan, PPK 
PD akan mengakui adanya penambahan nilai kas yang dimiliki 
dengan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" pada sisi debit 

dan "Pendapatan .... -LO (sesuai rincian objek)" di kredit. 

Aset lancar lainnya, yakni piutang dipengaruhi oleh suatu transaksi 
dimana hak Pemda atas suatu pendapatan sudah dapat diakui 
namun kas belum diterima. Atas transaksi tersebut, PPK PD akan 
mencatat "Piutang (sesuai rincian objek)" di debit dan 
"Pendapatan ... -LO (sesuai rincian objek" di kredit. 

ei~U"W$,.•.-.· -· 

Selanjutnya, ketika kas atas pendapatan yang telah diakui tersebut 
diterima, PPK PD akan menghapus piutang dengan menjurnal "Kas 
di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Piutang ... (sesuai rincian 

objek)" di kredit. 
Ka~:94_a~s.ta.!1-,: .. 0 .~ 

2. Akuntansi Aset Tetap 
Prosedur akuntansi aset tetap pada Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (PD) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 
transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun 
pengurangan nilai aset tetap. 
Untuk setiap transaksi yang menyebabkan penambahan maupun 
pengurangan nilai aset tetap, PPK PD membuat bukti memorial 

berdasarkan bukti transaksi yang berupa: 
a. Berita acara penerimaan barang, dan/ atau 
b. Berita acara serah terima barang, dan/ atau 
c. Berita acara penyelesaian pekerjaan 
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Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang 
sesua1 dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat 

informasi mengenai: 

1. Jenis/nama aset tetap 
2. Kode rekening terkait 
3. Klasifikasi aset tetap 

4. Nilai aset tetap 
5. Tanggal transaksi 

Contoh format bukti memorial adalah sebagai berikut: 

BUKTI MEMORIAL ASET TETAP 

SKPD 

Tanggal Transaksl ' ' p Penambohan/Pengurongan A$ t 7: ta •i 

Kode Rekenlng Jenls/Nama Aset Tetap Klasiflkasl Aset Tetap Nllal(Rp.) Buktl Transaksi Keterangan 

. 1 caret salah satu 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah: 

I. Kuasa BUD 
2. PPKD 

3. Pengguna Aggaran PD 

4. Pengelola Barang PD 
5. PPTK PD 
6. Kepala Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) PD 



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
1. Pembelian Aset Tetap 

,Pembelian Asel Tetap 

Kuasa BUD Pengguna Anggaran 

Ponan<1..,ng,non 
SPM +-

• 
P,ne.,.tan SP2D .. 

• 
SP2D 

PPTK 

Mllfij,opt.an Bonta 
""3ra Soran 

Tenma Barang 

c~ 

Mormllot 
BulcliMofflllflal 

~Telop 

Ju<nal 
Or.MOITotop 

41 

I Cr Utang Betan)II MOOSI 

Juroal 

Pemwatan Draft 

'™ 

- . 
OroftSPM 

Or Ula>ll Beiln/a MOCIOI 
Gr RKPPKO 

D• Bc1ae1e '•'""" 
Es;..-,,,,_ ae•<,OdC. 1 SA, 
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a. Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti 

transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK PD 
akan melalukan rekonsiliasi data dengan DPA, Kontrak, Buku 

Inventaris Barang, dan SK Bupati tentang Penggunaan Barang. 
Setelah melakukan rekonsilisasi maka PPK PD akan membuat 
bukti memorial aset tetap. Berdasarkan bukti memorial aset 
tetap ini, PPK PD akan mengakui adanya penambahan aset 
tetap dengan jurnal "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja 

Modal" di kredit . 
. AAetTe~p ;::::~· · 
._~<:;'.'_~}~*~mii-

Apabila terdapat belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan 
jasa yang harus diatribusi ke nilai aset tetap maka berdasarkan 
kertas kerja dan Serita Acara Serah Terima Pekerjaan, PPK PD 
membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti memorial aset 
tetap ini, PPK PD akan mengakui adanya penambahan aset 
tetap dengan jurnal "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja 
Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa" di kredit. 

Aset Te4lp_ ···•~;~• 
Apabila terdapat belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan 
jasa yang harus diatribusi ke nilai aset tetap yang berasal dari 
mekanise UP/GU/TU maka berdasarkan kertas kerja, PPK PD 
membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti memorial aset 
tetap ini, PPK PD akan mengakui adanya penambahan aset 
tetap dengan jurnal "Aset Tetap" di debit dan "Kas di 
Bendahara Pengeluaran" di kredit. ,~,., . 

b. Selanjutnya, PPK PD membuat draft SPM LS Barang dan Jasa 
yang akan diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk 
ditandatangan. Berdasarkan SPM LS Barang dan Jasa yang 
telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD 
akan melakukan pembayaran atas pembelian aset tetap dengan 
menerbitkan SP2D LS Barang dan Jasa. Berdasarkan SP2D LS 
Barang dan Jasa tersebut, PPK PD akan menghapus utang atas 
pembelian aset tetap dengan menjurnal "Utang Belanja Modal" 
di debit dan "RK PPKD" di kredit pada buku jurnal. 
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c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi 
kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL 
dengan menjurnal "Belanja (sesuai jenisnya)" di debit dan 

"Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

2. Penghapusan Aset Tetap 

Penghapusan Aset 

Pengelola Barang 

Penghapusan 
Asel Tetap 

; Rancangan Surat ! 
i Keputusan KDH 

1~ 

Kepala Oaerah 

: Rancangan Surat I 
Keputusan KOH 

Otorisasi 

Surat Keputusan 

'°" 

Pengguna Anggaran 

Surat Keputusan ' ,o, 

PPK 

C 

I 
PPK mencatat iurnal: I 
Dr. Akumulas, Penyusutan 

~ Dr Det.1,t Penjualan Asel Non Llmcar j' 
I Cr. Pcset Tetap 

' 

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan 
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Keputusan 

Bupati tentang Penghapusan barang Milik Daerah yang akan 
diotorisasi oleh Bupati. Berdasarkan Keputusan Bupati yang telah 

diotorisasi, Selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang 

Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak. Jika barang milik 
daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka PPK PD akan 
melakukan penghapusan aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi 
Penyusutan" dan "Defisit Penjualan Aset Non Lancar'' di debet dan 
"Aset sesuaijenisnya" di kredit. 

"~-



3. Penjualan Aset Tetap 

Penjualan 

Pengelola Barang Kepala Daerah 
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Pengguna Anggaran PPK 

Raneorlij>n Surat , Surat Koputusan ; Sural Kepu!usan 
--+ Kepu\u .. n KOH _ -----+ KDtl --- --------+ KOi-! 

Pongllopusan 
Aset Tetap 

• 
Renoangan Sura! 
Keputuson KOH 

P<nJualan Asel 
Tot,p 

• 
!Wrta Aeara 

Pon1ua1an 

Otoo .. S< 

• 
Sura1 Keputusan 

''" 

BorilaAcara 
. Jo, Pon1ualan 

, PPK moncatat 1umal 
Dr. Kas o, Bendaoara Ponenmaan 
Dr Akumulas, Peniusutan 
Dr De~sil Pen1ualan Ase\ Non Loncar 

• Cr As81 T01ap 

□, Eslrmas, P,,ur,allan SAL 
Cr Pendapa1,,, dan Pen;ualan Ase\ yang Tidak 
D1p,..,llk.an 

Dalam kasus penjualan aset tetap, maka bukti transaksi berupa 
Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK PD dari Pengelola 
barang akan menjadi dasar bagi PPK PD untuk mengakui pelepasan 
aset tetap. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual 
lebih rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK PD 
Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara 
Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap", serta "Defisit 
Penjualan Aset Nonlancar" di debet dan "Aset sesuai jenisnya" di 

kredit pada buku jurnal. 
Kas di Bendah · · _, 

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap 
tersebut maka PPK PD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas 
di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap" 
di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset sesuai 

jenisnya" di kredit pada buku jurnal. 
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Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK PD perlu mencatat 
transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk 
keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan Sal dengan 
menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" pada sisi debet, dan 
"Pendapatan dari Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit. 

i,;;,~j\ 

D.CONTOHPENJURNALAN 
1. Pada tanggal 15 Januari 2013, PPK PD Kabupaten Lamongan 

menenma Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas 
pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai 

berikut: 

o Harga beli 
o Harga pengiriman oleh ekspedisi 

Rp 220juta 

Rp 2 juta 
o Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung 

Rp 3 juta 
SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut 
diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2013. 

2. Pada tanggal 10 April 2013, PPTK kegiatan Ka bu paten Lamongan 
melakukan pembelian satu buah mesm fotokopi seharga 
Rp 15.000.000 menggunakan uang persediaan. 

3. Pada tanggal 30 Desember 2013, dikeluarkan SK Kepala Daerah 
tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, 
terdapat aset tetap PD Kabupaten Lamongan yang ikut dihapus, 
yaitu: 

Jumlah Jenis Tahun Nilai Akumulasi Keteranga.11 
Barang Perolehan Perolehan per Penyusutan 

unit 
2 unit Komputer 2005 2.500.000 2.000.000 Dimusnahkan 
1 unit Mobil Kijang 2003 85,000.000 75.000.000 Akan Dijual 

Transaksi-transaksi tersebut di atas akan dijurnal oleh PPK-PD 
sebagai berikut: 



No. Tanggal 
Nomor 
Bukti 

l 15-Jan- BAST 
13 01/13 

SP2D 
21-Jan-

LS 
13 

03/ 13 

2 

10-Apr- Ku1tans1 
13 l I/ 13 

3, 
30-Dec- SK KOH 

13 11 / 13 

3b 

30-Dec- SK KOH 
13 11 / 13 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
BUKU JURNAL PD 

Kode 
Rekening 

Uraian 

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
2.1.5.03,02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
3.1.3.01.01 RK PPKD 

5.2.2.04.01 
Belanja modal pengadaan Kendaraan Dinas 
Bermotor Perorangan 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

1.3.2.14.08 Mesin Fotocopy 
1.1.1.03.01 Kas di Bend Pengeluaran 
5.2.2.14.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 

1.3.7.01.16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 
9.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 
1.3.2.16.02 Personal Komputer 

1.3.7.01.04 
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat 
Bermotor 

3.1.3.01.01 RK PPKD 

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Berita Acara Serah Terima Barang 
2. Bukti Memorial 
3. Surat Perintah Membayar (SPM) 
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
5. Keputusan Bupati 
6. Berita Acara Penjualan 
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Debit Kredit 

225,000,000 

225,000,000 
225,000,000 

225,000,000 

225,000,000 

225,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

15,000,000 

2,000,000 

500,000 

2,500,000 

75,000,000 

10,000,000 

85,000,000 



BABVI 
AKUNTANSI ASET LAINNYA 

A. KETENTUAN UMUM 
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Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi 
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Beberapa aset lainnya 

an tar a lain: 
I. Aset tak berwujud 
2. Kemitraan dengan pihak ketiga 

3. Aset lain-lain 

B. PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah : 

I. Kuasa BUD 
2. PPKD 
3. Pengguna Anggaran PD 
4. Pengelola Barang PD 
5. PPTK PD 
6. Kepala Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) PD 

C. LANGKAH TEKNIS 
1. Aset tidak berwujud 

Perolehan dengan menggunakan mekanisme UP/GU/TU 
a. Berdasarkan Akta Notaris/Surat/lzin dari pemegang 

Haki/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK PD akan 
menjurnal " Aset Tidak Berwujud ..... " di debit dan "Kas di 

Bendahara Pengeluaran" di kredit 
Asey,fj;q;~ttr:!;!, 

Kas~ 

b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi 
kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan 
menjurnal "Belanja Modal (sesuai jenisnya)" di debit dan 

"Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Perolehan dengan menggunakan mekanisme LS 
a. Berdasarkan Akta Notaris/Surat/Izin dari pemegang 

Haki/SP2D/Dokumen yang dipersamakan, PPK PD akan 
menjurnal " Aset Tidak BeIWUjud ..... " di debit dan "Utang belanja 

modal. ... " di kredit 
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b. Pada saat telah terbit SP2D LS atas ATB tersebut, PPK PD akan 
menjurnal " Utang belanja modal. .... " di debit dan "RK PPKD" di 

kredit 

c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi 
kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan 
menjurnal "Belanja Modal (sesuai jenisnya)" di debit dan 
"Estimasi Perubahan SAL" di kredit . 

. B,u\n .. 

2. Kemitraan dengan pihak ketiga 
a. Berdasarkan dokumen kontrak kemitraan antara pemerintah 

daerah dan pihak ketiga , PPK PD akan menjurnal" Kemitraan 
dengan pihak ketiga (sesuaijenisnya)" di debit dan "Aset Tetap" 

di kredit 
Kemi.trruµ1 i;lenmm; p~~ 
jenisnya). · · ~,i· ,.,." 

:A-~ei Teta.Jf,_r::--•.:-,· " . 
;fa' :-'::i;c;_ .tr. 

b. Hasil dari kerjasama akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari 
Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO". PPK PD akan menjurnal 
hasil kerjasama ini setelah menerima Tanda Bukti Pembayaran 
(TBP) dari bendahara penerimaan. Jurnal yang akan dibuat yaitu 
"Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Hasil dari 
Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO" di kredit 

c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi 
kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan 
menjurnal "Estimasi Perubahan SAL di debit dan "Hasil dari 
Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LRA" di kredit. 

d. Pada masa perJanJ1an 
kerjasama/ kemitraan hams 

kerjasama 
dikembalikan 

berakhir, aset 
kepada Pemerin tah 
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Daerah. Berdasarkan Serita Acara Serah Terima, PPK PD akan 
menjurnal "Aset Tetap" di debit dan " Kemitraan dengan pihak 
ketiga (sesuai jenisnya)" di kredit 

3. Aset Lain-lain 

Berdasarkan Surat Perrmohonan yang diajukan oleh Pengguna 
Anggaran/Pengguna barang untuk aset-aset yang sudah rusak dan 
akan dilakukan penghapusan maka PPK PD akan menjurnal "Asel 
lain-lain" di debit, "Akumulasi penyusutan" di debit dan "Aset Tetap" 
di kredit 

D. CONTOH JURNAL 

1. Tanggal 3 Maret 2015 Pemerintah Daerah Suka Rame melakukan 
perJanJian sewa terhadap pihak 3 terkait penyewaan bangunan 
gedung. Nilai dari bangunan tersebut adalah Rpl00.000.000. Pada 
tanggal 5 Maret pihak ketiga melakukan pembayaran sewa sebesar 
Rp25.000.000 

2. Alas software yang dibuat dibuat dan dikembangkan oleh Dinas R 
Pemerintah Daerah Suka Rame, Dinas R mengajukan hak cipta atas 
software tersebut. Adapun untuk mendapatkan hak cipta tersebut 
Pemerintah Daerah Suka Rame harus mengeluarkan uang sebesar 
Rpl00.000.000. lzin pemegang hak cipta tersebut terbit pada tanggal 
6 Juni 2015 dan SP2D LS alas izin tersebut terbit pada tanggal 9 
Juni2015 

3. Berdasarkan surat 
November 2015 ada 
terse but 

usulan penghapusan barang 
2 barang yang masuk dalam 

tanggal 10 
daftar surat 

a. 1 buah laptop dengan nilai buku Rp6.000.000 dan nilai 
akumulasinya Rp 5.500.000 

b. I buah mobil dengan nilai buku Rp80.0000.000 dan nilai 
akumulasinya Rp 80.000.000 

Berdasarkan transaksi diatas, berikut adalah jurnal yang dibuat oleh 
PPKPD 
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No Tan""al NomorBukti Uraian Debit Kredit 

1 3-Mar Dokumen Kontrak Sewa banP"unan 11edun11: 100,000000 

Ban<•unan o:redun" 100,000,000 

S•Mar TPB Kas di Kas Da 25,000,000 

Hasi! dart Pemanfaatan Kekavaan Daerah - LO 25,000,000 

Estimasi Perubahan SAL 25,000,000 

Hasil dari Pemanfaatan Keka11aan Daerah • LRA , 25,000,000 

z 6-Jun Dokumen HAKI Aset tidak beiwulud-HAKI 100,000,000 
Utan!! belan1a modal izin haki 100.000,000 

9-Jun SP2D LS Utan11 belania modal izin hakl 100000,000 

RK PPKD 100,000,000 
' : 

Belania Modal Haki 100,000,000 
Estimasl Perubahan SAL 100,000,000 

3 10-Nov Surat Aset lain-lain 500,000 

permohonan Akumulasi nen 1~ 1sutan komnuter 80 000,000 

penghapusan Akumulasi nenm•sutan kendaran bermotor 5,500,000 

barang Peralatan komnuter 
Kendaraan Bermotor 

E. DOKUMEN TERKAIT 

Aset Tidak 
Berwujud 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Aset Lain-lain 

Goodwill, Software, Lisensi dan 
Franchise, Hak Paten dan Hak Cipta, 
Royalti, Hasil Kajian/Pengembangan 
yang memberikan manfaat jangka 
panjang, Aset Tidak Berwujud yang 
mempunyai nilai sejarah/budaya, Aset 
Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 

Sewa 

Kerjasama Pemanfaatan 

Bangun Guna Serah (BOT) 

Bangun Serah Guna (BTO) 

Aset Rusak 

6,000000 
80,000,000 

Akta Notaris/Surat/Izin dari 
pemegang Haki/SP2D/Dokumen 
yang dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Sewa/ yang 
dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan/Dokumen yang 
dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama
BOT /Dokumen yang dipersamakan 

Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BTO 
dan BAST /Dokumen yang 
dipersamakan 

Surat Perrmohonan PA/PB 



A. KETENTUAN UMUM 

BAB VII 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 
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Akuntansi kewajiban pada bagian ini meliputi pencatatan dan 
pelaporan atas transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban 
jangka pendek bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (PD). Kewajiban 
jangka pendek pada PD dapat timbul akibat be ban yang belum dibayar. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban adalah: 

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD 
2. Bendahara Pengeluaran PD 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Ketika PD melakukan suatu transaksi pembelian dengan 
menangguhkan pembayarannya, maka PPK PD akan mengakui adanya 

hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat " 
Beban ... (sesuai rincian objek)" pada sisi debit dan "Utang" pada sisi 

kredit. 

Dalam kasus pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap, 

maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK PD adalah 
"Aset Tetap" di debit dan "Utang" di kredit. 

Pada saat PD melakukan pembayaran, maka PPK PD akan menghapus 
utang tersebut dengan menjurnal "Utang'' di debit dan "Kas di 
Bendahara Pengeluaran" (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau 
"RK PPKD" (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit. 

l,J;..n&; . 

·Kas.dfBend _ · 

.. ·-' " 

Atau 

D. CONTOH PENJURNALAN 
1. Pada tanggal 21 Maret 2013, PD menenma 100 eksemplar 

peraturan daerah dari percetakan senilai RplS.000.000, tapi barang 
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tersebut belum dibayar. Pada tanggal 30 Maret 2013, PD Kabupaten 
Lamongan membayar belanja cetak tersebut kepada supplier 
menggunakan uang UP. 

2. Pada tanggal 1 April 2013, PD menerima 2 unit komputer dari 
vendor senilai Rpl5.000.000. Pembayaran dilakukan dengan 
mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 10 

April 2013. 

No. Tanggal 
Nomor 
Bukti 

I 9/BA/ 
21-Mar 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
BUKU JURNAL PD 

Kade 
Uraian 

Rekening 

9.l.2.06.01 Behan Cetak 

Debit 

15,000,000 

Kredit 

111/13 2.1.5.02.10 Utang Belanja Cetak 15,000,000 

2.1.5.02.10 Utang Belanja Cetak 15,000,000 

15/KK/ 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 15,000,000 
30-Mar 

Ill/ 13 5.1.2.06.0 l Belanja Cetak 5,000,000 

3.1.2.05.01 Estimas1 Perubahan SAL 5,000,000 

2 3/BA/ 1.3.2.16.02 Personal Komputer 15,000,000 
I-Apr 

IV/ 13 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 2.1.5.03.02 15,000,000 

2.1.5.03.02 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 15,000,000 

10/KK/ 3.1.3.01.01 RK PPKD 15,000,000 
7-Apr 

IV /2013 15,000,000 5.2.2.16.08 Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 15,000,000 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Serita Acara Serah Terima Barang 
2. Bukti Pembayaran 
3. Surat Perintah Membayar (SPM) 
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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BAB VIII 
JURNAL PENYESUAIAN DAN KOREKSI 

A. KETENTUAN UMUM 

Prosedur pencatatan jurnal penyesuaian dan koreksi pada PD meliputi 
pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan semua transaksi atau 
kejadian yang bersifat koreksi dan penyesuaian atas akun-akun terkait 
yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer, yang meliputi: 
1. Koreksi Kesalahan Pencatatan 

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jumal 
dan telah diposting ke buku besar. 

2. Penyesuaian Persediaan 

Merupakan pengakuan terhadap persediaan yang dimiliki oleh PD 
3. Jurnal Depresiasi 

Merupakan jurnal penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki 
oleh PD 

4. Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka 
Merupakan pengakuan terhadap sewa dibayar dimuka yang 
dimiliki oleh PD 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi di atas 
berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi 
jika tersedia. 

PPK PD, berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas 
akan membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang
kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/ atau 
kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/ atau kejadian, dan 
jumlah rupiah. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal penyesuaian dan 
koreksi adalah : 

I. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD 
2. Pihak yang melakukan Stock Opname 



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
1. Koreksi kesalahan pencatatan 

Bukti Kereksi 
terkalt 

,-~~~ 

1~,
1 
! Membuat Bukti 

\, __ j · Memorial 

C 

Bukti Memorial 

Buktl Memortal 
yang telah 
dlotorisasl 

-< Jurnal sesua1 dengan 
kebutuhan koreks, 

Otorisasi 

• 
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Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 
PPK PD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh 
PPK PD. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK PD 
langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat 

tersebut. Misal, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada 
beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi alas kesalahan 
tersebut, PPK PD menjurnal "Beban telepon" di debit dan "Beban 
listrik" di kredit. 

B_~J:>~_cte)¢R9~-,---" --- -- "i'' -f 
,, .J;3~1:iarf. ijs -~1f· 

Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
koreksi belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan 
penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal 
"Belanja telepon" di debit dan "Belanja listrik" di kredit. 

BeIAn.ja ,te_lepon-



2. Pengakuan persediaan 

Penyesuaian Persediaan 

Pihak yang Melakukan 
Stock Opname 

Befita Acara Stock 
Melakukan Stock C-~+----os Opname 

Opname 

I Jurnal. 
\ Dr. Persediaan 
I Cr Beban Persediaan 

' 

Membuat Bukli 
Memorial 

Bukti Memorial 

8 ,I, 

Otorisasi Bukli 
Memorial 

• 
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Apabila PD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan 

beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum 
menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock 
opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan 
yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK PD 
mengakui persediaan dengan menjurnal "Persediaan sesuai 
jenisnya" di debit dan "Behan Persediaan" di kredit sebesar 

persediaan yang ada di akhir periode. 
Persegiru\n 



3. Jurnal Depresiasi 

~ l Membuat Bukti · 
.. 1 / Memorial J. 
~-/ 

~ 
Buktl Memorial 

yang telah I... 
diotorisasi 

! Jurnal 
<'., Dr Beban Penyusutan 

Cr. Ak.umulasi Penyusutan 
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Otorisasi 

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntasi yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah, PPK PD pada akhir tahun akan membuat 
bukti memorial untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas 
aset tetap yang dimiliki. PPK PD akan mencatat penyusutan aset 
tetap dengan menjurnal "Behan Penyusutan" di debit dan 
"Akumulasi penyusutan" di kredit di jurnal umum. 

BeJ?~· ~Jjyµfiq~.rL-

Contoh Jurnal Penyusutan 
Tahun 2013 Pemerintah Daerah akan melakukan perhitungan 
penyusutan dan menyajikannya di laporan keuangan. Perhitungan 
penyusutan ini baru dilakukan pertama kali tahun 2013. Berikut 

adalah daftar aset tetap peralatan dan mesin peserta tahun 

perolehannya serta masa manfaatnya. 
Tahun Perolehan Nilai di Neraca per 31 Desember 

Masa Manfaat 
lawal tahun) jsebelum penyusutan) 

2006 125.000.000 5 tahun 

2007 150.000.000 5 tahun 

2008 160.000.000 5 tahun 

2009 90.000.000 5 tahun 
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Tahun Perolehan Nilai di Neraca per 31 Desember 
(awal tabun) (sebelum penyusutan) 

Masa Manfaat 

2010 125.000.000 5 tahun 

2011 150.000.000 5 tahun 

2012 160.000.000 5 tahun 

2013 180.000.000 5 tahun 

Berikut adalah jurnal penyusutan yang harus dibuat oleh PPK PD 
terkait perhitungan penyusutan 

a. Penyusutan aset yang diperoleh pada tahun akan dilakukannya 
penyusutan (2013) 

Tahun Perolehan 
Nilai di Neraca 

(Sebelum 
Umur (Masa 

IAwal Tabun) Manfaat) 
Penyusutan 

Penyusutan) 

1 2 3 4•(3/2) 

2013 180.000.000 5 36.000.000 

Behan Penyusutan PeraJaam, :<;J.~n:Mr~~ ·-

b. Penyusutan aset yang diperoleh sebelum tahun 2013 
Penyusutan Tahun 2013 (Tabun 

Masa Pertama) 
Tabun 

Nllai di 
Manfaat 

Neraca yang 
Awa! 

Neraca 
Sudab 

Penyusutan Koreksi 

(Akhir 
(Sebelum 

Dllalui s.d. 
PerTahun Tahun- Tahun 

Tahun) 
Penyusutan) 

1 Januari 
Tabun 2013 

2013 
Sebelumnya 

I 2 3 4 ~ (20%x2) 5 6~4 

2006 125.000.000 >S 25.000.000 125.000.000 0 

2007 150.000.000 ,5 30.000.000 150.000.000 0 

2008 160.000.000 >5 32.000.000 160.000.000 0 

2009 90.000.000 4 18.000.000 72.000.000 18.000.000 

2010 125.000.000 3 25.000.000 75.000.000 25.000.000 

2011 150.000.000 2 30.000.000 60.000.000 30.000.000 

2012 160.000.000 I 32.000.000 32.000.000 32.000.000 

674,000.00 105.000.0 
Jumlah 

0 00 

Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun sebelumnya 
" ., .. ·-·,•. 

•,'".;,, 

Akum_tjJa:si-'PenY\,l~ 

Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun 2013 

Jumlab 

7~(5+6) 

125.000.00 
0 

150.000.00 
0 

160.000.00 
0 

90.000.000 

100.000.00 
0 

90.000.000 

64.000.000 

779,000.0 
00 



4. Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka 

Surat Perjanjian 

•= 

I '----....." 
j Membuat Bukti 

~ 
! Bukti Memorial 

Bukti Memorial 
yang telah 
d1olorisasi' l<I 

. 

·' Jurnal '.• 
~ Dr. Sewa D1bayar D1muka >-
i'-Cr Beban Sewa 
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8 
Otorisasi 

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir 
periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa 
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan 
pendekatan beban oleh Pemda. Pada akhir tahun, berdasarkan 
Surat Perjanjian Sewa, PPK PD akan membuat bukti memorial 
untuk penyesuaian beban sewa. PPK PD akan mencatat 
penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa dibayar di muka" di 
debit dan "Be ban sewa" di kredit pada buku jurnal. 

s,~nc,WQ!!:Y~· ~··. 
ijet,8.Il i;i~Y.{{i.~ 
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D. CONTOH PENJURNALAN 

I. Tanggal 5 Januari 2014, PD membayar sewa gedung kantor sebesar 
Rp48.000.000 untuk sewa selama 2 tahun dengan mekanisme LS 

2. Pada tanggal 31 Desember 2014 dilakukan stock opname persediaan 
ATK PD dan diketahui ATK PD M tersisa sebesar Rpl.000.000. 

3. Pada tanggal 31 Desember 2014, dibuatjurnal untuk menyesuaikan 
beban sewa untuk bulan Januari. 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

BUKU JURNAL PD 

Nomor Kode 
No Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit 
1 

9.1.2.07.02 Beban sewa gedung 48,000,000 
5-Jan-14 SP2D 3.1.3.01.01 RK PPKD 48,000,000 

01 / 14 5.l.2.07.02 BelanJa sewa gedung 48,000,000 

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 48,000,000 
2 31-Des-

14 
1.1.7.01.02 Persediaan Alat Tulis Kantor 1,000,000 

5.1.2.07.07 Beban Persediaan ATK 1,000,000 
3 31-Des-

I. 1.6.03.02 Sewa Dibayar Dimuka 46,000,000 
14 

9.1.2.07.02 Beban Sewa gedung 46,000,000 

E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Serita Acara Stock Opname 
2. Bukti Memorial 
3. Surat Perjanjian Sewa 



BABIX 
AKUNTANSI TRANSAKSI YANG TIDAK MELALUI 

REKENING KAS UMUM 

A. KETENTUAN UMUM 
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Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah menyatakan 
bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam 
APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola 

oleh bendahara umum daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain 
yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran yag 
tidak melalui RKUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan dan 

pengeluaran daerah tersebut sebagai pendapatan dan belanja daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

B. PIHAK TERKAIT 

Berikut adalah pihak terkait dengan Penerimaan dan pengeluaran 
yang tidak melalui RKUD untuk masing-masing jenis penerimaan dan 
belanja 
1. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

a. Kepala Puskesmas 
b. Bendahara JKN FKTP 
c. Kepala Tata Usaha Puskesmas 
d. PPK Dinas Kesehatan 
e. Kepala Dinas Kesehatan 

f. BUD 
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

a. Kepala Sekolah 
b. Bendahara BOS di masing-masing sekolah 
c. PPK Dinas Kesehatan 

d. Kepala Dinas Kesehatan 
e. BUD 

3. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri 
yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat 
entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum 
Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan daerah. 
a. Bendahara Pengeluaran 
b. Kepala Dinas 
C. BUD 
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Setelah terbit Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana 
kapitasi dari Bendahara Umum Daerah, PPK dinas kesehatan akan 
mencatat transaksi terkait dana kapitasi. Adapun jurnalnya adalah 

sebagai berikut: 
a. Untuk penerimaan dana kapitasi maka PPK Dinas Kesehatan akan 

mencatat "Kas di Bendahara JKN FKTP" di debit dan "Pendapatan 
Dana Kapitasi" di kredit 

Ka~.-~<#t~en .,. 
-_, /:. :·~ti 

b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK Dinas Kesehatan juga perlu 
mencatat transaksi penerimaan dana kapitasi tersebut secara basis 
kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di 
debit dan "Pendapatan Dana Kapitasi-LRA di kredit. 

Estji,ria_~,p~~ah-,Sl\l, :.:\,-; '-·- ·~>~iPt~~~~~,-,;-- ""'·_;~:· ~) ,<, __ ,>-< 
-.i:>~m;(a:pat~fr:,~-~- ·· 

c. Untuk pengeluaran dana kapitasi maka PPK Dinas Kesehatan akan 
mencatat "Aset Tetap/Beban/Persediaan" di debit dan "Kas di 
Bendahara JKN FKTP" di kredit 

A,~ir,,,.eZ, ==="""""" 
· l<:a:s di.Sen --- ,·,·-·:·- · ,; .-.. . .. \I!'!\.. ·•. 

d. Selain itu, pada saat bersamaan PPK Dinas Kesehatan juga perlu 
mencatat transaksi pengeluaran dana kapitasi tersebut secara 
basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan 
Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja 
Modal.../Belanja .... " di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di 

kredit. 



I 

I 
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Setelah terbit Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana 
BOS dari Bendahara Umum Daerah, PPK Dinas Pendidikan akan 
mencatat transaksi terkait dana BOS. Adapun jurnalnya adalah 
sebagai berikut: 

a. Untuk penerimaan dana kapitasi maka PPK Dinas Pendidikan akan 
mencatat "Kas di Bendahara BOS" di debit dan "Pendapatan BOS" 
di kredit 

b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK Dinas Pendidikan juga perlu 
mencatat transaksi penerimaan dana BOS tersebut secara basis 

kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di 
debit dan "Pendapatan Dana BOS di kredit. 

Estimasi-Perubahan-, --~--- ,, .. , .. -.,,. 
Perida ~WJ,:.rr , ·" R .... ~"'-~ ,, 

c. Untuk pengeluaran dana BOS maka PPK Dinas Pendidikan akan 

mencatat "Asel Tetap/Beban/Persediaan" di debit dan "Kas di 
Bendahara JKN FKTP'' di kredit 

Aset Te4tp/Beban:/~_l'$,i'l<,Ul1l!il:_:,;.scl;i-\:.·:;;-t;:~,;:.;,-;,:~5ii~i,;,1~~:};>,¥~~A::;~; ;,: 
-~S di B,~n,.91;11:µ(t~~-• :, -~ -~:. '· 

d. Selain itu, pada saat bersamaan PPK Dinas Pendidikan juga perlu 

mencatat transaksi pengeluaran dana BOS tersebut secara basis 
kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjumal "Belanja Modal.../Belanja .... " di 
debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit. 

Elo;.¼J.-a; 
' :, '.!?-~- :'" 
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3. Hibah langsung dalam/luar negeri 

SKPD 
BUD 

Bendahara SKPD PPK SKPD Kepala SKPD 

Mevusun Laporan 
Realisasi Pen<lapann 

oan l\elanJa DaM 
H,bah 

L,,pocan Real'50Si 
Ver,flkasi Lapornn Real,sas, 

Pel>Oapatandcln Belan1a 
Pendapatar,,i,.,, 

Dana Kapitasi JKN dan ~ I-> l',,,\e-nyuiur, ',P3B 
6el;>nJa Dar>a Hihah .. 

Surat ~rnyataar, Tantieur>& 
Jawab 

SP3B Menvus,m SP3B 

SPLB SP26 

[ Melakukan ] Penjurnalan 
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Setelah terbit Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana 
Hibah langsung dari Bendahara Umum Daerah, PPK PD akan 
mencatat transaksi terkait dana hibah langsung. Adapun jurnalnya 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk penerimaan dana hibah maka PPK PD akan mencatat "Kas 

di Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan Hibah ..... " di 

kredit 
Kas di"B(,ndah_a@· ~~):c: e;z~:":.'..,,./}._i,~'.,;,'i~,?i~"i!?iiTttj 

Pendapa~ Hiba.4.di~£ :•}:~~;~i~i{J;;-~~;li~i'.N~ 

b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK Dinas Pendidikan juga perlu 
mencatat transaksi penerimaan dana hibah tersebut secara basis 
kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA clan Laporan 
Perubahan SAL dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" di 

debit dan "Pendapatan Dana Hibah ... " di kredit. 
-Estimaaj"Rerubaj;u:l,±1.S - --~:-cl)'.,.-~t . . ., .• ""~ ' " :~"' :'. :ifaifultPiiii;,_ 

c. Untuk pengeluaran dana hibah maka PPK PD akan mencatat "Aset 
Tetap/Beban/Persediaan" di debit dan "RK PPKD / Kas di 
Bendahara Pengeluaran" di kredit 

,4.setT 

d. Selain itu, pada saat bersamaan PPK PD juga perlu mencatat 
transaksi secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan 
penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal 
"Belanja Modal.../Belanja ... ." di debit dan "Estimasi Perubahan 

SAL" di kredit. 
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D. CONTOH JURNAL 
Berikut adalah SP28 Dana Kapitasi Puskesmas Mawar Lamongan 

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN 

LOGO DAERAH BELANJA(SP2B)FKTP 

NomorSP3B FKTP 01/II/OINKES/2017 Nama BUD/Kuasa BUD ' Wati 

Tanggal 02 Februai 2017 Tanggal ' 10 Februari 2017 

Nama SKPD Dinas Kesehatan Lamongan Nomor 01/II/BUD/2017 

Nama FKTP Puskesmas Mawar Tahun An--aran 2017 

Telah disahkan pendaptan dan belanja sejumlah 

Saide Awai Rp 3,500,000 

Pendapatan Rp 25,000,000 

Belanja Rp 26,500,000 

Honorarium Rp 14,000,000 

BelanjaATK Rp 2,500,000 

Belanja makan minum rapat Rp 2,500,000 

Alat Kesehatan Rp 7,500,000 

Saldo Akhir Rp 2,000,000 

Lamongan , 10 Februai 2017 

BUDA 

Wati 

NIP xxxxxx 

Berdasarkan SP2B tersebut PPK Dinas Kesehatan akan mencatat 

No Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredft 

' ,o-Feb-17 01/II/BUD/2017 Kas di Bendahara JKN FKTP 25,000,000 

Pendapatan Dana Kapitasi LO 25,000,000 

E..stimasi Perubahan SAL 25,000,000 

Pendanatan Dana Kanitasi-LRA 25,000,000 

10-Feb-17 01/II/BUD/2017 Beban Honorarium 14,000,000 

Beban ATK 2,500,000 

Beban Makan min um Rapat 2,500,000 

Kas di Bendahara JKN FKTP 19,000,000 

Belanja Honorarium 14,000,000 

Belanja ATK 2,500,000 

Belanfa Makan mlnum Raoat 2,500,000 

Estimasl Perubahan SAL 19,000,000 

10-Feb•1J 01/II/BUD/2017 Alat Kesehatan 7,500,000 

Kas di Bendahara JKN FKTP 7,500,000 

Belania modal a lat kesehatan 7,500,000 

Estimasi Perubahan SAL 7,500,000 
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Berikut adalah SP2B Dana BOS SD Negeri Melati 

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN 

LOGO DAERAH BELANJA (SP2B) BOS 

Nomor SP3B FKTP ' 01/II/DISDIK/2017 Nama BUD/Kuasa BUD ' Wati 

Tanggal ' 02 Februai 2017 Tanggal ' 15 Februari 2017 

Nama SKPD ' Dinas Pendidikan Nomor 01/II/BUD/2017 

Nama Sekolah ' SD Neiteri Melati Tahun An·· -aran ' 2017 

Telah disahkan pendaptan dan belanja sejumlah 

SaldoAwal Rp 2,000,000 

Pendapatan Rp 30,000,000 

Be Ian/a Rp 31,000,000 

Honorarium Rp 18,000,000 

BelanjaATK Rp 5,000,000 

Laptop Rp 8,000,000 

Saldo Akhir Rp 1,000,000 

L3mongan , 15 Februai 2017 

BUDA 

Wati 

NIP xxxxxx 

Berdasarkan SP2B tersebut PPK Dinas Kesehatan akan mencatat 

No Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit Kredit 

' 15-Feb-17 01/II/BUD/2017 Kas di Bendahara BOS 30,000,000 

Pendapatan Dana BOS-LO 30,000,000 

Estimasi Perubahan SAL 30,000,000 

Pendaoatan Dana BOS-LRA 30,000,000 

15-Feb-17 01/II/BUD/2017 Beban Honorarium 18,000,000 

Beban ATK 5,000,000 

Kas di Bendahara BOS 23,000,000 

Belanja Honorarium 18,000,000 

Belanja ATK 5,000,000 

Estimasi Perubahan SAL 23,000,000 

15-Feb-17 01/II/BUD/2017 Laptop 8,000,000 

Kas di Bendahara BOS 8,000,000 

Belanja modal Lapton 8,000,000 

Estimasi Perubahan SAL 8,000,000 
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E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 
2. Surat Pertanggungjawaban 
3. Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) 
4. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) 



BABX 
AKUNTANSI TRANSAKSI DANA NON KAPITASI PADA 

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

A. KETENTUAN UMUM 
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Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama memerlukan dukungan dana dari BPJS. Salah satu 
jenis data dari BPJS untuk pelaksanaan JKN yaitu dana non kapitasi. 

Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan. Dana Non Kapitasi ini dikeluarkan oleh 
BPJS sesuai dengan klaim yang diajukan oleh masing-masing FKTP. 

B. PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi dana non kapitasi 
adalah: 
1. Bendahara JKN FKTP 
2. Kepala Puskesmas 

3. Bidang di Dinas Kesehatan yang mengurusi JKN FKTP 
4. Bendahara Dinas Kesehatan 

5. PPK Dinas Kesehatan 

6. Kepala Dinas Kesehatan 

7. BUD 

C. LANGKAH TEKNIS 
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a. Alur klaim BPJS 1m dimulai dari pengajuan klaim dari 
puskesmas ke BPJS yang dilakukan melalui Dinas Kesehatan. 
Setelah menerima daftar klaim dari masing-masing puskesmas 

Dinas Kesehatan mengajukan pengajuan klaim tersebut ke 

BPJS. Pada saat Dinas Kesehatan menerima daftar klaim dari 
puskesmas maka pada saat tesebut, Dinas kesehatan akan 
mengakui piutang klaim BPJS dan utang belanja sesuai 
dengan jenis pengeluaran klaim yang diajukan. Adapun 

jurnalnya sebagai berikut 
Piuta11;g ___ - · 

·'l:ffl_l3~p);·l@o~ .:: ;·_: 
~i_::-~,l?~.r:~-;- :'· __ _ 
Beban ...... . 

b. Setelah menerima klaim dari masing-masing Puskesmas yang 

diajukan oleh Dinkes, BPJS melakukan verifikasi atas jumlah 
yang diajukan. BPJS mentransfer jumlah klaim sesuai dengan 

hasil verifikasi ke Rekening Kas Umum Daerah. Pada saat uang 
klaim sudah diterima di RKUD, PPK Dinas kesehatan akan 
mengakui adanya pend.a pa tan restribusi pelayanan 
kesehatan-LRA berdasarkan dokumen nota kredit. Adapun 

jurnalnya sebagai berikut 

c. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP LS untuk 
memindahkan uang klaim yang ada di RKUD ke rekening 
bendahara JKN FKTP. Berdasarkan SPP LS kepala dinas 
mengajukan SPM LS , SPM LS ini menjadi dasar bagi BUD 
untuk mengeluarkan SP2D LS atas dana klaim tersebut. 
Berdasarkan tanggal yang ada di SP2D LS PPK Dinas kesehatan 
akan mengakui dan mencatat adanya belanja sesuai dengan 
jenis pengeluaran kl.aim yang diajukan masing-masing 

puskesmas. Adapun jurnalnya sebagai berikut 
. Belenja -~°': 
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d. Bersamaan dengan terbitnya SP2D LS, bendahara pengeluaran 
Dinas Kesehatan akan menerbitkan nota autodebet sehingga 
uang klaim dari BPJS tersebut langsung masuk ke rekening 
bendahara JKN FKTP. Pada saat uang masuk ke rekening 
bendahara JKN FKTP maka PPK Dinas Kesehatan akan 
mencatat pengakuan atas penghapusan piutang berdasarkan 

nota autodebet. Ada pun jurnalnya sebagai berikut 

e. Berdasarkan dana klaim BPJS yang diterima oleh masmg
masing puskesmas, puskesmas membelanjakan uang tersebut 

sesuai dengan peruntukkannya. Berdasarkan laporan realisasi 
pendapatan dan belanja dana non kapitasi, PPK Dinas 
Kesehatan akan mencatat pengakuan atas penghapusan utang 
belanja sesuai dengan jenis pengeluaran klaim yang 
diajukan. Adapun jurnalnya sebagai berikut 

D. CONTOH JURNAL 
1. Tanggal 10 Januari 2017 Puskesmas Melati mengajukan klaim ke 

BPJS melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 Adapun 
rincian klaimnya sebagai berikut 

Jenis Klaim Jumlah 
Pelayanan Ambulan 500,000 
Protesa Gie:i 1,000,000 
Pelayanan KB 500,000 
Persalinan 2,000,000 
Laboratorium 500,000 
Total Klaim 4,500,000 

2. Berdasarkan pengajuan klaim tersebut dan telah dilakukan 
verifikasi BPJS mentransfer dana klaim non kapitasi sebesar 
Rp4.500.000,00 ke rekening kas umum daerah pada tanggal 15 
Januari 2017. Pada tanggal yang sama yaitu 15 Januari 2017 
Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan menerima nota kredit 
RKUD yang menyatakan jika dana klaim non kapitasi telah masuk 
di RKUD 

3. Berdasarkan nota kredit tersebut, tanggal 16 Januari 2017 
Bendahara Pengeluaran pengajuan SPP LS Klaim dana non kapitasi 
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ke Kepala Dinkes melalui PPK Dinkes. Pada hari yang sama PPK PD 
menerbitkan SPM LS, SPM LS ini diotorisasi dan langsung 
diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 18 Januari 2015 BUD 

menerbitkan SP2D LS Klaim dana non kapitasi 
4. Bersamaan dengan terbitnya SP2D LS Klaim dana non kapitasi, 

Bendahara Pengeluaran Dinkes membuat nota autodebet untuk 
menyerahkan dana klaim non kapitasi tersebut ke bendahara JKN 

FKTP 
5. Tanggal 25 Januari 2017 bendahara JKN FKTP menyerahkan 

laporan realisasi pendapatan dan belanja dana non kapitasi ke 

Dinas Kesehatan 

Transaksi~transaksi tersebut di atas akan dijurnal oleh PPK-Dinas 

Kesehatan sebagai berikut: 

No Tanggal Nomor Bukti Uraian Debit 

1 10•Jan-17 Dokumen Piutang klaim BPJS 4,500,000 
pengajuan klaim Pendapatan Restribusi Layanan Kesehatan-LO 

Behan pelayanan ambulan 500,000 

Behan protesa gigi 1,000,000 

Beban pelayanan KB 500,000 

Behan Persalinan 2,000,000 

Beban Laboratorium 500,000 

Utang pelayanan ambulan 

Utan!!: nrotesa gigi 

Utang pelayanan KB 

Utang Persalinan 

Utang Laboratorium 

2 15-Jan-17 Nota Kredit Estimasi Perubahan SAL 4,500,000 

Pendapatan Restribusi Layanan Kesehatan-LRA 

3 18-Jan-17 SP2D LS Belanja pelayanan ambulan 500,000 

Belanja protesa gigi 1,000,000 

Belanja pelayanan KB 500,000 

Belanja Persalinan 2,000,000 

Belanja Laboratorium 500,000 

Estimasi Perubahan SAL 

4 18-Jan-17 Nota Autodebet Kas di Bendahara ]KN FKTP 4,500,000 

Piutang klaim BPJS 

s 25-Jan-17 Laporan Realisasi Utang pelayanan ambulan 500,000 
Pendapatan dan Utang protesa gigi 1,000,000 
Belanja Dana Non 

Kapitasi Utang pelayanan KB 500,000 

Utang Persalinan 2,000,000 

Utang Laboratorium 500,000 

Kas di Bendahara JKN FKTP 

Kredit 

4,500,000 

500,000 

1,000,000 

500,000 

2,000,000 

500,000 

4,500,000 

4,500,000 

4,500,000 

4,500,000 
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E. DOKUMEN TERKAIT 
1. Dokumen Pengajuan Klaim Dana Non Kapitasi 
2. Nota Kredit 
3. SP2D LS klaim BPJS dana non Kapitasi 

4. Nota Autodebet 
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi 
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BAB XI 
JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO 

A. JURNAL 
Sebagai entitas akuntansi, PD melakukan proses akuntansi yang 
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan 
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK sesuai 
dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Format buku 
jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut: 

PD: 

Tanggal 
Nomor 

Bukti 

1 2 

Cara pengisian : 

PEMERJNTAH KABUPATEN LAMONGAN 

BUKUJURNAL 

Kode Rekening Uraian 

3 4 

Debit 

6 

xxxx, ....................... . 

Halaman: 

Kredlt 

7 

PPK Dinas/Badan/Kantor 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

I. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat 
dalam bukti transaksi. 

2. Nomor Bukti diisi dengan nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, 
kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya. 

3. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari 
kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 
Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan 
adalah 
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l.07.J.07.01.01.02.5.2.2.03.01 ----, 
1.07 Kode urusan 
1.07.01 Kode organisasi 
01.02 Kode Program & Kegiatan 
5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja 

4. Uraian diisi dengan dengan uraian kode rekening, misalnya "Belanja 

Telepon". 
5. Debit diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di debit. 
6. Kredit diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di kredit. 

B. BUKU BESAR 
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK PD mem-posting 
a tau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke 
buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunak.an 

adalah sebagai berikut: 

PD 

KODE REKENING 

NAMA REKENING 

PAGU APBD 

PAGU PERUBAHAN APED 

Tanggal Uraian 

1 2 

Cara pengisian : 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

BUKUBESAR 

Ref Debit 

3 4 

Kredit 

5 . 

..... , tanggaL ...... . 
PPKPD 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP. 

1. PD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan. 
2. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari 

kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. 
Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan 

adalah 
l.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01 ➔ 

1.07 Kade urusan 

1.07 .01 Kode organisasi 
Ol.02 Kode Program & Kegiatan 
5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja 
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3. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya. 
4. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan 

jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan. 
5. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai 

dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan 
Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai 

Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan. 
6. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat 

dalam jurnal yang bersangkutan. 
7. Uraian diisi dengan dengan penjelasan seperlunya terkait dengan 

jurnal yang diposting. 
8. Ref diisi dengan referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa 

jurnal yang diposting terse but. 
9. Debit diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jumal 

kolom debit. 
10. Kredit diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal 

kolom kredit. 
11. Saldo diisi dengan saldo akumulasi. 

C. NERACA SALDO 
Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan 
laporan keuangan, PPK PD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo 
adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya 
pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

PD 

Kode 
Rekening 

PEMERJNTAH KABUPATEN LAMONGAN 

NERACA SALDO PER TANGGAL ........ . 

Nama Rekening 

Halaman ... 

Jumlah 

Debit Kredit 

........... , tanggaL ... 

PPKPD 

(tanda tangan) 
(nama lengkap) 

NIP. 
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Cara pengisian ; 
1. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun 
2. PD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantoryang bersangkutan. 
3. Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap buku besar. 
4. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode 

rekeningnya. 
5. Debit diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

debit. 
6. Kredit diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir 

kredit. 
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BAB XII 
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PD 

A. KETENTUAN UMUM 
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PD dihasilkan melalui 
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK PD. Jurnal dan 
posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi 
dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 
Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 5 Laporan Keuangan yang 
dibuat oleh PD, yaitu: 
1. La poran Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Neraca; 
3. Laporan Operasional (LO); 
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan 

PD: 

Menyiapkan kertas 
kerja 

Penyusunan LO, 
membuat jurnal 

penutup LO dan NS 
stlh penutupan LO 

. . ....,_,,.,._ 
-•otJ,lmal 

penuhlp akhlr dan 
NSakhlr 

menglsi Neraca Saldo 
sblm Penyesualan 

Penyusunan LRA, 
membuat Jumal 

penutup LRA dan NS 
stlh penutupan LRA 

Membuat Laporan 
Perbahan Ekuitas 

Jurnal Penyesuaian 

Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian 

Membuat Catatan 
atas Laporan 

Keuangan 
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B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 
keuangan adalah: 
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) 
2. Pengguna Anggaran PD 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 
Langkah 1 /Menyiapkan Kertas Ke,ja) 
PPK PD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk 
menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang 
digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja 
berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan 
yang dihasilkan secara manual. 
Format dokumen kertas kerja ( worksheet) 
Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang 
berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan 

informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya. 
Kode Neraca 

Penyesuaian 
NS Setelah 

Rekening 
Uraian 

Baldo (NS) Penyesuaian 
D K D K D K 

Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo) 
PPK PD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca 
saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca 
Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja. Berikut adalah contoh proses 
penyusunan kertas kerja dalam PD akan digunakan sebagai contoh 
dalam ilustrasi berikut: 



llustrasi Kertas Kerja PD Setelah Neraca Saldo 

No. Kode Rek. Uraian 

1 1.1 1 02 Kas Ji HcnJahara Pcncrimaan 

2 1.1.1 03 Ka~ Ji Hcn<lahara Pcnucluarnn 

1 1.1 3 01 l'iutafll! naiak 

4 1.1.6.01 &wa Dibayar Dimuka 

5 1.1 7.01 l'cr.;c<liaan i\TK 

6 1.3.2.02 Kcrularaan 

7 1.3.3.01 (;cJurm K,mtor 

8 3.0.0.00 Snrn]us (Dcfoit) - I,() 

9 3.1.1.01 Ekuitas 

10 3.1.2.01 Esrimasi Pen<lanamn 

11 3.1.2.03 Anrnnriasi Bclarna 

12 3.1.2.05 Esrimas1 Pcrubahan SAL 

13 3.U.01 RKPPKD 

14 4.1. 1.01 Pl-mlanatan l'a'ak. J.R1\ 

15 4.1.2.01 Pl-mlanatan Rctribus1 - l .R.,\ 

16 5.1.1.01 Rcbnia Gaii Pokok 

17 5.1.1.01 Rclanja "J'un'a an Kduar= 

18 5.1.1.01 Rclania Tuniannan labatan 

19 5.1.2.01 Rclania /\'l"K 

20 5.1.2.07 Hclania &wa 

21 8. 1.1.01 PcnJanamn Paiak J.O 

22 8.1 2.01 Pcndaoatan Rctribu.si - LO 

23 9.1.1.01 &ban Cai1 Pokok 

24 9.1.1.01 Behan Tunia~--an Kduan>a 

25 9.1.1.01 Behan Tuo·m n labaran 

26 9.1.2.01 BcbanATK 

27 9.1.2.02 Behan Scwa 

Total 

SKPD KABUPATEN LAMONGAN 
Neraca Saldo setelah discsuaikan per 31 Des 2014 

NS Sbbn Pcnyesuaian Jumal Penyesuaian 

[I 

8 750 000 

[I 

0 

0 

100.000.000 

500.000.000 

600,000.000 

65.000.000 

80.000.000 

49.250.000 

73.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

45.000.000 

15.000 000 

10.000.000 

1.250 000 

48.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

45.000 000 

15.(Xl0.000 

10.000.000 

1.250.000 

48.000.000 

912.250.000 912.250.000 
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NSStlbP~uaian 
D,bet Ktedit 
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Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian) 
PPK PD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan 
melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan 
pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal 

penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang 
terdapat pada Kertas Kerja. 
Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk: 
0 Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan 
0 Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment) 
0 Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir 

tahun 

Contoh jurnal penyesuaian adalah : 
Pengakuan Behan 
Dibayar Dimuka 

Pengakuan 
Persediaan yang 

ada 

__ Dibayar Dimuka 

Behan __ 

Persediaan _____ _ 

Behan Persediaan __ 

Berikut contoh proses di atas pada PD : 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Pada akhir tahun terdapat informasi nilai persediaan per 31 Desember 
adalah 1 juta dan beban sewa yang terjadi sebesar 2 juta. Di awal 
tahun nilai persediaan adalah 1,25 juta. Jurnal penyesua1an yang 
harus dicatat adalah sebagai berikut: 

Sewa Dibayar Dimuka 

Beban Sewa 

Persediaan ATK 
Beban ATK 

46.000.000 

1.000.000 

Langkah 4 (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian) 

46.000.000 

1.000.000 

PPK PD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jumal 
penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah 
disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah 
Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 
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SKPD KABUPATEN LAMONGAN 

N eraca Saldo setelah discsuaikan per 31 Des 2014 

No. Kode Rek. Uraian 
NS Sblm. Penyesuaian Jurnal Penyesuaian NS .Stlh Penyesuaian 

Debet Kredit 

1 1.1.1.02 Kas di Bcndaharn l'cncnmaan 0 0 

2 1 I 1.03 Kas di Bcn<lahara l'<:tl"cluarnn 8.750.000 8.750.000 

3 1.1.3.01 P1uta , ,..a;ak 0 0 

4 1.1.6.01 Scwa Dibavar I )1111uka 0 46.000.000 46.000.(}()() 

5 1 1 7.01 l'crnc<liaan XJK 0 1.000.000 1.000.000 

6 1.3.2.02 Kcn<laraan 100.000.000 1 OO.OCXJ.000 

7 I .. D.01 Gcduno Kantor 500.000.000 500.000.000 

8 3.0.0.00 Su-lus (l)cfi~ir\ - LO 

9 3.1.1.01 Ekuitas 600.000.000 600.000.000 

10 3.1.2.01 Estimasi Pcnda•,aran 65.000.000 65.000.000 

11 3.1.2.03 ,\.-.ronriasi lkbn1a 80.000.000 80.000.000 

12 3.1.2.05 Esrimasi Pernhahan S. \]. 49.250.000 49.250.000 

13 3.1.3.01 RKPPKD 73.000.000 73.000.000 

14 4.1.1.01 PcnJa ... atan Pa;ak - 1.R.\ 40.000.000 40.000.000 

15 4.1.2.01 Pcn<la~atan Rcmbus1 - ] .RA 15.000.000 IS.000.000 

16 5.1. 1.01 Belan;a Gaii l'okok 45.000.000 45.000.000 

17 S.1.1.01 Bdan;a Tunia-··an Kduan,a 15.000.000 15.000.000 

18 5.1.1.01 Belania Tunia-·,an labatan 10.000.000 10.000.000 

19 5.1.2.01 Bclania ATK 1.250.000 1.250.000 

20 5.1.2.07 Bclan;a Scwa 48.000.000 48.000.000 

21 8.1. 1.01 PenJanatan l'a;ak - I.() 40.000.000 40.000.000 

22 8.1.2.01 Pen,::lanatan Rctribusi - I.() 15.000.000 15.000.000 

23 9.1 1.01 Beban Ga'i Pokok 45.000.000 45.000.000 

24 9.1.1.01 Behan Tutla an Kduar"a 15.000.000 15.000.000 

25 9.1.1.01 Beban Tun;a >an lahatan 10.000.000 10.000.000 

26 9.1.2.01 Beban ATK 1.250.000 1.000.000 250.000 

27 9.1.2.02 Behan Scwa 48.000.000 46.000.000 2.000.000 

Total 912.250.000 912.250.000 47.000.000 47.000.000 912.250.000 912.250.000 



Langkah 5 (Membuat LRA, membuat jurnal penutup LRA, clan 
Neraca Baldo setelah Penutupan LRA) 
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Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK PD 
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk daJam komponen Laporan 
Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan 
kemudian membuat "Laporan Realisasi Anggaran". 
Berikut adalah contoh LRA PD : 

SKPD Kabupaten Lamongan 
Laporan Realisasi Anggaran 

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014 

PENDAPATAN 
Pendapatan Pajak - LR.A 

Pendapatan Retribusi - LR.A 

Jumlah Pendapatan 

BELANJA 
Belanja Gaji Pokok 

Belanja Tuniangan Keluarga 

Belanja Tunjangan Jabatan 

BelaniaATK 

Belanp Sewa 

J umlah Belanja 

Surplus (Defisit) -LRA 

SiLPA 

Angga,an 

37.500.000 

14.000.000 

51500.000 

45.750.000 

16.250.000 

10.500.000 

1.500.000 

49.500.000 

123.500.000 

Realisasi 

40.000.000 

15.000.000 

55.000.000 

45.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

1.250.000 

48.000.000 

119.250.000 

(64.250.000) 

(64.250.000) 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK PD juga membuat jurnal 
penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini 
adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. 

Pendapatan ___ - LRA 

Pendapatan, ___ - LRA 

Apropriasi Belanja 

XXX 

XXX 

XXX 

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx 
Penerimaan Pembiayaan 

Penutupan Estimasi Peru bahan SAL 
LRA Belanja ____ _ 

Belanja ___ _ 

Estimasi Pendapatan 
Estimasi Penerimaan 

Pembiayaan 
Penge!uaran Pembiayaan 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, PPK PD menyusun 
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 
Dari contoh Neraca Saldo setelah penyesuaian di atas, pada halaman 
berikutnya akan disajikan contoh jurnal penutupan LRA dan Neraca 
Saldo setelah Penutupan LRA. 
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Jurnal Penutup LRA 

Uraian Debet Kredit 

Pendapatan Pajak - LR.A Rp 40,000,000 
Pendapatan Retribusi - LR.A Rp 15,000,000 
Apropriasi Belanja Rp 80,000,000 
Estimasi Perubahan SAL Rp 49,250,000 

Belanja Gaji Pokok Rp 45,000,000 
Belanja Tunjangan Keluarga Rp 15,000,000 
Belanja Tunjangan Jabatan Rp 10,000,000 
BelanjaATK Rp 1,250,000 
Belanja Sewa Rp 48,000,000 
Estimasi pendapatan Rp 65,000,000 

SKPD Kabupaten Lamongan 
Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA 

,iKode-. 
,,_. ,._. ~,-- . 

,; No~ 
' Re~ ... . / .. 

1 1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan 0 
2 1.1.03 Kas di Bendahara Pen eluaran 8.750.000 

3 1.2.04 Piutan a·ak 0 

4 16.01 Persecliaan A TK 1000.000 

5 17.01 Sewa Diba ·ar Dimuka 46.000.000 

6 1.9 .01 Kendaraan 100.000.000 

7 1.9.02 Gedun Kantor 500.000.000 

8 3.1.01 Ekuitas 600.000.000 

9 3.3.01 RKPPKD 73.000.000 

10 6.101 Penda a tan Pa· ak - LO 40.000.000 

11 6.102 Penda a tan Retribusi - LO 15.000.000 

12 7.101 Behan w·1 Pokok 45.000.000 

13 7.1.02 Be ban Tun· an 15.000.000 

14 7.103 Behan Tuo·ao 10.000.000 

15 7.104 BebanATK 250.000 
16 7 .1.05 Beban Sewa 2.000.000 

Total 728.000.000 728.000.000 

Langkah 6 (Membuat LO, jurnal penutup W dan Neraca Baldo 
setelah Penutupan LOI 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, PPK PD 
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan 
Operasional (kode rekening yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian 
membuat Laporan Operasional. 
Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK PD juga membuat jurnal 

penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah 
membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. 



Penutupan 
LO 

Pendapatan, ____ - LO 

Pendapatan - LO 

Surplus (Defisit) - LO 
Belanja, ____ _ 

Belanja 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, PPK PD menyusun 
Neraca Saldo setelah Penutupan LO. 

Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LRA di atas, pada 
halaman berikutnya akan disajikan contoh LO, jurnal penutupan LO 
dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO 

Laporan Operasional 
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014 

PENDAPATAN 

Pendapatan Pajak - LO 

Pendapatan Retribusi - LO 

Jumlah Pendapatan 

BEBAN 

Behan Gaji Pokok 

Behan Tunjangan Keluarga 

Be ban Tunjangan Jabatan 
BebanATK 

Behan Sewa 

Jumlah Behan 

Surplus (Defisit) - LO 

40,000,000 

15,000,000 

45,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

250,000 

2,000,000 

55,000,000 

72,250,000 

(17,250,000) 

Jurnal Penutup LO 

Ura1an Debet Kredit 
Pendapatan Pajak - LO Rp 45,000,000 
Pendapatan Retribusi - LO Rp 15,000,000 
Surplus (defisit) - LO Rp 17,250,000 

Beban Gaji Pokok Rp 45,000,000 
Be ban Tunjangan Keluarga Rp 15,000,000 
Be ban Tunjangan Jabatan Rp 10,000,000 
Beban ATK Rp 250,000 
Beban Sewa Ro 2,000,000 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

SKPD Kabupaten Lamongan 
Neraca Saldo Setelah Penutupan LO 

Kode 
Uraian 

NS Stlh Penyesuaian 

Rek. Debet Kredit 

1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan 0 

1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran 8.750.000 

1.2.04 PiutanQ" naiak 0 

1.6.01 Persediaan .ATK 1.000.000 

1.7.01 Sewa Dibavar Dimuka 46.000.000 

1.9.01 Kendaraan 100.000.000 

1.9.02 Gedung Kantor 500.000.000 

3.0.00 Sumlus (Defisit) LO 17.250.000 

3.1.01 Ekuitas 600.000.000 

3.3.01 RKPPKD 73.000.000 

673.000.000 673.000.000 
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Langkah 7 (Membuat Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca 
Baldo Akhirl 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD 
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi 

PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus 
(Defisit) - LO ke akun Ekuitas. 

Penutupan 
akhir 

Surplus (Defisit) 

Ekuitas 

XXX 

XXX 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi PPKD 
menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi 

Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. 
Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LO di atas, pada halaman 
berikutnya akan disajikan contoh Neraca, jurnal penutupan akhir dan 

Neraca Saldo Akhir. 



SKPD Kabupaten Lamongan 

Neraca 

Per 31 Desember 2014 

URAIAN 
ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 
Persediaan A TK 
Sewa Dibayar Dimuka 

Jumlah Aset Lancar 

ASETTETAP 

Kendaraan 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Aset Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap 

JUMLAHASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA. PENDEK 

JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS DANA 
Surplus (Defisit) - LO 

Ekuitas 

RKPPKD 

JUMLAH EKUITAS DANA 
IUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS DANA 

Jurnal Penutup Akhir 

Uraian Debet 

Rh: PPKD Ro 73,000,000 

S»-lus (Oefis1tl - LO 

Ekwras 
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Tumlah 

0 
8.750.000 
1.000.000 

46.000.000 
55.750.000 

I 00.000.000 
500.000.000 

0 
0 

600.000.000 

655.750.000 

0 

0 

/I 7.250.000 
600.000.000 

73.000.000 

655.750.000 
655.750.000 

Kredit 

Ro 17,250,000 

Rn 55,750,000 



No. 
Kode 

Rek. 

1 1.1.02 

2 1.1.03 

3 1.2.04 

4 1.6.01 

5 1.7.01 

6 1.9.01 

7 1.9.02 

8 3.1.01 

SKPD Kabupaten Lamongan 
Neraca Saldo Akhir 

Uraian 
NSAkhir 

Debet Kredit 
Kas di Bendahara Penerimaan 0 
Kas di Bendahara Pengeluaran 8.750.000 
Piutang pajak 0 
Persediaan A TK 1.000.000 
Sewa Dibavar Dimuka 46.000.000 
Kendaraan 100.000.000 
Gedung Kantor 500.000.000 
Ekuitas 655.750.000 

Total 655.750.000 655.750.000 

Langkah 8 (Membuat Laporan Perubahan Ekuitas) 
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Selanjutnya, PPK PD membuat Laporan Perubahan Ekuitas 
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode 
berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Opersional yang 
telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 
menggambarkan pergerakan ekuitas PD. Berikut merupakan contoh 
format Laporan Perubahan Ekuitas PD. 

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PD. 
SKPD Kabupaten Lamongan 
Laporan Perubaban Ekuitas 

U ntuk Periode yang berakbir 31 Desember 2014 

URAIAN 
EKUIT,\S .A. W.'\L 

RK.PPDK 

SURPLUS (DEFISIT) - LO 

Dc\-'\JPAK KUMUL\TIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 
MENDASAR 

EKUITAS AKI-UR 

Langkah 9 (Membuat Catatan atas Laporan Keuangan) 

2014 

600.000.000 

73.000.000 

(17.250.000) 

-

655.750.000 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 

• Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 
• Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro 
• Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 
target 

• lnformasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 
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transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian 
dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 
muka laporan keuangan 

■ Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan 

■ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 



Bab I 

Bab II 

Bab Ill 

Bab IV 

Bab V 

Bab VI 
Bab VII 

PD KABUPATEN LAMONGAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan at.as 
Lai,oran Keuanaan 

Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Japoran keuangan Pemda 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda 
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Pemda 

2.1 Ekonomi makro 
2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 lndikator pencapaian target kinerja APED 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemda 

3.1 Jkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemda 
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3.2 I Hambatan clan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 
Kebtjakan akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Pemda 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda 
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Japoran keuangan Pemda 
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP 

pada Pemda 

Penjelesan pos-pos Japoran keuangan Pemda 
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda 

5.1.1 Pendapatan 

5.1.2 Beban 

5.1.3 Belanja 

5.1.4 Aset 

5.1.5 Kewajiban 

5.1.5 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbuJ sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 
rnenggunakan basis akrual pada Pemda. 

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda 
Penutup 
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Surat Pertanyaan Tanuuns Jawab 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD 
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR. ........ . 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor ........... Tahun Anggaran ............. sebagaimana terlampir 
adalah merupakan tanggungjawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang 
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

( ......... . 
NIP. 

rUeATirG~t 
t-F'ADELI 
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Surat Pertanyaan Tanggung Jawab 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR ......... . 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Dinas/Badan/_Kantor ........... Tahun Anggaran ............. sebagaimana terlampir 
adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang 
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
secara Jayak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

(. ····························••I 
NIP. 

ONGAN, 

LI 


